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TAHUN 2024 
I. PENDAHULUAN 

A. Profil Perusahaan 

Nama Unit Manajemen : PT. Wirakarya Sakti 

Alamat Unit Manajemen : Kantor Jambi : 
  Jl. Ir. H.Juanda No.14, Kel. Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, 

Jambi   

  Kantor Operasional Tebing Tinggi: 
  Desa Tebing Tinggi, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung 

Barat, Jambi  

Lokasi Unit Manajemen : Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 
Kab.Tanjung Jabung Timur, Kab. Batanghari, Kab. Muara 
Jambi dan Kab. Tebo 

Perizinan   
- SK Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan :  Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 
1141/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal     
17 Nov 2021 

- SK Penetapan Areal Kerja :  Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 
55/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2021 tanggal                  
18 Februari 2021  (Luas 287.166,11 Ha) 

- SK IUPHHK-HTI :  Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 
57/Menlhk/Setjen/PHL.0/1/2018 tanggal                   
26 Januari 2018  (Luas ± 290.378 Ha) 

 
B. Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan 

Visi dan Misi PT. Wirakarya Sakti 

 Visi PT WKS adalah ”Menjadi perusahaan kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan 
pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak 
secara ekonomi dan ramah lingkungan”.  

Sedangkan Misi PT WKS adalah mengelola dan mengembangkan sumberdaya hutan secara 
profesional guna meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan dengan cara : 
 Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi sebagai sumber 

bahan baku pulp dengan harga terbaik dan rendah resiko. 
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 Menyediakan  lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait yang 
dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. 

 Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian 
lingkungan hutan. 

 Menghasilkan keuntungan yang memadai untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak oleh 
negara. 

Selain visi dan misi, perusahaan juga mempunyai kebijakan, Komitmen dan pernyataan yang 
mendukung pengelolaan hutan secara lestari, yaitu Kebijakan ESG 

 
Gambar 1. Kebijakan ESG PT. WKS 

 
 

Semua kebijakan ini dikomunikasikan dan dipahami serta dijalankan oleh perusahaan, pekerja, 
mitra, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. WIrakarya Sakti.  Detail kebijakan 
ESG PT. WKS dapat dilihat pada lampiran 
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II. KONDISI UMUM PT. WIRAKARYA SAKTI 
 

A. Gambaran Umum 
Tabel 1.  Gambaran Letak Areal Konsesi PT. WKS 
 
SK Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan 

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia No. SK. 1141/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 
tanggal     17 Nov 2021 tentang Perubahan kelima atas Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 744/Kpts-II/1996 

Luas 287.116,11 Ha 
Sk Penetapan Areal Kerja Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia No. SK 55/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2021 
Tanggal 18 Februari 2021 Tentang Penetapan Areal kerja Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Pada Hutan Tanaman Industri pada 
Hutan Produksi PT. Wirakarya Sakti Seluas 287.116,11 Ha di Provinsi 
Jambi 

Luas  287.116,11 Ha 
SK Konsesi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia No. SK 57/Menlhk/Setjen/PHL.0/1/2018 tanggal 
26 Januari 2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 744/Kpts-II/1996 

Luas ± 290.378 Ha 
 
 

Berdasarkan topografi (ketinggian tempat/elevasi), secara keseluruhan areal kerja IUPHHKHT PT 
Wirakarya Sakti berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 3 - 469 m dpl yang terbagi 
menjadi daerah rawa dan lahan kering. Daerah rawa memiliki ketinggian antara 3 – 6 m dpl, 
sedangkan daerah lahan kering mempunyai ketinggian antara 6 – 469 m dpl. Selain ketinggian 
tempat, berdasarkan Peta Topografi skala 1:250.000, kemiringan lereng areal kerja mempunyai 
kemiringan lereng A (datar) seluas 171.187 ha, lereng B (landai) seluas 64.810 ha, lereng C (agak 
curam) seluas 53.424 ha dan lereng E (sangat curam) seluas 957 ha. Dengan demikian areal 
IUPHHK-HTI PT Wirakarya Sakti sebagian besar berada di lereng A. 
 
Tabel 2. Areal kerja menurut letak Astronomis dan administrasi PT Wirakarya Sakti 

No. Distrik Letak Berdasarkan 
Astronomis Administrasi Kelompok Hutan 

1 Distrik I 01° 00’ 29” - 01° 16’ 28” LU 
103° 06’ 53” - 103° 25’ 12” BT 

Kab. Tanjung Jabung 
Barat, Kab. Muaro Jambi 

S. Betara - S. Pengabuan 

2 Distrik II 0° 58’ 31” - 01° 15’ 46” LU 
103° 23’ 36” - 103° 32’ 36” BT 

Kab. Tanjung Jabung 
Barat, Kab. Tanjung 
Jabung Timur, Kab. 

Muaro Jambi 

S. Lagan – S. Mendahara 
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No. Distrik Letak Berdasarkan 
Astronomis Administrasi Kelompok Hutan 

3 Distrik III 01° 20’ 32” - 01° 34’ 47” LU 
103° 04’ 48” - 103° 21’ 58” BT 

Kab. Batanghari, Kab. 
Muaro Jambi, Kab. 

Tanjung Jabung Barat 

S. Air Hitam – S. Danau 
Bangko 

4 Distrik IV 01° 20’ 27” - 01° 32’ 46” LU 
102° 53’ 34” - 103° 12’ 27” BT 

Kab. Batanghari, Kab. 
Tanjung Jabung Barat 

S. Danau Bangko – S. 
Singoan – S. Benanak 

5 Distrik V 0° 45’ 21” - 01° 05’ 49” LU 
102° 47’ 22” - 103° 03’ 09” BT 

Kab. Tanjung Jabung 
Barat 

S. Pengabuan – S. Lumahan 
– S. Limburan 

6 Distrik VI 0° 51’ 57” - 0° 59’ 56” LU 
103° 03’ 14” - 103° 19’ 33” BT 

Kab. Tanjung Jabung 
Barat 

S. Pengabuan – S. Bram 
Hitam – S. Simp. Kadam 

7 Distrik VII 01° 06’ 26” - 01° 29’ 19” LU 
103° 33’ 55” - 103° 55’ 17” BT 

Kab. Muaro Jambi, Kab. 
Tanjung Jabung Timur 

S. Batanghari – S. Lagan – 
S. Mendahara 

8 Distrik VIII 01° 15’ 49” - 01° 29’ 30” LU 
102° 38’ 05” - 102° 56’ 51” BT 

Kab. Batanghari, Kab. 
Tebo, Kab. Tanjung 

Jabung Barat 

S. Batanghari – S. Rengas 
dan S. Emparing – S. 

Mengupeh 
 

 
B. Tata Ruang 

Pengaturan tata ruang areal kerja PT. WKS mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama 
yang tertuang dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 6051/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Tentang Perseujuan Revisi Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Pada Hutan Tanaman Industri Periode 2018-2027 atas nama PT. 
Wirakarya Sakti di Provinsi Jambi. 
 
Tabel 3. Tata Ruang Areal Kerja PT. WKS 

TATARUANG Grand Total (Ha) 
Kawasan Lindung 48.542,19 

Areal Budidaya 238.623,92 

Grand Total 287.166,11 
 Sumber: Perubahan RKU 2018-2027 PT. Wirakarya sakti 
 
C. Penentuan Jenis Tanaman 

Pemilihan dan pengembangan jenis tanaman pokok di PT WKS didasarkan pada tujuan 
pembangunan hutan tanaman, kesesuaian lahan, nilai ekonomi dan kesesuaian dengan 
pembangunan masyarakat sekitar hutan. Sesuai dengan tujuan pembangunan hutan tanaman           
PT WKS yaitu rehabilitasi sumberdaya hutan untuk mendukung pasokan bahan baku industri pulp, 
sehingga jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman yang dapat menjadi bahan baku pulp (fiber). 
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Kesesuaian lahan diperoleh dengan kajian silang antara jenis tanaman dan kelas lahan (species site 
matching). Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, maka jenis tanaman pokok yang dikembangkan 
saat ini adalah Acacia mangium dan Eucalyptus pellita untuk daerah kering, dan Acacia crassicarpa 
untuk daerah basah (rawa). 

Sistem silvikultur yang sesuai untuk diterapkan oleh PT Wirakarya Sakti adalah sistem silvikultur 
Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB), dengan jenis tanaman yang dipilih untuk tanaman 
pokok, Acacia crassicarpa, Acacia mangiumdan Eucalyptus pellita. Daur semua jenis tanaman pokok 
ditetapkan rata-rata 4 tahun dengan jarak tanam yang digunakan 3 x 2 m. 

 
 
D. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar 
 
Tabel 4. Daftar satwa yang dilindungi yang berada di areal Kerja PT. WKS berdasarkan status 

perlindungan jenis fauna (PermenLHK No.106/2018, CITES dan Redlist IUCN). 
 

1. Daftar Jenis Mamalia 
 
 

No 
 

Nama Lokal 
 

Nama Ilmiah 
PermenLHK 

No.106/2018 
IUCN CITES 

Felidae 
 

1 
 

Macan Dahan 
 
Neofelis diardi sumatrensis 

 
Dilindungi 

Endangered 
C2a(i) ver 3.1 

Appendix 
II 

 
2 

 
Macan Akar 

 
Prionailurus bengalensis 

 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

Appendix 
I 

 
3 

 
Harimau sumatera 

 
Panthera tigris sumatrae 

 
Dilindungi 

Critically 
Endangered 
C2a(i) ver 3.1 

 
Appendix 

I 
Viverridae 

 
4 

 
Musang 

Paradoxurus 
hermaphroditus 

Tdk 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

Appendix 
III 

Ursidae 
 

5 
 

Beruang madu 
 
Helarctos malayanus 

 
Dilindungi 

Vulnerable 
A2cd+3cd+4cd 
ver 3.1 

 
Appendix 

I 
Hystricide 

 
6 

 
Landak 

 
Hystrix brachyura 

Tdk 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

 
- 

Tapiridae 
 

7 
 

Tapir atau Tenuk 
 
Tapirus indicus 

 
Dilindungi 

Endangered 
A2bcd+3bcd; 
C1 ver 3.1 

 
Appendix 

I 
Elephantidae 

 
8 

 
Gajah sumatera 

 
Elephas maximus ssp. 
sumatranus 

 
Dilindungi 

Critically 
Endangered 
A2c ver 3.1 

 
Appendix 

I 
Suidae 
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No 

 
Nama Lokal 

 
Nama Ilmiah 

PermenLHK 
No.106/2018 

IUCN CITES 

 
9 

 
Babi hutan 

 
Sus scrofa 

Tdk 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

 
- 

Cervidae 
 

10 
 

Rusa sambar 
 
Rusa unicolor 

 
Dilindungi 

Vulnerable 
A2cd+3cd+4cd 
ver 3.1 

 
- 

 
11 

 
Kijang muncak 

 
Muntiacus muntjak 

 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

- 

Tragulidae 
 

12 
 

Kancil kecil 
 
Tragulus kanchil 

 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

 
- 

 
13 

 
Pelanduk napu 

 
Tragulus napu 

 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

 
- 

Cercopithecidae 
 

14 
 

Lutung simpai 
 
Presbytis melalophos 

 
Dilindungi 

Endangered 
A2cd ver 3.1 

 
- 

 
15 

 
Beruk 

 
Macaca nemestrina 

Tdk 
Dilindungi 

Vulnerable 
A2cd ver 3.1 

 
- 

 
16 

Monyet ekor 
panjang 

 
Macaca fascicularis 

Tdk 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

 
- Hylobatidae 

 
17 

 
Owa ungko 

 
Hylobates agilis 

 
Dilindungi 

Endangered 
A2cd ver 3.1 

Appendix 
I 

Mustelidae 
 

18 
 

Berang-berang 
 
Lutra sumatrana 

 
Dilindungi 

Endangered 
A2cde ver 3.1 

Appendix 
II 

Tupaidae 
 

19 
 

Tupai 
 
Tupaia glis 

Tdk 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

 
- 

Sciuridae 
 

20 
 
Jelarang 

 
Ratufa bicolor 

 
Tdk 

Dilindungi 

Near 
Threatened ver 
3.1 

 
Appendix 

II 
 

21 
 
Bajing 

 
Callosciurus prevostii 

Tdk 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

 
- 

 
22 

Tando atau Tupai 
terbang 

 
Petaurista petaurista 

Tdk 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

 
- 

Mephitidae 
 

23 
 
Sigung atau telegu 

 
Mydaus javanensis 

Tdk 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

 
- 

Muridae 
 

24 
 
Tikus pohon 

 
Rattus tiomanicus 

Tdk 
Dilindungi 

Least  Concern 
ver 3.1 

 
- 

Lorisidae 
 

25 
 

Kukang 
 
Nycticebus coucang 

 
Dilindungi 

Vulnerable 
A2cd ver 3.1 

Appendix 
I 

Insectivora-Manidae 
 
 

26 

 
 
Trenggiling 

 
 
Manis javanica 

 
 

Dilindungi 

Critically 
Endangered 
A2d+3d+4d 
ver 3.1 

 
Appendix 

II 

Source : Laporan Inventarisasi Fauna Di Kawasan Lindung PT.WKS (UNJA, 2023) 
 
 



 

Ringkasan Publik PT. Wirakarya Sakti-2024 

Page 8 of 75 

 

 

 
2. Daftar Jenis Aves 

 

No 
 

Nama Lokal 
 

Nama Ilmiah 
PermenLHK 

No.106/2018 

 

IUCN 
 

CITES 
      

Accipitridae 

 
1 

 
Elang 

 
Elanus caeruleus 

 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

Strigidae 

 
2 

 
Burung Hantu 

 
Bubo sumatranus 

 
Tdk Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 
3 

 
Enggang 

 
Ninox scutulata 

 
Tdk Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

Bucerotidae 

 
4 

 
Rangkong 

 
Buceros rhinoceros 

 
Dilindungi 

Vulnerable 
A3cd+4cd 
ver 3.1 

 

Appendix 
II 

Corvidae 

 
5 

 
Gagak 

 
Corvus corax 

 
Tdk Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

Muscicapidae 

 
6 

 
Kucica hutan 

 
Kittacincla malabarica 

 
Tdk Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 
7 

 
Murai Hutan 

 
Saxicola torquatus 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 
8 

 
Kucica Ekor Kuning 

 
Trichixos pyrropygus 

 
Tdk Dilindungi 

Near 
Threatened 

ver 3.1 

 
- 

 
9 

 
Seriwang asia 

 
Terpsiphone paradisi 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

Laniidae 

 
10 

 
Bentet kelabu 

 
Lanius schach 

 
Tdk Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

Sturnidae 

 
11 

 
Beo tiong mas 

 
Gracula reliogosa 

 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 

Appendix 
II 

Irinidae 
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No 
 

Nama Lokal 
 

Nama Ilmiah 
PermenLHK 

No.106/2018 

 

IUCN 
 

CITES 

 
12 

 
Kecembang gadung 

 
Irena puella 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

Alcedinidae 

 
13 

 
Bintik 

 
Alcedo meninting 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 
14 

 
Cekakak belukar 

 
Halcyon smyrnensis 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 

 
15 

 
Cekakak hutan 
melayu 

 

 
Actenoides concretus 

 

 
Dilindungi 

Near 
Threatened 
A2c+3c+4c 

ver 3.1 

 

 
- 

 
16 

 
Cekakak sungai 

 
Todirhamphus chloris 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

Merpidae 

 
17 

 
Cirik Biru 

 
Merops viridis 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

Capitonidae 

 
18 

 
Takur 

 
Psilopogon rafflesii 

 
Dilindungi 

Near 
Threatened 

ver 3.1 

 
- 

Picidae 

 
19 

 
Pelatuk 

 

Micropternus 
brachyurus 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

Eurylaimidae 

 
20 

 

Sempur hujan 
darat 

 
Eurylaimus ochromalus 

 

Tdk 
Dilindungi 

Near 
Threatened 

ver 3.1 

 
- 

Campephagidae 

 
21 

 
Jingjing pentulak 

 
Tephrodornis gularis 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 
22 

 
Sepah tulin 

 
Pericrocotu igneus 

 

Tdk 
Dilindungi 

Near 
Threatened 

ver 3.1 

 
- 

Timalidae 
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No 
 

Nama Lokal 
 

Nama Ilmiah 
PermenLHK 

No.106/2018 

 

IUCN 
 

CITES 

 
23 

 

Pelanduk ekor 
pendek 

 

Malacocincla 
malaccensis 

 

Tdk 
Dilindungi 

Near 
Threatened 

ver 3.1 

 
- 

 
24 

 
Asi kumis 

 

Malacopteron 
magnirostre 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 
25 

 

Tepus tunggir 
merah 

 
Stachyris erythroptera 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 
26 

 
Ciung 

 
Myophonus glaucinus 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

Hirundinidae 

 
27 

 

Layang-layang 
rumah 

 
Delichon dasypus 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 
28 

 
Layang-Layang api 

 
Hirundo rustica 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

Columbidae 

 
29 

 
Balam 

 
Spilopelia chinensis 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 
30 

 
Perkutut 

 
Geopelia striata 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 
31 

 
Punai 

 
Treron vernans 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 

Phasianidae 

 
32 

 
Ayam hutan merah 

 
Gallus gallus 

 

Tdk 
Dilindungi 

Least 
Concern ver 

3.1 

 
- 

 
33 

 
Betet biasa 

Psittacula alexandri  
Dilindungi 

Near 
Threatened 

ver 3.1 

 

Appendix 
II 

Source : Laporan Inventarisasi Keanekaragaman Fauna Di Kawasan Lindung PT.WKS (UNJA, 2023) 
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3. Daftar Jenis Vegetasi  

 
 

No 
 

Nama jenis 
 

Nama latin 
 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

Distrik I (1) 

1 Antui Polyalthia sp.1 Annonaceae - - - - 

2 Antui gunung Polyalthia sp.2 Annonaceae - - - - 

 
3 

 
Antui putih 

Goniothalamus 
macrophilus 

 
Annonaceae 

 
- 

 
- 

-  
- 

4 Asam kandis Garcinia atroviridis Clusiaceae - - - - 

5 Balam Palaquium sp1. Sapotaceae - - - - 

6 Balam inai Palaquium sp3 Sapotaceae - - - - 

7 Balam kapur Palaquium sp2 Sapotaceae - - - - 

 
8 

 
Balam merah 

 
Palaquium gutta 

 
Sapotaceae 

Near 
Threaten
ed A2c 

 
- 

-  
- 

9 Balam sawo Payena levii Sapotaceae - - - - 

 
10 

 
Balam tulo 

 
Helicia sp 

 
Proteaceae 

Vulnerable 
D2 ver 

 
- 

-  
- 

11 Bekil Artocarpus sp.3 Moraceae - - - - 

 
12 

Berangan 
babi 

 
Lithocarpus gracilis 

 
Fagaceae 

Least 
Concern 

 
- 

-  
- 

 
13 

Berangan 
landak 

Castanopsis 
argantea 

 
Fagaceae 

Endangered 
A2c ver 3.1 

 
- 

-  
- 

 
14 

 
Bintangur 

Callophylum 
inophyllum 

 
Clusiaceae 

 
- 

 
- 

-  
- 

15 Bunot Ficus glauca Moraceae - - - - 

 
16 

Cempedak 
air 

Artocarpus 
kemando 

 
Moraceae 

 
- 

 
- 

-  
- 

 
17 

Cempedak 
kampung 

Artocarpus 
heterophyllus 

 
Moraceae 

 
- 

 
- 

-  
- 

 
18 

Duren mas/ 
Duren hantu 

 
Durio carinatus 

 
Bombacaceae 

 
- 

 
- 

-  
- 

19 Durian daun Durio oxleyanus Bombacaceae - - - - 

 
20 

 
Gamat 

Elaeocarpus 
serratus 

Elaeocarpacea e  
- 

 
- 

-  
- 

 
21 

Gamat 
lanang 

 
Elaeocarpus sp.1 

Elaeocarpacea e  
- 

 
- 

-  
- 

22 Gerisil Ochanostachys sp. Olataceae - - - - 

23 Jangkang Xylopia malayana Annonaceae - - - - 

 
24 

Jelutung 
rawa 

 
Dyera lowii 

 
Apocynaceae 

 
- 

 
- 

-  
- 

 
25 

 
Kabau 

Archidendron 
microcarpum 

 
Fabaceae 

 
- 

 
- 

- Endemik 
(Sumatera) 

 
26 

Kacang- 
kacang 

 
Strombosia javanica 

 
Olataceae 

 
- 

 
- 

-  
- 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

27 Kasai Pometia pinnata  - - - - 

28 Kasai hutan Pometia pinnata Sapindaceae - - - - 

29 Kayu aro Ficus sumatrana Moraceae - - - - 

 
30 

 
Kayu batu 

Ctenolophon 
parvifolius 

Ctenophonac 
eae 

 
- 

 
- 

-  
- 

 
31 

Kayu 
kerupuk 

Lophopetalum 
javanicum 

 
Celastraceae 

 
- 

 
- 

-  
- 

 

32 
 

Kayu 
menyan 

 

Styrax 
sumatrana 

 

Stiraceae 
   Endemik 

(sumatera) 

33 Kayu 
paku 

Diospyros sp. Ebenaceae     

34 Kayu 
sapu 

      

35 Kedema
i 

Quercus sp. Fagaceae     

36 Kedond
ong 

Dysoxylum sp. Meliaceae     

37 Kedond
ong 

Santiria sp. Burseraceae     

38 Kelat 
jambu 

Eugenia sp4. Myrtaceae     

39 Kelat 
jantung 

Eugenia sp5 Myrtaceae     

40 Kelat 
merah 

Syzygium sp6. Myrtaceae     

41 Kelat 
putih 

Syzygium 
litoralis 

Myrtaceae     

42 Kemand
ing 

      

 

43 
 

Kempas 
Koompassia 
malaccensis 

 

Fabaceae 
    

44 Kranji Dialium indum Leguminosae     

 

45 
 

Mahang 
 

Macaranga 
conifera 

Euphorbiacea e     

 

46 
Mahang 
kancil/ 
putih 

Macaranga 
pruinosa 

Euphorbiacea e     

47 Malapat
o 

Nephelium 
sp.3 

Sapindaceae     

 

48 
 

Mampat 
Cratoxylon 
sumatranum 

 

Hypericaceae 
    

 

49 
Manggis 
burung 

 

Garcinia rigida 
 

Clusiaceae 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

50 Medang Litsea sp.1 Lauraceae     

51 Medang 
batu 

Litsea sp.4 Lauraceae     

 

52 
Medang 
darah 

 

Myristica sp. 
 

Lauraceae 
    

53  Medang 
keladi  

Alseodaphne 
insignis  

Lauraceae  -     

54  Medang 
labu  

Endospermum 
sp.  

Euphorbiaceae      

55 Medang 
pauh  

Maclurodendr
on sp.  

Rutaceae  -     

 

56 
Medang 
payo 

 

Litsea sp.3 
 

Lauraceae 
    

 

57 
Medang 
siluang 

 

Litsea sp.7 
 

Lauraceae 
    

58 Medang 
sirai 

Cinnamomum 
sp. 

Lauraceae     

59 Mempe
ning 

Lithocarpus 
lucidus 

Fagaceae     

60 Mendar
ahan 

Knema sp. Myristicaceae     

 

61 
 

Meranti 
 

Shorea sp1 
Dipterocarpac eae     

 

62 
Meranti 
bunga 

Shorea 
teysmaniana 

Dipterocarpac eae     

 

63 
Meranti 
payo/ra
wa 

 

Shorea 
parvifolia 

Dipterocarpac eae     

 
64 

 
Merawa
n 

 
Hopea 
mengerawan 

Dipterocarpac eae Critically                                                
- 

Endangered                 
-
 

   

 

65 
 

Mersaw
a 

 

Anisoptera 
costata 

Dipterocarpac eae Endangered    

66 Merubu
ngan 

Callerya sp. Rutaceae     

 
67 

 

Muaro 
kepayan

 

Scaphium 
macropodum 

 
Sterculiaceae 

Lower 
Risk/least 
concern 

 
- 

-  
- 

68 Petai Parkia 
speciosa 

Fabaceae - - - - 

 

69 
 

Petaling 
Ochanostachys 
amentacea 

 

Olataceae 
 

Data Deficient 
 

- 
-  

- 

70 Punak Tetramerista 
glabra 

Theaceae - - - - 

71 Rambut
an 

Nephelium 
sp.1 

Sapindaceae - - - - 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

72 Saga Adenanthera 
sp. 

Leguminosae - - - - 

 

73 
 

Selurah 
 

Mesua 
hexapetala 

Callophyllacea e  

- 
 

- 
-  

- 

 

74 
Sekubu
ng/m 
erkubun

Macaranga 
gigantea 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

75 Serian   - - - - 

76 Serian 
kelik 

  - - - - 

77 Siluk Gironniera 
nervosa 

Cannabaceae - - - - 

 

78 
 

Singkaw
ang 

 

Shorea 
singkawang 

Dipterocarpac eae  

Vulnerable 
 

- 
-  

- 

 

79 
 

Tampui 
 

Baccaurea 
dulcis 

Phyllanthacea e  

- 
 

- 
-  

- 

 

80 
Tembal
un/se 
mbalun 

 

Parashorea 
lucida 

Dipterocarpac eae Critical
ly 

Endangered 

 

- 
-  

- 

 

81 
Temeras 
jantung 

 

Memecylon 
sp2. 

Melastomatac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 

82 Temunt
un 

Tristania sp. Myrtaceae - - - - 

 

83 
 

Terenta
ng 

 

Campnosperm
a sp. 

Anacardiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

   Distrik I (2) 

1 Antui gunung Polyalthia sp2. Annonaceae - - - - 
 

2 
 

Antui putih 
Goniothalam
us 

 

Annonaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

3 Asam kandis Garcinia atroviridis Clusiaceae - - - - 

4 Balam sawo Payena levii Sapotaceae - - - - 

 
5 

 
Balam merah 

 
 

Palaquium gutta 

 
 

Sapotaceae 

Near 
Threatene
d A2c ver 

 
- 

-  
- 

6 Balam kapur Palaquium sp2. Sapotaceae - - - - 
 

7 
 

Balam terong 
Palaquiu
m 

 

Sapotaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
 

8 
 

Berangan babi 
 

Lithocarpus gracilis 
 

Fagaceae 
Least 

Concern 

 

- 
-  

- 
 

9 
 

Cempedak air 
Artocarp
us 

 

Moraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
 

10 
Duren 
mas/hantu 

 

Durio carinatus 
 

Bombacaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
 

11 
 

Gamat 
Elaeocarp
us serratus 

Elaeocarpacea e  

- 
 

- 
-  

- 

12 Gerisil Ochanostachys sp. Olataceae - - - - 

13 Jangkang Xylopia malayana Annonaceae - - - - 
 

14 
 

Kabau 
Archidendro
n 

 

Fabaceae 
 

- 
 

- 
- Endemik 

(sumatera) 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

15 Kacang-kacang Strombosia javanica Olataceae - - - - 

16 Kasai hutan Pometia pinnata Sapindaceae - - - - 

17 Kayu paku Diospyros sp.2 Ebenaceae - - - - 

18 Kayu sapu   - - - - 

19 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

20 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 
 

21 
Kedondong 
tunjuk 

Pentaspadon 
motleyi 

Anacardiacea 
e 

   
Data Deficient 

 

- 
-  

- 

22 Kelat Syzygium sp1. Myrtaceae - - - - 

23 Kelat jambu Eugenia sp4. Myrtaceae - - - - 

24 Kelat jantung Eugenia sp5. Myrtaceae - - - - 

25 Kelat merah Syzygium sp6. Myrtaceae - - - - 

26 Kelat putih Syzygium litoralis Myrtaceae  - - - 

 
27 

Kempas/ 
Tenggeris 

Koompasia 
malaccensi
s 

 
Fabaceae 

 
Lower Risk 

 
- 

-  
- 

 

28 
Lempaung 
gunung 

   

- 
 

- 
-  

 

29 
Mahang 
putih/kancil 

Macarang
a 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 
 

30 
 

Mampat 
Cratoxylon 
sumatranu

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

31 Medang Litsea sp1. Lauraceae - - - - 

32 Medang putih Litsea sp9. Lauraceae   -  
 

33 
 

Medang keladi 
Alseodaphn
e insignis 

 

Lauraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
 

34 
Medang 
siluang 

 

Maasia sumatrana 
 

Lauraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

35 Medang sirai Cinnamomum sp. Lauraceae - - - - 

36 Mempening Lithocarpus sp. Fagaceae - - - - 

37 Mendarahan Knema sp. Myristicaceae - - - - 
 

38 
Mengkudu 
hutan 

   

- 
 

- 
-  

- 
 

39 
 

Meranti 
 

Shorea sp1. 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

40 
Meranti kulit 
sapat 

 

Shorea sp2. 
Dipterocarpac 
eae 

  -  

 
41 

 
Merawan 

Hopea 
mengarawa
n 

Dipterocarpac 
eae 

Criticall
y 

Endangere

 
- 

-  
- 

 

42 
Merkubung/se 
kubung 

Macarang
a 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

43 Merubungan Callerya sp Rutaceae   -  

 
44 

 

Muaro 
kepayang 

 

Scaphium 
macropodu
m 

 
Sterculiaceae 

Lower 
Risk/lea

st 

 
- 

-  
- 

 

45 
 

Petaling 
Ochanostach
ys 

 

Olataceae 
Data 

Deficient 

 

- 
-  

- 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

 

46 
Rambutan 
hutan 

 

Nephelium sp.2 
 

Sapindaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

47 Saga Adenanthera sp. Leguminosae - - - - 
 

48 
 

Semasam 
 

Aporosa sp. 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
-  

- 

49 Serian   - - - - 

50 Siluk Gironniera nervosa Cannabaceae - - - - 

51 Simpur Dilenia sp1. Dilleniaceae - - - - 
 

52 
 

Tampui 
 

Baccaurea dulcis 
Phyllanthacea 
e 

 

- 
 

- 
-  

- 

 

53 
 

Tembalun 
 

Parashorea lucida 
Dipterocarpac 
eae 

Criticall
y 

Endangere

 

- 
-  

- 

 

54 
Temeras 
jantung 

 

Memecylon sp2. 
Melastomace 
ae 

 

- 
 

- 
-  

- 

55 Temuntun Tristania sp. Myrtaceae - - - - 
 

56 
 

Terap 
Artocarpus 
odoratissim

 

Moraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
 

57 
 

Terentang 
 

Campnosperma sp. 
Anacardiacea 
e 

 

- 
 

- 
-  

- 

Distrik I (3) 

1 Antemar   - - - - 
 

2 
 

Antui putih 
Goniothalamu
s 

 

Annonaceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

3 Arang-arang Diospyros sp1. Ebenaceae - - - - 

4 Antui Polyalthia sp.1 Annonaceae - - - - 

5 Antui gunung Polyalthia sp.2 Annonaceae   -  

6 Asam kandis Garcinia atroviridis Clusiaceae - - - - 
 

7 
Asam kandis 
burung 

 

Garcinia rigida  
Clusiaceae 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

8 
 

Badaro 
Dimocarpu
s loongan 

 

Sapindaceae 
  

- 
 

- 
 

- 

9 Balam Palaquium sp1. Sapotaceae - - - - 

10 Balam kapur Palaquium sp2. Sapotaceae - - - - 

11 Bayur Pterospermum sp. Sterculiaceae - - - - 
 

12 
 

Berangan babi 
 

Lithocarpus gracilis 
 

Fagaceae 
Least 

Concern 

 

- 
 

- 
 

- 
 

13 
 

Bernai 
 

Antidesma sp. 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

14 
 

Bintangur 
Callophylu
m 

 
Clusiaceae 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

15 
 

Bacang hutan 
 

Mangifera foetida 
Anacardiacea e   

- 
 

- 
 

- 
 

16 
 

Cempedak air 
Artocarp
us 

 

Moraceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
17 

 

Daun ribu- 
ribu 

 

Anisophylle
a disticha 

Anisophlleace 
ae 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

18 Duren mas Durio carinatus Bombacaceae - - - - 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

19 Durian Durio zibethinus Bombacaceae - - - - 

20 Gelugur Garcinia sp. Clusiaceae - - - - 

21 Gerisil Ochanostachys sp. Olataceae - - - - 
 

22 
 

Geronggang 
Cratoxylon 
arboresce

 

Hypericaceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

23 
 

Kabau 
Archidendro
n 

 

Fabaceae 
 

- 
 

- 
 

- 
Endemik 
Sumatera 

 

24 
Kacang- 
kacang 

 

Strombosia javanica
 

Olataceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

25 Kasai hutan Pometia pinnata Sapindaceae - - - - 

26 Katemas     -  

27 Kayu paku Diospyros sp.2 Ebenaceae - - - - 

28 Kayu sapu   - - - - 

29 Kayu selulus   - - - - 

30 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

31 Kelat Syzygium sp1. Myrtaceae - - - - 

32 Kelat jambu Eugenia sp4. Myrtaceae - - - - 

33 Kelat jantung Eugenia sp5. Myrtaceae - - - - 

34 Kelat merah Syzygium sp6. Myrtaceae - - - - 

35 Kelat putih Syzygium litoralis Myrtaceae  - - - 
 

36 
 

Kemang 
Mangifer
a 

Anacardiacea e   

- 
 

- 
 

- 
 

37 
 

Kempas 
Koompassi
a 
malaccensi

 

Fabaceae 
 

- 
 

- 
 

- 

 
38 

 
Kepayang 

 

Scaphium 
macropodu
m 

 
Sterculiaceae 

Lower 
Risk/least                    - 
concern 

 
- 

 
- 

39 Kiancing   - - - - 

40 Kranji Dialium indum Leguminosae - - - - 
 

41 
 

Mahang 
 

Macaranga 
conifera 

Euphorbiacea 
e 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

42 
Mahang 
kancil 

Macarang
a 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

43 Medang Litsea sp1. Lauraceae - - - - 
 

44 
Medang 
darah 

 

Myristica sp. 
 

Lauraceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

45 Medang getah Litsea sp8 Lauraceae -  -  
 

46 
Medang 
merah 

 

Litsea sp10 
 

Lauraceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

47 
Medang 
keladi 

Alseodaphne 
insignis 

 

Lauraceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

48 
Medang 
lendir 

 

Alseodaphne sp. 
 

Lauraceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

49 Medang pauh Maclurodendron sp. Rutaceae - - - - 

50 Medang putih Litsea sp9 Lauraceae - - -  

51 Medang payo Litsea sp3. Lauraceae - - - - 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

52 Medang reso Litsea sp4. Lauraceae - - - - 

53 Siluk Gironniera nervosa Cannabaceae - - - - 

54 Medang sirai Cinnamomum sp. Lauraceae - - - - 

55 Mempening Lithocarpus sp. Fagaceae - - - - 

56 Mendarahan Knema sp. Myristicaceae - - - - 
 

57 
 

Meranti 
 

Shorea sp1. 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

58 
 

Meranti payo 
 

Shorea sp2. 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

59 Muaro keling   - - - - 
 

60 
 

Pasak bumi 
 

Eurycoma longifolia 
Simaroubacea e  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

61 
 

Pelangas 
 

Aporosa octandra 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

62 
 

Petaling 
Ochanostachy
s amentacea 

 

Olataceae 
 

Data Deficient 
 

- 
 

- 
 

- 

 
63 

 
Pulai 

 
Alstonia scholaris 

 
Apocynaceae 

Lower 
Risk/least                    - 
concern 

 
- 

 
- 

64 Punak Tetramerista glabra Theaceae - - - - 
 

65 
 

Rambe keli 
 

Baccaurea sp. 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

66 
Rambutan 
hutan 

 

Nephelium sp.2 
 

Sapindaceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

67 
Rengas 
manuk 

Melanorhoe
a wallichii 

Anacardiacea e  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

68 
 

Ridan 
Nepheliu
m 

 

Sapindaceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

69 
 

Sebekal 
 

Flacourtia nivea 
Flacourtiacea e  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

70 Selurah Mesua hexapetala Callopyllaceae - - - - 

71 Semambu   - - - - 
 

72 
 

Semasam 
 

Aporosa sp. 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

73 
 

Sengkawang 
 

Shorea singkawang 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

74 Sirau bubu   - - - - 

75 Siyua/suwe Nephelium sp. Sapindaceae - - - - 
 

76 
 

Tampui 
 

Baccaurea dulcis 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

77 
 

Tapus 
Elateriospermu
m tapos 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
 

- 
 

 

78 
 

Tembalun 
 

Parashorea lucida 
Dipterocarpac 
eae 

Criticall
y 

Endangere

 

- 
 

- 
 

- 

 

79 
Tembesu 
angin 

Alstonia 
angustifolia 

 

Apocynaceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

80 
Temeras 
jantung 

 

Memecylon sp2. 
Melastomatac 
eae 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

81 
 

Terap 
Artocarpus 
odoratissimu

 

Moraceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

Distrik (4) 

1 Antemar   - - - - 
 

2 
 

Antui putih 
Goniothalam
us 

 

Annonaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

3 Asam kandis Garcinia atroviridis Cluasiaceae - - - - 

4 Balam Palaquium sp. Sapotaceae - - - - 

5 Balam tulo Helicia rostrata Proteaceae - - - - 
 

6 
 

Bernai 
 

Antidesma sp 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
-  

- 
 

7 
 

Bintangur 
Callophylu
m 

 
Clusiaceae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

8 
 

Cempedak air 
Artocarp
us 

 

Moraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

9 Durian daun Durio zibethinus Bombacaceae - - - - 
 

10 
 

Gamat 
Elaeocarp
us serratus 

Elaeocarpacea e  

- 
 

- 
-  

- 

11 Jelutung rawa Dyera lowii Apocynaceae - - - - 
 

12 
 

Kabau 
Archidendro
n 

 

Fabaceae 
 

- 
 

- 
- Endemik 

(sumatera) 
 

13 
Kabau 
lengkuau 

 

Archidendron sp. 
 

Fabaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
 

14 
Kacang- 
kacang 

 

Strombosia javanica
 

Olataceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

15 Kasai hutan Pometia pinnata Sapindaceae - - - - 
 

16 
 

Kayu paku 
 

Diospyros sp.1 
 

Ebenaceae 
 

- 
 

- 
- Endemik 

(sumatera) 
 

17 
 

Kayu pagar 
Ixonanth
es 

Ixonanthacea e   -  

 

18 
 

Kayu ribu-ribu 
Anisophyllea 
disticha 

Anisophylleac 
eae 

  -  

 

19 
Kayu sugi 
landak 

    -  

20 Kayu sapu   - - - - 

21 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 

22 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

23 Kelat Syzigium sp1 Myrtaceae - - - - 

24 Kelat jambu Eugenia sp4 Myrtaceae - - - - 

25 Kelat jantung Eugenia sp5 Myrtaceae - - - - 

26 Kelat merah Syzygium sp6 Myrtaceae - - - - 

27 Kelat putih Syzygium litoralis Myrtaceae - - - - 
 

28 
 

Mahang 
 

Macaranga 
conifera 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 
 

29 
 

Mahang 
 

Macaranga triloba 
Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 
 

30 
Mahang 
merah 

 
Macaranga triloba 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 
 

31 
Mahang 
putih/kancil 

Macarang
a 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

32 Mali-mali Leea indica Vitaceae - - - - 

33 Medang Litsea sp. Lauraceae     

34 Medang putih       

35  Meranti               
Shorea sp1                     

Shorea sp1                     
Dipterocarpac                 

Dipterocarpac                 

-                            -                         

    
 

36 
 

Pasak bumi 
 

Eurycoma longifolia 
Simaroubacea e     

 

37 
 

Pelangas 
 

Aporosa octandra 
Phyllanthacea e     

38 Punak Tetramerista glabra Theaceae     

39 Tampunek Artocarpus rigidus Moraceae     
 

40 
Rambutan 
hutan 

 

Nephelium sp.2 
 

Sapindaceae 
    

 

41 
 

Rengas 
 

Gluta renghas 
Anacardiacea e     

42 Saga Adenanthera sp. Leguminosae     
 

43 
 

Sebekal 
 

Flacourtia nivea 
Flacourtiacea e     

 

44 
 

Selurah 
 

Mesua hexapetala 
Callophyllacea e     

 

45 
 

Semasam 
 

Aporosa sp. 
Phyllanthacea e     

 

46 
 

Sengkawang 
 

Shorea singkawang 
Dipterocarpac 
eae 

Vulnerable                  
-                         
-                            

   

47  Senduduk bulu  Clidemia hirta  Melastomatacea
e  

-  -  -  -  

48  Tampui  Baccaurea dulcis  Phyllanthaceae  -  -  -   

49  Tembalun  Parashorea lucida  Dipterocarpacea
e  

Critically 
Endangered  

-  -   

50  Temeras 
jantung  

Memecylon sp2  Melastomaceae  -  -  -   

Distrik II 
 

1 
Berangan 
babi 

 

Lithocarpus gracilis 
 

Fagaceae 
Least 

Concern 
ver 3.1 

 

- 
 

- 
 

- 

 

2 
Cempedak 
air 

Artocarpus 
kemando 

 

Moraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

 

3 
 

Gamat 
Elaeocarpus 
serratus 

Elaeocarpacea e  

- 
 

- 
-  

- 

 

4 
 

Geronggang 
Cratoxylon 
arborescens 

 
Hypericaceae 

 

- 
 

- 
-  

- 

5 Gerisil Ochanostachys sp. Olataceae - - - - 
 

6 
Jelutung 
rawa 

 

Dyera lowii 
 

Apocynaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

 
7 

 
Kayu kijang 

 
Irvingia malayana 

 
 

Irvingiaceae 

Lower 
Risk/lea

st 
concern 

 
- 

-  
- 

8 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 

9 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

10 Kelat jambu Eugenia sp4. Myrtaceae - - - - 

11 Kelat merah Syzygium sp6. Myrtaceae - - - - 

12 Kelat putih Syzygium litoralis Myrtaceae - - - - 
 

13 
 

Kempas 
Koompassia 
malaccensis 

 

Fabaceae 
 

Lower Risk 
 

- 
-  

- 

14 Kranji Dialium indum Leguminosae - - - - 
 

15 
 

Kulim 
Scorodocarpus 
borneensis 

 
Olataceae 

  -  

 

16 
 

Mahang 
 

Macaranga conifera 
Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

 

17 
Mahang 
kancil/ putih 

Macaranga 
pruinosa 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 
 

18 
 

Mampat 
Cratoxylon 
sumatranum 

 

Hypericaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

19 Medang batu Litsea sp.4 Lauraceae - - - - 
 

20 
Medang 
keladi 

Alseodaphne 
insignis 

 

Lauraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
 

21 
 

Medang labu 
 

Endospermum sp. 
Euphorbiacea 
e 

 

- 
 

- 
-  

- 

 

22 
Medang 
siluang 

 

Litsea sp.7 
 

Lauraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

23 Medang sirai Cinnamomum sp. Lauraceae - - - - 

24 Mempening Lithocarpus lucidus Fagaceae - - - - 

25 Mendarahan Knema sp. Myristicaceae - - - - 
 

26 
 

Meranti 
 

Shorea sp1 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

27 
Meranti 
bunga 

Shorea 
teysmaniana 

Dipterocarpac 
eae 

Endangered 
A1cd ver 2.3 

 

- 
-  

- 

 
28 

 
Merawan 

 
Hopea mengerawan 

Dipterocarpac 
eae 

Critically 
Endangered 

 
- 

-  
- 

29 Merubungan Callerya sp. Rutaceae - - - - 
 

30 
 

Petaling 
Ochanostachys 
amentacea 

 

Olataceae 
 

Data 
Deficient 

 

- 
-  

- 

31 Siluk Gironniera 
nervosa        

Cannabacease     

32 Terap Arocarpus 
odoratissmus 

Moraceace     

Distrik III 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

1 Arang-arang  

Diospyros sp1. 
 

Ebenaceae 
- - - - 

 

2 
 

Bernai 
 

Antidesma sp 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
-  

- 
 

3 
 

Berumbung 
Pertusadina 
multifolia 

 
Rubiaceae 

 

- 
 

- 
-  

- 

4 Gerunjing Ochanostachys sp. Olacaceae - - - - 

5 Kayu aro Ficus sumatrana Moraceae - - - - 

6 Kelat Syzygium sp. Myrtaceae - - - - 
 

7 
 

Kempas 
Koompassia 
malaccensis 

 

Fabaceae 
 

Lower Risk 
 

- 
-  

- 

8 Kranji Dialium indum Leguminosae - - - - 

9 Kewangi   - - - - 
 

10 
 

Kulim 
Scorodocarpus 
borneensis 

 
Olacaceae 

 

- 
 

- 
-  

- 

11 Leban Vitex sp. Verbenaceae   -  
 

12 
 

Mahang 
 

Macaranga conifera 
Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

13 Medang Litsea sp.1 Lauraceae - - - - 
 

14 
Medang 
darah 

 

Myristica sp. 
 

Lauraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
 

15 
Medang 
kunyit 

 
Litsea firma 

 
Lauraceae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

16 
Medang 
langit 

 

Litsea sp.5  
Lauraceae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

17 
 

Medang labu 
 

Endospermum sp. 
Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

18 Mendarahan Knema sp. Myristicaceae - - - - 
 

19 
 

Meranti 
 

Shorea sp1 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

20 
Meranti 
balau 

 

Shorea sp2 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

21 
Meranti 
kuning 

 
Shorea sp3. 

Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 

22 Pelajau   - - - - 
 

23 
 

Petaling 
Ochanostachys 
amentacea 

 

Olataceae 
 

Data 
Deficient 

 

- 
-  

- 

24 Punak Tetramerista glabra Theaceae - - - - 
 

25 
 

Rambe 
 

Baccaurea sp. 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
-  

- 
 

26 
Rambutan 
hutan 

 

Nephelium sp.2  
Sapindaceae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

27 
 

Rengas 
 

Gluta renghas 
Anacardiacea 
e 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

28 
 

Ridan 
Nephelium 
cuspidatum 

 
Sapindaceae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

29 
Sekubung/m 
erkubung 

Macaranga 
gigantea 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

30 Setepung Calicarpa petandra Lamiaceae - - - - 

31 Sialang Koompasia sp2. Fabaceae - - - - 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

32 Terap Arocarpus 
odoratissmus 

Moraceace 
    

Distrik IV (1) 

1 Arang-arang  

Diospyros sp1. 
 

Ebenaceae 
- - - - 

2 Aras   - - - - 

3 Balam Palaquium sp1. Sapotaceae - - - - 
 

4 
 

Balam terong 
Palaquium 
confertum 

 
Sapotaceae 

 

- 
 

- 
-  

- 

5 Bayur Pterospermum sp. Sterculiaceae - - - - 

6 Berangan Quercus sp1. Fagaceae - - - - 

7 Bedaro Dimocarpus longan Sapindaceae Least 
Concern 

- - - 
 

8 
 

Berumbung 
Pertusadina 
multifolia 

 
Rubiaceae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

9 
 

Bintangur 
Callophylum 
inophyllum 

 
Cluasiaceae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

10 
Cempedak 
air 

Artocarpus 
kemando 

 

Moraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

11 Durian daun Durio zibethinus Bombacaceae - - - - 

12 Gerunjing Ochanostachys sp. Olataceae - - - - 

13 Jambu air Eugenia sp2. Myrtaceae   -  

14 Jangkang Xylopia malayana Annonaceae - - - - 
 

15 
 

Jentik 
 

Baccaurea sp. 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
-  

 
16 

 
Jelutung 

 
Dyera costulata 

 
Apocynaceae 

Lower 
Risk/le

ast 

 
- 

-  
- 

 

17 
Kacang- 
kacang 

 

Strombosia javanica 
 

Olataceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

 

18 
 

Kayu batu 
Ctenolophon 
parvifolius 

Ctenolophona 
ceae 

 

- 
 

- 
-  

- 

19 Kayu cabe   - - - - 
 

20 
 

Kayu menyan 
 

Styrax sumatrana 
 

Stiraceae 
 

- 
 

- 
- Endemik 

(sumatera) 
 

21 
 

Kapuk 
Gossampinus 
malabarica 

 
Bombacaceae 

 

- 
 

-- 
-  

- 

22 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 

23 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

24 Kelat Syzygium sp1. Myrtaceae - - - - 

25 Kelat lapis Syzygium sp2. Myrtaceae - - - - 
 

26 
 

Kemap 
Strombosia 
ceilanica 

 
Olataceae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

27 
 

Kempas 
Koompassia 
malaccensis 

 

Fabaceae 
 

Lower Risk 
 

- 
-  

- 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

 
28 

 
Kepayang 

 
Scaphium 
macropodum 

 
 

Sterculiaceae 

Lower 
Risk/le

ast 

 
- 

-  
- 

 

 
29 

 

 
Keruing 

 
 

Dipterocarpus 
cornutus 

 
 

Dipterocarpac 
eae 

Critically 
Endangere
d A1cd+2cd 

ver 
2
.

 

 
- 

-  

 
- 

 

30 
 

Kulim 
Scorodocarpus 
borneensis 

 
Olataceae 

 

- 
 

- 
-  

31 Kranji Dialium indum              
Leguminosae                   

Kranji     

32  

Mahang 
 

Macaranga 
conifera     

 

Mahang 
    

33  

Mampat 
Cratoxylon 
sumatranum 

 

Hypericaceae 
    

34 Medang Litsea sp.1 Lauraceae     

35 Medang darah  
Myristica sp. 

 

Lauraceae 
    

36 Medang 
kunyit 

 

Litsea firma 
 

Lauraceae 
    

37  

Medang labu 
 

Endospermum 
sp. 

Euphorbiacea e     

38 Mempening Lithocarpus 
lucidus 

Fagaceae     

39  

Meranti 
 

Shorea sp1 
Dipterocarpac 
eae 

    

40 Meranti bunga Shorea 
teysmaniana 

Dipterocarpac 
eae 

Endangered                                             
- 

   

41 Meranti 
payo/rawa  

Shorea 
parvifolia  

Dipterocarpaceae Least 
Conc

-  -  -  

42 Merpayang  Scaphium 
macropodum  

Malvaceae  -  -  -  -  

43 Pelaju       

44 Petaling  Ochanostachy
s amentacea  

Olataceae  Data 
Deficient  

 

-  -  -  

45 Punak  Tetramerista 
glabra  

Theaceae      

46 Pudu  Artocarpus sp.  Moraceae      

47 Rambutan 
hutan  

Nephelium 
sp.2  

Sapindaceae      

48 Rambe  Baccaurea sp.  Phyllanthaceae      

49 Ramin  Gonystylus sp.  Thymelaceae      

50 Rukam                
Flacourtia 

Rukam                 
Flacourtia 

Rukam                 
Flacourtia rukam          

    

51 Rukam  Flacourtia 
rukam  

Flacourtiaceae  -  -  -  Rukam  

52 Samak  Galleria sp.  -      
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

53 Sarkit       

54 Selurah  Mesua 
hexapetala  

Callophyllaceae      

55 Setepung  Calicarpa 
petandra  

Lamiaceae      

56 Siluk  Gironniera 
nervosa  

Cannabaceae      

57 Simpur  Dilenia sp1.  Dilleniaceae      

58 Sungkai  Peronema 
canescens  

Verbenaceae      

59 Tampui  Baccaurea 
dulcis  

Phyllanthaceae      

60 Tapa       

62 Tempunek  Artocarpus 
rigidus  

Moraceae      

62 Terap  Artocarpus 
odoratissimus  

Moraceae      

Distrik IV (2) 

1 Asam kandis Garcinia 
atroviridis 

Clusiaceae - - - - 

2 Arang-arang Diospyros sp1. Ebenaceae - - - - 

3 Balam Palaquium 
sp1. 

Sapotaceae - - - - 

 

4 
 

Balam terong 
Palaquium 
confertum 

 
Sapotaceae 

- - - - 

5 Bedaro Dimocarpus 
longan 

Sapindaceae - - - - 

6 Berangan Quercus sp.2 Fagaceae - - - - 

 

7 
 

Bernai 
 

Antidesma sp 
Phyllanthacea e - - - - 

8 Cempedak Artocarpus 
sp1.2 

Moraceae - - - - 

 

9 
 

Cempedak air 
Artocarpus 
kemando 

 

Moraceae 
- - - - 

10 Duren daun Durio 
zibethinus 

Bombacaceae - - - - 

11 Gerunjing Ochanostachys 
sp. 

Olacaceae - - - - 

 

12 
 

Jentik 
 

Baccaurea sp. 
Phyllanthacea e - - - - 

13 Kacang-kacang Strombosia 
javanica 

Olataceae - - - - 

 

14 
 

Kapur 
 

Dryobalanops 
sp. 

Dipterocarpac 
eae 

- - - - 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
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Endemik 

 

15 
 

Kapuk 
Gossampinus 
malabarica 

 
Bombacaceae 

- - - - 

16 Kayu aro Ficus 
sumatrana 

Moraceae - - - - 

 

17 
 

Kayu batu 
Ctenolophon 
parvifolius 

Ctenolophona 
ceae 

- - - - 

18 Kayu cabe   - - - - 

 

19 
 

Kayu menyan 
 

Styrax benzoin 
 

Stiraceae 
- - - Endemik 

Sumatera 

20 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

21 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 

22 Kelat Syzygium sp1. Myrtaceae - - - - 

23 Kelat lapis Syzygium sp2. Myrtaceae - - - - 

 
24 

Kempas/ 
Tenggeris 

Koompasia 
malaccensis 

 
Fabaceae 

 
L
o

- - - 

 
25 

 
Kepayang 

 
Scaphium 
macropodum 

 
 

Sterculiaceae 

L
o
w
e

- - - 

 

 
26 

 

 
Keruing 

 
Dipterocarpus 
cornutus 

 
 

Dipterocarpac 
eae 

Critically 
Endangere
d A1cd+2cd 

ver 
2

- - - 

27 Kranji  

Dialium indum 
 

Leguminosae 
- - - - 

28 Leban Vitex pinnata Verbenaceae - - - - 

29 Langas    - - - 

 

30 
 

Mahang  
Macaranga 
conifera 

Euphorbiacea e  

- 
- - - 

31 Mampat Cratoxylon 
sumatranum 

Euphorbiaceae - - - - 

31 Medang Litsea sp1. Lauraceae - - - - 

32 Medang  
darah 

Myristica sp. Lauraceae - - - - 

33  

Meranti 
 

Shorea sp1. 
Dipterocarpac 
eae 

 
L
o
w

- - - 

34  

Meranti bunga 
Shorea 
teysmaniana 

Dipterocarpac 
eae 

    

35        

36        

37  

Petaling 
Ochanostachys 
amentaceae 
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38 Pudu Artocarpus sp.      

39 Punak Tetramerista 
glabra 

     

40 Rambutan 
hutan 

 

Nephelium 
sp.2 

     

41  

Rengas 
 

Gluta renghas 
Anacardiacea e     

42  

Rengas manuk 
Melanorrhoea 
wallichii 

Anacardiacea e     

43  

Ridan 
Nephelium 
cuspidatum 

 
Sapindaceae 

    

44  

Rukam 
 

Flacourtia 
rukam 

Flacourtiacea e     

45 Saga Adenanthera 
sp. 

Leguminosae     

46 Samak Galleria sp.      

47 Sarkit       

48  

Sebekal 
 

Flacourtia 
nivea 

Flacourtiacea e     

49  

Sekubung 
Macaranga 
gigantea 

Euphorbiacea e     

50 Setepung Calicarpa 
petandra 

Lamiaceae     

51 Siluk Gironniera 
nervosa 

Cannabaceae     

52 Simpur Dilenia sp1. Dilleniaceae     

53 Simpur miang Dillenia sp2. Dilleniaceae     

54 Singkil Premna sp. Lamiaceae     

55  

Sungkai 
Peronema 
canescens 

 
Verbenaceae 

    

56 Tagar       

57  

Tampui 
 

Baccaurea 
dulcis 

Phyllanthace 
e 

    

58  

Tembesu 
 

Fagraea 
fragrans 

 

Loganiaceae 
    

59 Tembesu lalat Ochanostachys 
amentaceae 

     

Distrik IV (3) 

1 Asam kandis Garcinia 
atroviridis 

Clusiaceae - - - - 
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2 Aras   - - - - 

3 Arang-arang Diospyros sp1. Ebenaceae - - - - 

4 Balam Palaquium 
sp1. 

Sapotaceae - - - - 

5 Bayur Pterospermum 
sp. 

Sterculiaceae - - - - 

6 Bedaro Dimocarpus 
longan 

Sapindaceae L
e

- - - 

7 Berangan Quercus sp1. Fagaceae - - - - 

 

8 
 

Bernai 
 

Antidesma sp 
Phyllanthacea e - - - - 

 

9 
 

Berumbung 
Pertusadina 
multifolia 

 
Rubiaceae 

- - - - 

10 Cempedak Artocarpus 
sp1.2 

Moraceae - - - - 

 

11 
 

Cempedak air 
Artocarpus 
kemando 

 

Moraceae 
-  

- 
- - 

12 Gerunjing Ochanostachys 
sp 

Olacaceae - - - - 

13 Jambu air Eugenia sp2. Myrtaceae - - - - 

14 Jambu hutan Eugenia sp3. Myrtaceae - - - - 

15 Jangkang Xylopia 
malayana 

Annonaceae - - - - 

 

16 
 

Kabau 
Archidendron 
macrocarpum 

 
Fabaceae 

- - - Endemik 
Sumatera 

17 Kacang-kacang Strombosia 
javanica 

Olataceae - - - - 

 

18 
 

Kapur 
Dryobalanops 
lanceolata 

Dipterocarpac 
eae 

 

E
n

- - - 

19 Kasai Pometia 
pinnata 

Sapindaceae - - - - 

 

20 
 

Kayu batu 
Ctenolophon 
parvifolius 

Ctenolophona 
ceae 

 

- 
- - - 

21 Kayu cabe   - - - - 

 

22 
 

Kayu menyan 
 

Styrax 
sumatrana 

 

Stiraceae 
 

- 
- - Endemik 

(sumatera) 

23 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

24 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 

25 Kelat Syzygium sp1. Myrtaceae - - - - 

 

26 
 

Kemap 
Strombosia 
ceilanica 

 
Olataceae 

 

- 
- - - 

 
27 

Kempas/ 
Tenggeris 

Koompasia 
malaccensis 

 
Fabaceae 

 
L
o
w

- - - 
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28 Keniti Hellicia serrata Proteaceae - - - - 

 
29 

 
Kepayang 

 
Scaphium 
macropodum 

 
 

Sterculiaceae 

L
o
w
e

- - - 

 

 
30 

 

 
Keruing 

 
Dipterocarpus 
cornutus 

 
 

Dipterocarpac 
eae 

Critical
ly 

Endangere
d 

A1cd+2cd 

- - - 

31  Kranji  Dialium indum  Leguminosae  -  -    
 

32 
Kulim Scorodocarpus 

borneensis 
Olataceae     

33 Langsat Lansium sp. Meliaceae     
 

34 

 

Mampat 
Cratoxylon 
sumatranum 

Euphorbiacea e     

35 Medang Litsea sp1. Lauraceae     

36 Medang  
darah 

Myristica sp. Lauraceae     

 

37 

 

Meranti 

 

Shorea sp1. 
Dipterocarpac 
eae 

    

 

38 

 

Merpayang 
Scaphium 
macropodum 

 

Malvaceae 
    

39 Petaling  Ochanostachy
s amentaceae  

Olataceae  D
a

-  -  -  

40 Pinang Tupai       

41  Pudu  Artocarpus sp.  Moraceae  -  -  -  41  

42  Putat  Barringtonia 
sp.  

Clusiaceae  -  -  -  -  

43  Rambutan 
hutan  

Nephelium 
sp.2  

Sapindaceae  -  -  -  -  

44  Ramin  Gonystylus sp.  Thymelaceae  -  -  -  -  

45  Rengas  Gluta renghas  Anacardiaceae  -  -  -  -  

46  Rengas manuk Melanorrhoea 
wallichii  

Anacardiaceae  -  -  -  -  

47  Ridan  Nephelium 
cuspidatum  

Sapindaceae  -  -  -  -  

48  Saga  Adenanthera 
sp.  

Leguminosae  -  -  -  -  

49  Salam  Syzigium 
polyanthum  

Myrtaceae  -  -  -  -  

50  Samak  Galleria sp.  -  -  -  -   

51 Sarkit       

52  Sebekal  Flacourtia 
nivea  

Flacourtiaceae  -  -  -  -  

53  Sekubung  Macaranga 
gigantea  

Euphorbiaceae  -  -  -  -  
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

54  Selurah  Mesua 
hexapetala  

Callophyllaceae  -  -  -   

55 Seminyak       

56  Setepung  Calicarpa 
petandra  

Lamiaceae  -  -  -   

57  Siluk  Gironniera 
nervosa  

Cannabaceae  -  -  -   

58  Simpur  Dilenia sp1.  Dilleniaceae  -  -  -   

59  Singkil  Premna sp.  Lamiaceae  -  -  -   

60  Sungkai  Peronema 
canescens  

Verbenaceae  -  -  -   

61  Tampang  Artocarpus 
nitidus  

Moraceae  -  -  -  -  

62  Tampui  Baccaurea 
dulcis  

Phyllanthaceae  -  -  -  -  

63  Temeras  Memecylon 
sp1.  

Melastomataceae -  -  -  -  

64  Terap  Artocarpus 
odoratissimus  

Moraceae  -  -  -  -  

Distri I (4) 

1 Asam kandis Garcinia 
atroviridis 

Clusiaceae - - - - 

2 Aras   - - - - 

3 Balam Palaquium sp1. Sapotaceae - - - - 

4 Bayur Pterospermum 
sp. 

Sterculiaceae - - - - 

5 Bedaro Dimocarpus 
longan 

Sapindaceae L
e

- - - 

 

6 

 

Bernai 

 

Antidesma sp 
Phyllanthacea e - - - - 

 

7 

 

Bintangur 
Callophylum 
inophyllum 

 - - - - 

8 Cempedak Artocarpus 
sp1.2 

Moraceae - - - - 

9 Cepiring   - - - - 

10 Gerunjing Ochanostachys 
sp. 

Olacaceae - - - - 

11 Jambu air Eugenia sp2. Myrtaceae - - - - 

12 Jambu-jambu  

Eugenia sp1. 

 

Myrtaceae 
- - - - 

 

13 

 

Jelutung 

 

Dyera costulata 

 

Apocynaceae 

Lower 
Risk/least 
concern 

 

- 

 

- 

 

- 
 

14 

 

Jengkol 
Archidendron 
pauciflorum 

 

Fabaceae 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

15 

 

Jentik 

 

Baccaurea sp. 
Phyllanthacea e - - - - 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

 

16 

 

Kabau 

Archidendron 

macrocarpum 

 

Fabaceae 

- - - Endemik 

Sumatera 

17 Kacang-kacang Strombosia 
javanica 

Olataceae - - - - 

 

18 

 

Kapur 

 

Dryobalanops 
sp. 

Dipterocarpac 
eae 

- - - - 

19 Kasai Pometia 
pinnata 

Sapindaceae - - - - 

20 Kardiali   - - - - 

 

21 

 

Kayu pasang 
Lithocarpus sp.  

Fagaceae 
- - - - 

 

22 

 

keduduk 

Melastopma 

malabathricum 

Melastomatac 

eae 

- - - - 

23 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

24 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 

25 Kelat Syzygium sp1. Myrtaceae - - - - 

 

26 

Kempas/ 
Tenggeris 

Koompasia 
malaccensis 

 

Fabaceae 

 

L

 

- 

 

- 

 

- 
27 Keniti Helicia serrata Proteaceae - - - - 

 

28 

 

Kepayang 

 

Scaphium 
macropodum 

 

 

Lower 
Risk/least 
concern 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

29 

 

 

Keruing 

 

Dipterocarpus 
cornutus 

 

 

Dipterocarpac 

Critically 
Endangere
d A1cd+2cd 

ver 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

30 Kopi  

Coffea sp 

 

Rubiaceae 
- - - - 

31  Kranji  Dialium indum  Leguminosae  -  -  -  -  
32  Kulim  Scorodocarpus 

borneensis  
Olataceae  -  -  -   

33  Langsat  Lansium sp  Meliaceae  -  -  -   

34  Mahang  Macaranga 
conifera  

Euphorbiaceae  -  -  -   

35  Mahang gajah  Macaranga 
gigantea  

Euphorbiaceae  -  -  -  -  

36  Mampat  Cratoxylon 
sumatranum  

Euphorbiaceae  -  -  -  -  

37  Medang  Litsea sp1.  Lauraceae  -  -  -  -  
38  Meranti  Shorea sp1.  Dipterocarpaceae -  -  -  -  
39  Merpayang  Scaphium 

macropodum  
Malvaceae  -  -  -  -  

40  Nanerang  -  -  -  4
0  

N
a

-  
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

41  Pelajau  -  -  -  -    

42  Petaling  Ochanostachys 
amentaceae  

Olataceae  Data 
Defici

ent 

-    

43  Pinang tupai  -  -  -  -    

44  Pudu  Artocarpus sp.  Moraceae  -  -    

45  Pulut  -  -  -  -    

46  Rambutan 
hutan  

Nephelium sp.2  Sapindaceae  -  -    

52  Setepung  Calicarpa 
petandra  

Lamiaceae  -  -    

47  Ridan  Nephelium 
cuspidatum  

Sapindaceae  -  -    

48  Salam  Syzigium 
polyanthum  

Myrtaceae  -  -    

49  Sarkit  -  -  -  -    

50  Sebekal  Flacourtia nivea  Flacourtiaceae  -  -    

51  Selurah  Mesua 
hexapetala  

Callophyllaceae  -  -  -  -  

52  Setepung  Calicarpa 
petandra  

Lamiaceae  -  -  -  -  

53  Siluk  Gironniera 
nervosa  

Cannabaceae  -  -  -  53  

54  Simpur  Dilenia sp1.  Dilleniaceae  -  -  -  -  
55  Sungkai  Peronema 

canescens  
Verbenaceae  -  -  -  -  

56  Tembesu  Fagraea 
fragrans  

Loganiaceae  -  -  -  56  

Distrik V 
 

1 
Aro 
bumbung 

 

Ficus hispida 
 

Moracea 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

2 Balam kapur Palaquium sp2 Sapotaceae - - - - 
 

3 
Cempedak 
air 

Artocarpus 
kemando 

 

Moraceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

4 Gerisil Ochanostachys sp. Olataceae - - - - 
 

5 
 

Kabau 
Archidendron 
microcarpum 

 

Fabaceae 
 

- 
 

- 
 

- 
Endemik 

(Sumatera) 

6 Kayu ipuh Antiaris toxicaria Moraceae - - - - 

7 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 

8 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

9 Kelat jambu Eugenia sp4. Myrtaceae - - - - 

10 Kelat merah Syzygium sp6. Myrtaceae - - - - 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
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Tahun 2018 

Endemik 

11 Kelat putih Syzygium litoralis Myrtaceae - - - - 
 

12 
 

Keruing 
 

Dipterocarpus sp. 
Dipterocarpac 
eae 

- - - - 

 

13 
Mahang 
gading 

 

Macaranga sp. 
Euphorbiacea e - - - - 

 

14 
Mahang 
kancil/ putih 

Macaranga 
pruinosa 

Euphorbiacea e - - - - 

 

15 
Medang 
payo 

 

Litsea sp.3 
 

Lauraceae 
- - - - 

16 Medang reso Litsea sp.6 Lauraceae - - - - 

17 Medang sirai Cinnamomum sp. Lauraceae - - - - 

18 Mendarahan Knema sp. Myristicaceae - - - - 
 

19 
Meranti 
kuning 

 

Shorea sp3. 
Dipterocarpac 
eae 

- - - - 

20 Merubungan Callerya sp. Rutaceae - - - - 
 

21 
 

Ridan 
Nephelium 
cuspidatum 

 
Sapindaceae 

- - - - 

 

22 
 

Sekedi 
  - - - - 

 

23 
Temeras 
jantung 

 

Memecylon sp2. 
Melastomatac 
eae 

- - - - 

 

24 
 

Terap 
Artocarpus 
odoratissimus 

 
Moraceae 

- - - - 

Distrik VI 
 

1 
 

Antui putih 
Goniothalamus 
macrophilus 

 

Annonaceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

2 Balam kapur Palaquium sp2 Sapotaceae - - - - 
 

3 
 

Balam terong 
Palaquium 
confertum 

 
Sapotaceae 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 
 

Balam tulo 
 

Helicia sp 
 

Proteaceae 
Vulnerable 

D2 ver 

 

- 
 

- 
 

- 
 

5 
 

Geronggang 
Cratoxylon 
arborescens 

 
Hypericaceae 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

6 Kayu paku Diospyros sp. Ebenaceae - - - - 

7 Kelat jambu Eugenia sp4. Myrtaceae - - - - 

8 Kelat merah Syzygium sp6. Myrtaceae - - - - 

9 Kelat putih Syzygium litoralis Myrtaceae - - - - 
 

10 
 

Mampat 
Cratoxylon 
sumatranum 

 

Hypericaceae 
- - - - 

11 Mendarahan Knema sp. Myristicaceae - - - - 
 

12 
 

Meranti 
 

Shorea sp1 
Dipterocarpac 
eae 

- - - - 

13 Merubungan Callerya sp. Rutaceae - - - - 
 

14 
 

Singkawang 
 

Shorea singkawang 
Dipterocarpac 
eae 

 

Vulnerable 
 

- 
 

- 
 

- 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
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Endemik 

Distrik VII (1) 

1 Balam kapur Palaquium sp2 Sapotaceae - - - - 

2 Balam putih Palaquium sp5 Sapotaceae - - - - 

3  

Bengkinang 
 

Elaeocarpus sp.2 
Elaeocarpacea e  

- 
 

- 
-  

- 

4  

Geronggang 
Cratoxylon 
arborescens 

 
Hypericaceae 

 

- 
 

- 
-  

- 

5 Jangkang Xylopia malayana Annonaceae - - - - 

6 Kayu aro Ficus sumatrana Moraceae - - - - 

7 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 

8 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

9 Kelat jambu Eugenia sp4. Myrtaceae - - - - 

10 Kelat jantung Eugenia sp5 Myrtaceae - - - - 

11 Kelat merah Syzygium sp6. 
 

Dialium indum 

Myrtaceae - - - - 

12 Kranji Leguminosae - - - - 
 

13 
 

Mahang 
 

Macaranga conifera 
Euphorbiacea 
e 

 

- 
 

- 
-  

- 

 

14 
Mahang 
kancil/ putih 

Macaranga 
pruinosa 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

15 Malapato Nephelium sp.3 Sapindaceae - - - - 
 

16 
 

Mampat 
Cratoxylon 
sumatranum 

 

Hypericaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

17 Medang sirai Cinnamomum sp. Lauraceae - - - - 

18 Mendarahan Knema sp. Myristicaceae - - - - 
 

19 
 

Meranti 
 

Shorea sp1 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 

20 Merubungan Callerya sp. Rutaceae - - - - 
 

21 
 

Petaling 
Ochanostachys 
amentacea 

 

Olataceae 
 

Data 
Deficient 

 

- 
-  

- 

22 Perupuk Lophopetalum sp. Celastraceae     
23 Punak Tetramerista glabra Theaceae - - - - 

24 Rambutan Nephelium sp.1 Sapindaceae - - - - 
 

25 
Rengas 
manuk 

Melanorrhoea 
wallichii 

Anacardiacea e - - - - 

26 Siluk Gironniera nervosa Cannabaceae - - - - 
 

27 
 

Singkawang 
 

Shorea singkawang 
Dipterocarpac 
eae 

Vulnerable 
A2cd ver 3.1 

   

 

27 
 

Tampui 
 

Baccaurea dulcis 
Phyllanthacea e - - - - 

 

28 
 

Terap 
Artocarpus 
odoratissimus 

 
Moraceae 

- - - - 

Distrik VII (2) 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
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Tahun 2018 

Endemik 

1  

Antui putih 
Goniothalamu
s 
macrophyllus 

 

Annonaceae 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

2 Balam kapur Palaquium sp2. Sapotaceae - - - - 

3  

Berangan babi 
 

Lithocarpus gracilis 
 

Fagaceae 
Least 

Concer 
ver 
3.1 

 

- 
-  

- 

4  

Cempedak air 
Artocarp
us 

 

Moraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

5 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

6 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 

7 Kelat jantung Eugenia sp5. Myrtaceae - - - - 

8 Kelat merah Syzygium sp6. Myrtaceae - - - - 

9 Kelat putih Syzygium litoralis Myrtaceae  - - - 

10 Mahang 
putih/kancil 

Macarang
a 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

11 Medang Litsea sp1. Lauraceae - - - - 

12 Medang sirai Cinnamomum sp. Lauraceae - - - - 

13 Mendarahan Knema sp. Myristicaceae - - - - 

14  

Meranti 
 

Shorea sp1. 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 

15  

Muaro 
kepayang 

 

Scaphium 
macropodu
m 

 
Sterculiaceae 

Lower 
Risk/lea

st 
concern 

 
- 

-  
- 

16  

Pelangas 
 

Aporosa octandra 
Phyllanthacea e   

- 
-  

- 

17 Rambutan 
hutan 

 

Nephelium sp.2 
 

Sapindaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

18  

Sengkawang 
 

Shorea singkawang 
Dipterocarpac 
eae 

Vulnerable 
A2cd ver 3.1 

 -  

19 Siluk Gironniera nervosa Cannabaceae - - - - 

20 Sirau bubu   - - - - 

Distrik VII (3) 

1 Antemar   - - - - 

2  

Antui putih 
Goniothalam
us 

 

Annonaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

3 Balam kapur Palaquium sp2. Sapotaceae - - - - 

4  

Cempedak air 
Artocarp
us 

 

Moraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

5 Kayu paku Diospyros sp.2 Ebenaceae - - - - 

6 Kayu sapu   - - - - 

7 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

8 Kelat putih Syzygium litoralis Myrtaceae - - - - 
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Endemik 

9  
Kepayang 

 

Scaphium 
macropodu
m 

 
Sterculiaceae 

Lower 
Risk/least                    - 
concern 

-  
- 

10 Mahang 
kancil/putih 

Macarang
a 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

11 Medang pauh Maclurodendron sp. Rutaceae - - - - 

12 Medang sirai Cinnamomum sp. Lauraceae - - - - 

13 Mendarahan Knema sp. Myristicaceae - - - - 

14 Merubungan Calerya sp. Rutaceae - - - - 

15  

Pelangas 
 

Aporosa octandra 
Phyllanthacea 
e 

 

- 
 

- 
-  

- 

16 Rambutan 
hutan 

 

Nephelium sp.2 
 

Sapindaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

17 Saga Adenanthera sp. Leguminosae - - - - 

18  

Sebekal 
 

Flacourtia nivea 
Flacourtiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

19 Siyua/suwe Nephelium sp. Sapindaceae - - - - 

20  

Tampui 
 

Baccaurea dulcis 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
-  

- 

Distrik VII (4) 

1 Balam kapur  

Palaquium sp2. 
 

Sapotaceae 
- - - - 

 

2 
 

Cempedak air 
Artocarpus 
kemando 

 

Moraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
3 Durian daun Durio zibethinus Bombacaceae - - - - 

 

4 
 

Gamat 
Elaeocarpus 
serratus 

Elaeocarpacea 
e 

 

- 
 

- 
-  

- 

 

5 
 

Kayu paku 
 

Diospyros sp.1 
 

Ebenaceae 
 

- 
 

- 
- Endemik 

(s
u
m 

6 
 

Kayu pagar 
Ixonanthes 
icosandra 

Ixonanthacea 
e 

 

- 
 

- 
-  

- 

7 Kayu sapu   - - - - 

8 Kelat jantung Eugenia sp5 Myrtaceae - - - - 

9 Kelat merah Syzygium sp6 Myrtaceae - - - - 

10 Kelat putih Syzygium litoralis Myrtaceae - - - - 

11 Mahang 
putih/kancil 

Macaranga 
pruinosa 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 
12 Medang sirai Cinnamomum sp. Lauraceae - - - - 

13 Mendarahan Knema sp. Myristicaceae - - - - 
 

14 
 

Meranti 
 

Shorea sp1 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 
15 Merubungan Callerya sp. Rutaceae - - - - 

 

16 
 

Pasak bumi 
 

Eurycoma longifolia 
Simaroubacea 
e 

 

- 
 

- 
-  

- 

 

17 
 

Petaling 
Ochanostachys 
amentacea 

 
Olataceae 

 

D
a
t

 

- 
-  

- 
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CITES 

PERMEN 
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Endemik 

 

18 
Rambutan 
hutan 

 

Nephelium sp.2 
 

Sapindaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

 

19 
 

Rengas 
 

Gluta renghas 
Anacardiacea e  

- 
 

- 
-  

- 

 

20 
 

Semasam 
 

Aporosa sp. 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
-  

- 

1 Arang-arang  

Diospyros sp1. 
 

Ebenaceae 
- - - - 

2 Balam Palaquium sp1. Sapotaceae - - - - 
 

3 
 

Balam terong 
Palaquium 
confertum 

 
Sapotaceae 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 
Belimbing 
hutan 

 

Averrhoa bilimbi  
Oxalidaceae 

 
- 

 

- 
-  

- 
 

5 
Bungur 
hutan 

Lagerstroimea 
speciosa 

 
Lythraceae 

 

- 
 

- 
-  

- 

6 Jangkang Xylopia malayana Annonaceae - - - - 
 

7 
Kacang- 
kacang 

 

Strombosia javanica 
 

Olataceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

8 Kayu aro Ficus sumatrana Moraceae - - - - 
 

9 
 

Kayu batu 
Ctenolophon 
parvifolius 

Ctenolophona 
ceae 

 

- 
 

- 
-  

- 

10 Kayu bulan   - - - - 

11 Kayu cabe   - - - - 
 

12 
 

Kapur 
Dryobalanops 
lanceolata 

Dipterocarpac 
eae 

   
Endangered 

 

- 
-  

- 

13 Kelat Syzygium sp. Myrtaceae - - -  

14 Kelat lapis Syzygium sp2. Myrtaceae - - - - 
 

15 
 

Kempas 
Koompassia 
malaccensis 

 

Fabaceae 
 

Lower Risk 
 

- 
-  

- 
 

16 
 

Kepayang 
Scaphium 
macropodum 

 
Sterculiaceae 

 

Least 
 -  

- 
 

 
17 

 

 
Keruing 

 
Dipterocarpus 
cornutus 

 
 

Dipterocarpac 
eae 

Critically 
Endangere
d A1cd+2cd 

ver 

 

 
- 

-  

 
- 

18 Kranji Dialium indum Leguminosae - - - - 
 

19 
 

Kulim 
Scorodocarpus 
borneensis 

 
Olacaceae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

20 
 

Mampat 
Cratoxylon 
sumatranum 

 

Hypericaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
 

21 
Medang 
darah 

 

Myristica sp. 
 

Lauraceae 
 

- 
 

- 
-  

- 
 

22 
 

Medang labu 
 

Endospermum sp. 
Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 
 

23 
 

Meranti 
 

Shorea sp1 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

24 
 

Petaling 
Ochanostachys 
amentacea 

 

Olataceae 
 

Data 
Deficient 

 

- 
-  

- 

25 Punak Tetramerista glabra Theaceae - - - - 
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26 Ramin Gonystylus sp. Thymelaceae - Appendix II - - 

27 Samak Galleria sp.  - - - - 
 

28 
 

Selurah 
 

Mesua hexapetala 
Callophyllacea e  

- 
 

- 
-  

- 

29 Simpur Gironniera nervosa Cannabaceae - - - - 

 

30 
 

Tampui 
 

Baccaurea dulcis 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
-  

- 

 

31 
 

Tempunek 
 

Artocarpus rigidus        
Moraceae  

- 
 

- 
-  

- 

Distrik VII (2) 

1 Arang-arang  

Diospyros sp1. 
 

Ebenaceae 
- - - - 

2 Balam Palaquium sp1. Sapotaceae   -  

3 Bayur Pterospermum sp. Sterculiaceae - - - - 

4  

Balam terong 
Palaquiu
m 

 

Sapotaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

5  
Bulian 

 
Eusideroxylo
n zwageri 

 
 

Lauraceae 

Vulnerabl
e 

A1cd+2cd 

 
- 

-  
- 

6 Jambu air Eugenia sp2. Myrtaceae - - - - 

7 Jangkang Xylopia malayana Annonaceae - - - - 

8 Kacang-kacang Strombosia javanica Olataceae - - - - 

9 Kalbuk Ficus sp. Moraceae - - - - 

10 Kasai Pometia pinnata Sapindaceae   -  

11 Kayu bulan   - - - - 

12 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

13 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 

14 Kelat Syzygium sp1. Myrtaceae - - - - 

15 Kempas/ 
Tenggeris 

Koompasia 
malaccensi
s 

 
Fabaceae 

 
Least Concern 

 
- 

-  
- 

16 Keniti Helicia serrata Proteaceae - - - - 

17  

Kepayang 
Scaphium 
macropodu

 
Sterculiaceae 

 

Least concern 

 

- 
-  

- 

18 Keranji Dialium indum Leguminosae - - - - 

19  

 
Keruing 

 
Dipterocarp
us cornutus 

 
 

Dipterocarpac 
eae 

Critically 
Endangered 

A1cd+2cd 
ver 
2.
3 

- - - 

20  

Kulim 
Scorodocarp
us borneensis 

 
Olacaceae 

- - - - 

21 Leban Vitex pinnata Verbenaceae - - - - 

22  

Mahang 
 

Macaranga 
conifera 

Euphorbiacea e - - - - 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

23 Medang Litsea sp1. Lauraceae - - - - 

24 Medang darah Medang darah Myristica sp. - - - - 

25 Mempening Lithocarpus lucidus Fagaceae - - - - 

26  

Meranti 
 

Shorea sp1. 
Dipterocarpac 
eae 

- - - - 

27  

 
Merawan 

 
Hopea 
mengarawa
n 

 
Dipterocarpac 
eae 

Critically 
Endangere

d A1cd, 
B1+2c ver 

- - - 

28  

Merpayang 
Scaphium 
macropodu
m 

 

Malvacaeae 
Lleast 

concern 
- - - 

29 Pauh   - - - - 

30  

Petaling 
Ochanostach
ys 

 

Olataceae 
Data 

deficient 
- - - 

31 Pudu  Artocarpus 
sp2.  

Moraceae  -     

32 Rengas  Gluta 
renghas  

Anacardiaceae  -     

33 Rengas manuk  Melanorrhoe
a wallichii  

Anacardiaceae  -     

34 Ridan  Nephelium 
cuspidatum  

Sapindaceae  -     

35 Saga  Adenanthera 
sp.  

Leguminosae  -     

36 sarkit       

37 Selurah  Mesua 
hexapetala  

Callophyllaceae  -     

38 Simpur  Dilenia sp1.  Dilleniaceae  -     

39 Singkil  Premna sp.  Lamiaceae  -     

40 Sungkai  Peronema 
canescens  

Verbenaceae  -     

41 Tampui  Baccaurea 
dulcis  

Phyllanthaceae  Tampui     

42 Temeras  Memecylon 
sp1.  

Melastomaceae  -     

43 Terap  Artocarpus 
odoratissimus  

Moraceae  -  -  -  -  

Distrik VIII (3) 

1 Aras   - - - - 

2 Arang-arang Diospyros 
sp1. 

Ebenaceae - - - - 

3 Asam kandis Garcinia 
atroviridis 

Clusiaceae - - - - 

 

4 
 

Badaro 
Dimocarpus 
loongan 

 

Sapindaceae 
Nea

r 
- - - 

5 Balam Palaquium 
sp1. 

Sapotaceae - - - - 

6 Bebahai   - - - - 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

 

7 
 

Belanti 
Syzygium 
zeylanicum 

 

Myrtaceae 
- - - - 

 

8 
 

Bernai 
 

Antidesma 
sp. 

Phyllanthacea e - - - - 

 
9 

 
Bulian 

 
Eusideroxylon 
zwageri 

 
 

Lauraceae 

Vulnerabl
e 

A1cd+2cd 

- - - 

 

10 
 

Cengal 
Artocarpus 
kemando 

 

Moraceae 
- - - - 

11 Gerunjing Ochanostachy
s sp. 

Olacaceae - - - - 

12 Jambu air Eugenia sp2. Myrtaceae - - - - 

13 Jangkang Xylopia 
malayana 

Annonaceae - - - - 

14 Kalbuk Ficus sp. Moraceae - - - - 

15  

Kapur 
Dryobalanops 
lanceolata 

Dipterocarpac 
eae 

    

- 
 

- 
 

- 
16  

Kayu batu 
Ctenolophon 
parvifolius 

Ctenolophona 
ceae 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
17  

Kayu pagar 
Ixonanthes 
icosandra 

Ixonanthacea e - - - - 

18 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

19 Kelat Syzygium sp1. Myrtaceae - - - - 

20 Kelat lapis Syzygium sp2. Myrtaceae - - - - 

21 Kelat putih Syzygium 
litoralis 

Myrtaceae - - - - 

22  

Kempas 
Koompassia 
malaccensis 

 

Fabaceae 
Lower 

risk                  
   

23  
Kepayang 

Scaphium 
macropodum 

 
Sterculiaceae 

least 
concer
n   

   

24  

Keruing 
 

Dipterocarpus 
sp. 

Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

25 Kopi Coffea sp. Rubiaceae - - - - 

26 Kranji Dialium 
indum 

Leguminosae - - - - 

27  

Kulim 
Scorodocarpu
s borneensis 

 
Olacaceae 

- - - - 

28 Leban Vitex pinnata Verbenaceae - - - - 

29  

Mahang 
 

Macaranga 
conifera 

Euphorbiacea e - - - - 

30 Mali-mali Leea indica Vitaceae - - - - 

31  

Mangkirai 
 

Shorea 
laevifolia 

Dipterocarpac 
eae 

- - - - 

32 Medang Litsea sp1. Lauraceae - - - - 
 

33 
Medang 
darah 

 

Myristica sp. 
 

Lauraceae 
- - - - 

 

34 
 

Meranti 
 

Shorea sp1. 
Dipterocarpac 
eae 

- - - - 

 

35 
 

Merawan 
Hopea 
mengarawa

Dipterocarpac 
eae 

Criticall
y 

 

- 
 

- 
 

- 
 

36 
 

Petaling 
Ochanostachy
s amentacea 

 

Olataceae 
 

Data Deficient 
 

- 
 

- 
 

- 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

37 Pudu  

Artocarpus sp2. 
 

Moraceae 
- - - 

 

38 
 

Rambe 
 

Baccaurea sp 
Phyllanthacea e -   

- 
 

- 
 

- 

39 Ramin Gonystylus sp. Thymelaceae - Appendix II - - 

40 Rambutan Nephelium sp.1 Sapindaceae - - - - 
 

41 
Rambutan 
hutan 

 

Nephelium sp.2 
 

Sapindaceae 
- - - - 

 

42 
 

Rengas 
Gluta renghas Anacardiacea e - - - - 

 

43 
 

Rukam 
 

Flacourtia rukam 
Flacourtiacea e - - - - 

44 Saga Adenanthera sp. Leguminosae - - - - 
 

45 
 

Salam 
Syzigium 
polyanthu

 
Myrtaceae 

- - - - 

46 Sarkit   - - - - 
 

47 
 

Sebekal 
 

Flacourtia nivea 
Flacourtiacea e - - - - 

48 Selurah Mesua hexapetala Callopyllaceae - - - - 
 

49 
 

Sekubung 
Macarang
a 

Euphorbiacea e - - - - 

50 Setepung Calicarpa petandra Lamiaceae - - - - 

51 Simpur  
Dilenia sp. 

 
Dilleniaceae 

- - - - 

52 Siluk Gironniera nervosa Cannabaceae - - - - 

53 Singkil Premna sp. Lamiaceae - - - - 
 

54 
 

Sungkai 
Peronem
a 

 
Verbenaceae 

- - - - 

55 Tempinis Sloetia elongata Moraceae - - - - 
 

56 
 

Terap 
Artocarpus 
odoratissim

 

Moraceae 
- - - - 

Distrik VIII (4) 

1 Arang-arang  

Diospyros sp1. 
 

Ebenaceae 
- - - - 

2 Asam kandis Garcinia atroviridis Cluasiaceae - - - - 

3 Balam Palaquium sp. Sapotaceae - - - - 

4 Bayur Pterospermum sp. Sterculiaceae - - - - 

 
5 

 
Bedaro 

 
Dimocarpus longan 

 
Sapindaceae 

Lower 
Risk/near 
threatene

 
- 

-  
- 

 

6 
 

Bernai 
 

Antidesma sp 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
-  

- 

7 Bebahai   - - - - 

 
8 

 
Bulian 

 
Eusideroxylo
n zwageri 

 
Lauraceae 

Vulnerabl
e 

A1cd+2cd 

 
- 

-  
- 

9 Cepining   - - - - 

10 Gerunjing Ochanostachys sp Olacaceae - - - - 

11 Jambu air Eugenia sp2. Myrtaceae - - - - 
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

 

12 
 

Kabau 
Archidendro
n 

 

Fabaceae 
 

- 
 

- 
- Endemik 

(sumatera) 
13 Kalbuk Ficus sp. Moraceae - - - - 

14 Kedondong Dysoxylum sp. Meliaceae - - - - 

15 Kedondong Santiria sp. Burseraceae - - - - 

16 Kelat Syzigium sp1 Myrtaceae - - - - 

17 Keniti Helicia serrata Proteaceae - - - - 

 
18 

 
Kepayang 

 
Scaphium 
macropodu

 
 

Sterculiaceae 

Lowe
r 

Risk/lea

 
- 

-  
- 

 

19 
 

Keruing 
 

Dipterocarpus sp. 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 

20 Kopi Coffea sp Rubiaceae - - - - 
 

21 
 

Kulim 
Scorodocarp
us borneensis 

 
Olataceae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

22 
 

Mahang 
 

Macaranga 
conifera 

Euphorbiacea e  

- 
 

- 
-  

- 
 

23 
 

Mahoni 
Swietenia 
macrophylla 

 

Meliaceae 
 

- 
 

- 
-  

- 

24 Mali-mali Leea indica Vitaceae - - - - 

25 Medang Litsea sp. Lauraceae - - - - 
 

26 
Medang 
darah 

 
Myristica sp. 

 
Lauraceae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

27 
 

Meranti 
 

Shorea sp1 
Dipterocarpac 
eae 

 

- 
 

- 
-  

- 
 

28 
 

Pasak bumi 
 

Eurycoma longifolia 
Simaroubacea e  

- 
 

- 
-  

- 

 

29 
 

Petaling 
Ochanostachys 
amentacea 

 
Olataceae 

 
Data Deficient 

 

- 
-  

- 

30 Pudu Artocarpus sp2. Moraceae - - - - 

 

31 
 

Ram be 
 

Baccaurea sp. 
Phyllanthacea e  

- 
 

- 
-  

- 

32 Rambutan 
hutan  

Nephelium sp.2  Sapindaceae  -  -  -  -  

33 Rengas  Gluta renghas  Anacardiaceae      

34 Salam  Syzigium 
polyanthum  

Myrtaceae      

35 sarkit       

36 Sebekal  Flacourtia nivea  Flacourtiaceae  -  -  -   

37 Sejentik  Baccaurea sp.  Phyllanthaceae  -  -  -  S
ej

38 Sengon  Albizia chinensis  Fabaceae  -  -  -   

39 Simpur  Dillenia sp  Dilleniaceae  -  -  -   
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No 

 
Nama jenis 

 
Nama latin 

 
Famili 

 
IUCN 

 
CITES 

PERMEN 
LHK No. 106 
Tahun 2018 

Endemik 

40 Singkil  Premna sp.  Lamiaceae  -  -  -  -  

41 Sungkai  Peronema 
canescens  

Verbenaceae  -  -  -   

Sumber : Laporan  inventarisasi  flora di Kawasan Lindung PT.WKS (UNJA, 2023) 
Keterangan : CR (Critically Endangered) = terancam punah, EN (Endangered) = terancam, VU Vulnerable) 
= rentan, I: appendix I; II: appendix II; 

E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 
Areal kerja PT WKS terletak di lima kabupaten di Provinsi Jambi.  Secara umum desa-desa yang 
berkaitan dengan pengelolaan sosial sebagian besar terletak di luar areal konsesi PT WKS, bahkan 
di luar Propinsi Jambi. Desa-desa binaan di sekitar areal kerja PT WKS berjumlah 134 desa (Tabel 5). 
 

Tabel 5. Desa-desa Binaan di Sekitar Areal Kerja PT. WKS 
Distrik Jumlah 

Desa 
Desa 

Distrik I 11 Serdang Jaya, Pematang Buluh, Mandala Jaya, Terjun Gajah, Delima, 
Dataran Kempas, Sungai Keruh, Purwodadi, Kuala Dasal, Dusun Mudo, 
Lubuk Sebotan. 

Distrik II 18 Pangkalan Duri, Mendahara Tengah, Bhakti Idaman, Sei Beras, Sinar 
Warjo, Mencolok, Simpang Tuan, Sei Toman, Lubuk Terentang, 
Pematang Lumut, Muntialo, Teluk Kulbi, Sei Terap, Suak labu, Sei Gebar 
Barat, Sei Gebar, Tanjung Pasir, Dataran Pinang. 

Distrik III 20 Aro, Bukit Indah, Bukit Sari, Bukit Paku, Intan Jaya, Karya Mukti, Kemang 
Manis, Kuap, Lubuk Ruso, Muaro Singoan, Pematang Balam, Pulau 
Betung, Pulau Raman, Rantau Badak Lamo, Senaning, Sungai Baung, 
Sungai Muluk, Teluk, Terusan, Tidar Kuranji. 

Distrik IV 22 Adipurwa, Belanti Jaya, Banteng Rendah, Bukit Harapan (Mersam), Bukit 
Harapan (Melung), Bukit Kemuning, Cinta Damai, Kel. Merlung, Kembang 
Paseban, Lampisi, Lubuk Terap, Merlung, Pematang Gadung, 
Penyabungan, Pinang Gading, Palau Pauh, Rantau Benar, Sengkati Baru, 
Sungai Pauh, Tanjung Benanak, Tanjung Makmur, Tanjung Paku. 

Distrik V 15 Kampung Baru, Rawang Kempas, Penoban, Pematang Tembesu, Margo 
Rukun, Lumahan, Kayu Raja, Suban, Sungai Badar, Kempas Jaya, Sri 
Agung, Taman Raja, Slesen, Tanjung Bojo, Teluk Pengkah. 

Distrik VI 16 Kelagian, Senyerang, Sungai Rambai, Sungsang, Teluk Ketapang, Sungai 
Landak, Parit Bilal, Teluk Nilau, Suak Samin, Sungai Baung, Karya Maju, 
Parit Pudin, Bram Itan Kanan, Adi Jaya, Tebing Tinggi, Talang Makmur. 

Distrik VII 20 Pandan Jaya, Pandan Sejahtera, Bukit Tempurung, Danau Lamo, Dusun 
Mudo, Kota Baru, Langan Tengah, Lubuk Raman, Manis Mato, Mekar 
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Distrik Jumlah 
Desa 

Desa 

Sari, Merbau, Pandan Lagan, Parit Culum I, Parit Culum II, Pematang 
Rahim, Rantau Karya, Rukam, Sekumbung, Suka Maju, Tanjung Katung. 

Distrik VIII 12 Lubuk mandarsah, Muara Kilis, Mangumpeh, Bukit Bakar, Sungai Paur, 
Tanah Tumbuh, Lubuk Kambing, Sungai Rotan, Kunang, Tapah Sari, 
Simpang Rantau Gendang, Sungai Rengas 

Total 134  
Sumber : Data Community Development PT WKS 2023 

 

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 
PT. WIRAKARYA SAKTI 

 

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. WKS dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah 
pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang 
menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat 
yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat. 

Selain itu untuk menunjukan komitmennya, sejak tahun 2013 PT WKS mulai melaksanakan 
penyusunan Integrated Sustainable Forest Management Plan (ISFMP) yang bertujuan untuk 
mencapai pengelolaan hutan secara lestari dengan memadukan semua unsur sebagai bagian dalam 
penentuan perencanaan pengelolaan hutan. Pola pengelolaan diarahkan dengan skema 
pendekatan landscape dengan langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain: 
• Penilaian High Conservation Value Forest/Area, High Carbon Stock, Growth & Yield 
• Penyusunan Rekomendasi Pengelolaan areal gambut oleh Panel Pakar 
• Pemetaan Social Conflict Area 
• Penyusunan dan Pelaksanaan Konsultasi Pemegang Kepentingan (stakeholders) kunci wilayah 

Jambi untuk menentukan tingkat kepentingan rekomendasi 
• Penyusunan Kelompok Kerja ISFMP. 
ISFMP mulai diterapkan di tahun 2017 sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan hutan lestari 
di PT. WKS. 

A. ASPEK PRODUKSI 
1. Perencanaan 

Dasar kegiatan operasional PT. WKS adalah Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu pada Hutan Tanaman (Perubahan RKUPHHK-HT) Periode 2018-2027 yang disahkan oleh 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. 6898/MenLHK-
PHPL/PUPH/HPL.1/9/2022 tanggal 05 September 2022. RKUPHHK ini menjadi acuan dalam 
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penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal 
di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman. 
 
 

2. Penataan batas 

Tata Batas telah 100 Persen dilaksanakan dan telah di peroleh SK definitif yang tercantum 
dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 55/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2021 
Tanggal 18 Februari 2021 Tentang Penetapan Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan kayu Pada Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi PT. Wirakarya Sakti Seluas 
287.116,11 Ha di Provinsi Jambi.  
 
 

3. Pembukaan wilayah hutan dan pengadaan sarana prasarana 
PT.WKS melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi 
pembangunan jaringan kanal dan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya. 

4. Pembibitan 
Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, PT WKS telah membangun pusat persemaian 
(nursery) yang berlokasi di Sei Tapah pada areal seluas 65 Ha  dengan kapasitas  produksi 
mencapai 108 juta bibit/tahun. Nursery yang ada dilengkapi dengan fasilitas modern dan 
tenaga kerja yang memadai. Fasilitas serta infrastruktur nursery yang dimiliki antara lain: 
Greenhouse, sistem pengairan  pengabutan dan sprayer, production lines, stool plant house, 
laboratorium pengembangan (lab. tissue culture, lab. silvikultur, lab hama dan penyakit),  
perkantoran, gudang dan bangunan pendukung lainnya. 

5. Penyiapan Lahan dan Penanaman 
Kegiatan penyiapan lahan mempunyai tujuanuntuk mempersiapkan lahan yang akan 
ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan 
lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya 
yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan PT. WKS menerapkan prinsip 
Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). 
 
Penanaman dilakukan secara rutin setiap tahun dan dilakukan pada petak yang telah 
dilakukan pengukuran, jarak tanam yang diatur sesuai dengan kaidah silvikultur, jarak tanam 
di tanah mineral 3 x 2,5 m (semua jenis). Sedangkan  penanaman diareal gambut dilakukan 
dengan jarak tanam 3 x 2 m untuk jenis Acacia Crassicarpa. 

6. Pemeliharaan 
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Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure meliputi 
kegiatan pemupukan, penyulaman dan penyiangan (weeding). Jadwal pelaksanaan 
pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis 
silvikultur HTI. 

7. Pemanenan (Harvesting) 
Sejauh ini perusahaan telah mempunyai mekanisme sendiri untuk menanggulangi dampak 
negatif terhadap tanah dengan sistem low soil compaction yaitu dengan membuat mulsa 
menggunakan potongan ranting dan daun bekas pohon yang sudah ditebang di areal 
tebangan. Sistem penebangan yang diterapkan di unit manajemen terdiri dari sistem semi 
mekanis dengan menggunakan gergaji mesin tangan (chainsaw) dan sistem mekanis dengan 
menggunakan alat berat. 
 
 
 

B. ASPEK EKOLOGI 
Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. WKS yaitu berdasarkan 
dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 
dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui sesuai Kepgub Jambi No. 78 Tahun 2005 tanggal 
21 April 2005, tentang Penggabungan dan Tambahan Rencana Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan IUPHHK-HT PT WKS. 
 

1. Pengelolaan Kawasan Lindung 
PT Wirakarya Sakti dengan areal pengelolaan seluas 287.116,11 Ha Surat Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 55/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2021 Tanggal              
18 Februari 2021 dan SK Perubahan RKU di tahun 2022 telah mengalokasikan kawasan 
lindung seluas 48.542,19 Ha (16,90 %). Penetapan areal konservasi ini tidak hanya untuk 
memenuhi ketentuan tata ruang areal hutan tanaman sebesar 10%, namun disesuaikan pula 
dengan kaidah-kaidah penetapan areal konservasi sesuai standar Deliniasi Mikro. Hal ini 
yang menyebabkan adanya perkembangan luasan kawasan lindung mulai dari AMDAL 
sampai dengan penetapan tata ruang berdasarkan RKUPHHK terakhir. 
 

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna 
Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis flora dan fauna yang tersebar di sekitar 
areal berhutan. Diatara flora dan fauna tersebut teridentifikasi jenis-jenis yang dilindungi 
berdasarkan CITES, IUCN serta peraturan lokal yang mengaturnya.  

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV 
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Penilaian HCVF di areal PT. WKS sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh APCS Konsultan.Dari 
hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak 
ada padakawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu : 
 

Tabel 6. Hasil  Identifikasi HCV PT. WKS 

HCV Komponen Ada 
Tidak 
Ada 

CV 1. Kawasan yang 
mempunyai tingkat 
keanekaragaman hayati yang 
penting 

1.1. Kawasan Lindung √  
1.2. Spesies Dilindungi dan hampir punah √  
1.3. Kawasan habitat spesies terancam dan 

dilindungi 
√  

1.4. Konsentrasi Temporal Penting  √ 

CV 2. Kawasan bentang alam 
yang penting bagi dinamika 
ekologi secara alami 

2.1. Bentangan hutan √  
2.2. Kawasan alam yang berisi dua atau lebih 

ekosistem 
√  

2.3. Kawasan yang berisi populasi yang mampu 
bertahan hidup 

√  

CV 3. Kawasan yang 
mempunyai ekosistem langka 
atau terancam punah  

Kawasan hutan yang merupakan tipe utama 
ekosistem yang representatif √  

CV 4. Kawasan yang 
menyediakan jasa-jasa 
lingkungan alami 

4.1. kawasan untuk penyedia air dan pengendalian 
banjir bagi Maasyarakat Hilir 

√  

4.2. Kawasan yang penting untuk pencegah erosi 
dan sedimentasi 

√  

4.3. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat 
alam untuk mencegah kebakaran  

√  

CV 5. Kawasan hutan yang 
sangat penting untuk 
memenuhi kebutuhan dasar 
masyarakat lokal (misalnya ; 
subsisten, kesehatan) 

 
 
 
 

√  

CV 6. Kawasan hutan yang 
sangat penting untuk identitas 
budaya tradisi masyarakat 
lokal (kawasan budaya, 
ekologi, ekonomi dan agama 
bagi masyarakat  lokal) 

 

√  

Sumber : Laporan Penilaian NKT Tahun 2014 oleh PT. Asia Pacific Consulting Solutions 
 

4. Perlindungan Hutan 
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Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan adalah bahaya serangan hama dan 

penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar 

kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta 

gangguan akibat tekanan terhadap lahan (klaim dan konversi lahan). Patroli di seluruh areal 

konsesi rutin dilakukan, hal ini untuk meminimalisir adanya potensi gangguan hutan seperti 

pencurian, perambahan dll.  

PT. Wirakarya Sakti memiliki Komitmen yang sangat serius dalam perlindungan areal 

khususnya terkait dengan Kebakaran Hutan dan lahan, baik itu kebakaran yang terjadi 

didalam kawasan konsesi atau pun diluar kawasan konsesi yang diimplementasikan dalam 

sebuah Kebijakan Tanpa bakar atau No Burn Policy. Selain dari kebijakan tersebut, untuk 

mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan disekitar wilayah konsesinya, PT Wirakarya 

Sakti merancang sebuah sistem terintegrasi yang disebut dengan Integrated Fire 

Management (IFM), Terdapat 4 pilar utama yaitu : 

A. Pencegahan (Prevention) 

Prevention atau pencegahan adalah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi atau 

menghilangkan sama sekali suatu tindakan atau aksi yang bisa menimbulkan kebakaran. 

Program prevention ataupun mitigasi kemudian disusun dengan skala prioritas 

berdasarkan tingkat kerawanan di masing masing area sebagai berikut : 

1. Kegiatan Penyadartahuan 

Semua upaya untuk meningkatkan kesadaran pada setiap orang yang ada dalam 

operasional perusahaan dan juga masyarakat sekitar konsesi akan pentingnya 

tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan utama adalah melakukan 

sosialisasi baik yang dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung seperti   

kampanye, penyuluhan, pemasangan poster, banner, seminar, ceramah, dll. 

2. CBFiM (Community Base Fire Management) 

Ada banyak elemen masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, baik yang 

berkatifitas dibidang pertanian, perkebunan, dll. Semua kegiatan yang dilakukan 

akan memberikan dampak terhadap pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang 

ada. Community Base Fire Management CBFiM adalah salah satu pendekatan 

Pengelolaan Kebakaran Berbasis Masyarakat (PKBM) yang diutamakan lebih kepada 
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upaya-upaya pencegahan. CBFiM bukan lembaga atau organisasi melainkan metode 

pendekatan dengan mengunakan lembaga-lembaga yang ada di desa masing-

masing, seperti MPA, Lembaga Adat, dan atau lembaga pemerintahaan, bagaimana 

upaya –upaya pencegahan melekat pada semua kegiatan masyarakat terutama yang 

bekerja langsung berkaitan dengan pemanfaatan lahan.  Kegiatan –kegiatan 

pencegahan melalui CBFiM masuk di semua aktifitas termasuk didalamnya 

penyadartahuan, keteknikan, dan penegakan hukum. 

3. Masyarakat Peduli Api (MPA) 

Sebagaimana di atur dalam Perdirjen Pengendalian Perubahan Iklim No. 

P.3/PPI/SET/KUM.1/I/2018 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat 

Peduli Api dan Mengikut sertakan masyarakat sekitar konsesi HTI untuk melakukan 

patroli sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 

4. Program Sosial 

Pendekatan kepada masyarakat di daerah-daerah rawan kebakaran melalui program 

Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dengan pemetaan sosial dan penilaian langsung di 

lapangan, setiap program yang dilaksanakan merupakan pilihan terbaik yang 

diutamakan agar dapat mengurangi munculnya titik api di setiap kelompok 

masyarakat yang ada. Inti dari kegiatan ini adalah dimana masyarakat tetap 

mendapatkan income atau penghasilan secara berkelanjutan dengan berbagai 

macam upaya atau usaha di musim kering atau kemarau yang tidak beresiko 

menimbulkan kebakaran. 

5. Keteknikan (Rekayasa Lingkungan) 

Melakukan rekayasa lingkungan agar dapat menghambat laju penyebaran api dan 

memudahkan dalam penanggulangan kejadian kebakaran seperti : 

 Sekat bakar 

 Green belt 

 Membangun kanal bloking di seluruh operasional yang memiliki jenis lahan 

gambut yang bertujuan untuk mempertahankan level permukaan air (Water 

table) untuk mengurangi resiko kebakaran 
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 Memastikan Ketersediaan air yang cukup saat dibutuhkan dalam 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

 Tersedianya akses jalan 

6. Posko Pencegahan Karhutla 

Penempatan personil gabungan  yang ditempatkan diwilayah rawan kebakaran pada 

saat musim kemarau berdasarkan analisa dan prediksi BMKG. 

 

B. Persiapan (Preparation) 

1. Personil 

Personil disediakan cukup sesuai persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah 

dalam peraturan menteri kehutanan dan lingkungan hidup No. 32 tahun 2016. 

2. Peralatan 

Sesuai dengan peraturan Permenlhk No. 32 tahun 2016, maka peralatan harus 

dilengkapi, dirawat dan dijaga agar siap dioperasikan setiap saat. Jumlah dan Type 

peralatan yang diwajibkan bisa dilihat di peraturan terkait, antara lain; 

 Peralatan Mekanis  

Peralatan mekanis adalah peralatan mesin pompa bertekanan tinggi yang 

digunakan dalam operasi pemadaman kebakaran. 

 Peralatan Tangan  

Peralatan manual yang dapat digunakan untuk pemadaman api api kecil 

atau ditempat tempat yang sulit atau tidak ada air. Seperti Sekop, garu, 

cangkul, pemukul api, kapak dua sisi, pompa punggung, jet shooter dan lain 

lain. 

 Peralatan Pendukung 

Peralatan yang fungsinya untuk mendukung berjalannya operasional 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, seperti kompas, teropong, GPS, 

alat komunikasi, dll. 

3. Program Pelatihan 

 Setiap RPK memiliki pengetahuan yang cukup berhubungan dengan 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 
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 Setiap RPK memiliki ketrampilan yang mumpuni untuk 

mengimplementasikan system atau teknik pengendalian kebakaran hutan 

dan lahan. 

 Setiap RPK memiliki kemampuan fisik diatas rata rata dari karyawan pada 

umumnya dan mampu bertahan dalam waktu yang panjang dalam 

pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 

 Setiap RPK memiliki sikap dan mental yang bagus untuk menunjang operasi 

dilapangan. 

4. Incident Command System (ICS) 

Merupakan perangkat/sistem yang mengatur garis komando, perencanaan, operasi, 

logistik, dan administrasi dalam sebuah situasi darurat. 

5. Pemetaan Jalur Patroli 

Intensitas patroli disesuaikan dengan informasi tentang potensi kebakaran dari 

situation room dan panduan FDRS dari gabungan data cuaca, angin, dan kelembaban 

udara. 

 

C. Deteksi Dini (Early Detection) 

1. Situation Room 

Ruang kontrol yang melakukan deteksi dini kebakaran secara real time 24 jam non-

stop diwilayah konsesi SMF Group melalui pengolahan data dari citra satelit yang 

diverifikasi oleh petugas lapangan. 

2. Deteksi Wilayah Kebakaran 

Deteksi dilakukan oleh setiap distrik diwilayah konsesi berdasarkan informasi yang 

disampaikan dari Situation Room, Hal ini untuk memastikan apakah hotspot tersebut 

adalah titik apai atau bukan, maka petugas mengecek langsung kelapangan. 

3. Citra Thermal 

Alat ini digunakan untuk mendeteksi titik titik api dilahan gambut, bekerja dengan 

menangkap perbedaan suhu ekstrim dipermukan tanah, begitu panas terdeteksi, 

maka sistem akan mengirimkan data real yang kemudian disatukan dalam petak 

konsesi sehingga lokasi titik api akan langsung terlihat disistem. 
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4. Automathic Weather Station (AWS) 

Sistem Pemantau Fire Dangers Rating System (FDRS) dan Soil Moisture Sensor untuk 

Deteksi Dini Bahaya ‘Smouldering’ Gambut Bawah Permukaan di Kawasan HTI. 

Sistem ini dibangun dalam rangka upaya deteksi dini yang menghasilkan informasi 

terkini yang tepat dan akurat sehingga dapat dilakukan tindakan kesiap-siagaan yang 

efektif, efisien, dan tepat sasaran ketika menghadapi ancaman bahaya terjadinya 

smouldering mega peat fire. 
5. Closed Circuit Television (CCTV) 

System komputer yang menggunakan kamera untuk memantau wilayah sekitar 

(Sesuai Range dan Visibility Kamera) sebagai upaya deteksi dini monitoring karhutla. 
6. Menara Api 

Mendeteksi dari menara adalah melihat dan memantau setiap munculnya asap saat 

masih kecil dan melaporkan lokasi asap dengan memberikan informasi asap ke 

Situation Room antara lain; sudut kompas asap dari titik tengah lantai menara, 

kondisi asap (ketebalan, warna, arah tertiup angin). 

7. Pemantauan dari Ketinggian 

Dilakukan melalui patroli udara dan pemantauan dengan menggunakan drone. 

 

D. Respon Cepat (Rapid Response) 

1. Komando dan Kontrol 

Manajemen terpadu dalam menghadapi situasi darurat dari mulai pihak situation 

room, logistik peralatan, petugas RPK dilapangan, semua bergerak mengikuti garis 

komando yang telah ditetapkan. 

2. Regu Pengendali Kebakaran (RPK) 

Tim RPK secara intensif akan melakukan upaya pemadaman secara bergantian tanpa 

mengenal libur,  Jika lokasi sulit dijangkau melalui jalan darat, akan dikirimkan tim 

pemadam kebakaran menggunakan helikopter. 

3. Helitack Team 
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Tim Heli atau disebut Tim Reaksi Cepat (TRC) yang melekat dengan Helikopter 

bertugas melakukan Patroli melalui Udara dan melakukan upaya pemadaman awal 

(Innitial Attack) setiap hasil temuan kebakaran dilapangan. 

4. Helikopter Water-boombing 

Pemadaman api yang dilakukan menggunakan helicopter. Water-booming 

diterapkan untuk menjangkau wilayah yang lebih sulit secara geografis. 

 
C. ASPEK SOSIAL 

1. Pembangunan Sosial Masyarakat 
Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial 
masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan 
masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi 
konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan 
hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun 
wilayah desanya.  

2. Ketenagakerjaan 
Tenaga kerja PT. WKS saat ini tersebar di seluruh distrik dan kantor pusat. Tenaga kerja 
tersebut menduduki posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan 
perusahaan. Disamping tenaga kerja tetap, PT. WKS juga menyerap tenaga kerja harian dan 
borongan, baik yang berasal dari daerah sekitar konsesi maupun dari daerah lainnya. 

Tabel 7. Data Tenaga Kerja PT. WKS periode 31 Desember 2023 
Tenaga Kerja  Jumlah (orang) 

 Jumlah total 
Perincian :  - Laki-laki 

         - Perempuan 

1.088 
1001 

87 

 Tingkat pendidikan 
1. No Education 
2. SD 
3. SMP 
4. SMA 
5. Academy 
6. S1 
7. S2 

 
3 

24 
32 

607 
57 

359 
6 

 Daerah asal: 
1.  Jambi 
2. Luar Jambi 

 
866 
222 

Sumber : Data HRD, 31 Desember 2023 
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Karyawan PT. WKS juga dibebaskan untuk beserikat yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP), 
yaitu SP Kahutindo, SP Seluruh Indonesia, dan SP Hukatan. Perjanjian perusahaan dengan pekerja 
tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dikeluarkan oleh organisasi SP dan perusahaan. 
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IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023 
 

Monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun 
dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan 
menjadi terkontrol dengan baik. Adapun monioring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing 
aspek.  

A. Aspek Produksi 
Pembukaan wilayah hutan dan pengadaan sarana prasarana 
PT.WKS melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan 
jaringan kanal dan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya (Tabel 8). 
 

Tabel 8. Data Existing Infrastruktur PT. WKS. 

Distrik 
PANJANG JALAN (M) 

Total 
PANJANG KANAL (M) 

Total 
Akses Utama Cabang Ranting Primer Sekunder 

I 68,150 98,107 225,436 1,180,672 1,572,365 52,515 227,997 280,512 
II 36,814 97,121 184,273 196,009 514,217 181,735 407,092 588,827 
III 89,874 81,494 363,716 1,056,732 1,591,816 - - - 
IV 86,548 89,017 290,791 931,383 1,397,740 - - - 
V 30,732 71,349 113,890 105,772 321,744 84,528 727,390 811,918 
VI 20,859 24,155 70,626 4,330 119,971 47,609 473,049 520,658 
VII - 117,295 94,969 31,899 244,163 98,325 705,738 804,063 
VIII 131,641 63,769 203,917 810,619 1,209,946 - - - 

Total 464,618 642,307 1,547,619 4,317,417 6,971,961 464,713 2,541,266 3,005,979 
         

Sumber : Data PnD 2023 
 

Produksi Bibit 
Bibit yang diproduksi PT. Wirakarya sakti adalah bibit Accasia dan Eucalyptus. Rencana dan realisasi 
produksi bibit disajikan dalam tabel. 
 
Tabel 9. Rencana dan Realisasi Produksi Bibit Tahun 2023 
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Sumber : Data PnD 2023 

Kinerja atau performa penanaman di areal kerja PT. WKS bila dilihat berdasarkan data RKTPH 2023 
adalah menghasilkan realisasi yang mencapai 94% dari target yang ditetapkan. 

 
Penyiapan Lahan dan Penanaman 

Tabel 10.  Rencana dan Realisasi Penanaman Tanaman Pokok Tahun 2023 

Sumber : Data PnD 2023 

 

Kinerja atau performa penanaman di areal kerja PT. WKS bila dilihat berdasarkan data RKTPH 
2023adalah menghasilkan realisasi total yang mencapai 91% dari target yang ditetapkan. 

Untuk memonitor hasil kegiatan penanaman dilakukan Plantation Monitoring Assessment (PMA) 
yang bertujuan untuk menghitung survival rate (persen hidup) tanaman, mengidentifikasi gulma 
dan monitoring pertumbuhan tanaman. Kegiatan tersebut dilakukan pada umur tanaman 2 bulan 
sehingga apabila ditemukan hasil tanaman yang kurang baik bisa dilakukan penyulaman. Selain itu 
juga dilakukan monitoring kualitas tanaman pada umur tanaman 6 bulan, 12 bulan. 

Hasil kegiatan PMA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 11.  Kualitas Tanaman Umur Tanaman 2 Bulan, 6 Bulan, dan 12 Bulan Tahun 2023 
 

Jenis Tanaman 
Pencapaian Stoking Tanaman (%) 

2 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 

Ac Eu Jumlah Ac Eu Jumlah

I      3,204,838     10,595,560 13,800,398      2,468,329     10,808,244 13,276,573

II      7,069,255      1,388,835 8,458,090      6,375,066      1,522,753 7,897,818

III                  -        7,852,547 7,852,547                  -        8,054,093 8,054,093

IV                  -        8,750,878 8,750,878                  -        9,207,338 9,207,338

V     10,438,929      1,924,592 12,363,521      8,841,928      1,637,710 10,479,639

VI      9,428,550             6,158 9,434,709      8,705,950           32,698 8,738,648

VII     12,201,116         239,300 12,440,417     10,293,714         235,781 10,529,495

VIII                  -        5,402,905 5,402,905                  -        5,249,501 5,249,501

Jumlah 42,342,688 36,160,777 78,503,465 36,684,987 36,748,117 73,433,104

Grand Total
Distrik

Rencana Produksi Bibit 2023

Jenis Tanaman Rencana (Ha) Realisasi (Ha) %
Eucalyptus  sp.                                 26,092                                 25,062 96%

Acacia  sp.                                 23,448                                 20,018 85%
Total                                 49,540                                 45,080 91%
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Accasia 104.6 101.9 91.2 

Eucalyptus 104.4 101.8 97.4 

Rata-Rata 104.5 101.9 94.8 
Sumber : Data PAT 2023 
 

Rata-rata stocking tanaman umur 2 bulan adalah mecapai 104,5%, sedangkan rata-rata stocking 
pada umur 6 bulan sebesar 101,9%, dan tanaman umur 12 bulan mencapai 94,8%.  
 
Existing (standing stock) tanaman pokok sampai akhir tahun 2023 adalah seluas 171.738 Ha dengan 
jenis Acasia dan Eucalyptus yang selengkapnya disajikan dalam tabel berikut. 
 
 
 
Tabel 12.  Existing (Standing Stock) Sebaran umur tanam sampai dengan tahun 2023 
 

Sumber : Data PnD 2023 
 

Pemanenan (Penebangan) 

Tabel 13. Rencana dan Realisasi Pemanenan (penebangan)  Tahun 2023 

Sumber : Data PnD 2023 

 
Kinerja atau performa pemanenan di areal kerja PT. WKS bila dilihat berdasarkan data RKTPH 2023 
(Luas Lahan dan Volume) berturut-turut menghasilkan realisasi mencapai 95% dan 83% dari target 
yang ditetapkan. 
 

ACRA EPEL
>4 Tahun 1,976                                 1,089                                 3,064                                 
3-4 Tahun 13,699                               19,044                               32,742                               
2-3 Tahun 20,959                               26,268                               47,227                               
1-2 Tahun 17,550                               25,531                               43,081                               
0-1 Tahun 20,018                               25,605                               45,623                               

74,201                               97,536                               171,738                             

Total Tanaman KELAS UMUR
SPESIES

(Ha) (m3) (Ha) (m3)
Acacia 24,050                          2,653,544                    21,956                          2,356,368.89              

Eucalyptus 25,489.21                    3,175,291.54              25,317                          2,493,903.77              
Total                             49,540                 5,828,835.68                             47,273                 4,850,272.66 

% 95% 83%

Jenis Tanaman
Rencana Realisasi
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PT. WKS membuat PSP berdasarkan tipe lahan (dry land &wet land), jenis tanaman (spesies), dan 
rotasi. Pengukuran tahun 2023 dilakukan pada tanaman umur 1-5 tahun dan tanaman > 5 tahun. 

Tabel 14. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PSP dan MRI 2023 
No Parameter Rencana Realisasi Pencapaian 

1 
 

Survey Permanen Sample Plot (PSP) 
a. Jumlah Plot 314 314 100 
b. Luas (Ha) 6.468,7 6.468,7 100 

2 Survey Mid Rotation Inventory (MRI) 
a. Jumlah Plot 22.537 22.537 100 
b. Luas (Ha) 52.590 52.590 100 

Sumber : Data PnD 2023 
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Tabel 15. Rata-rata Inventori Per Spesies Hasil Pengukuran Periode Tahun 2023 di Areal Mineral 
Jenis 

Tanaman 
Luas 
(Ha) 

Umur 
(bln) 

Tinggi 
(m) 

Dbh 
(cm) 

Stocking 
Per Ha 

Potensi 
(m3/ha) 

MAI 
(m3/ha/th) 

             Epel 26.176,2 36 17.44  11.44 81.98 101.31 28.54 

Rata – Rata 26.176,2 36 17.44  11.44 81.98 101.31 28.54 

Sumber : Data PnD 2023 
 

Hasil kegiatan MRI (Mid Rotation Inventory) pada periode tahun 2023 di areal lahan mineral hanya 
terdapat jenis Eucaliptus pellita dengan umur rata-rata 36 bulan memiliki potensi rata-rata 
101.31m3/ha dan rata-rata MAI 28.54 m3/ha/th. 

Tabel 16.  Rata-rata Inventori Per Spesies Hasil Pengukuran Periode Tahun 2023 di Areal Lahan 
Basah 

Jenis 
Tanaman 

Luas 
(Ha) 

Umur 
(bln) 

Tinggi 
(m) 

Dbh 
(cm) 

Stocking 
Per Ha 

Potensi 
(m3/ha) 

MAI 
(m3/ha/th) 

Acacia crassicarpa 22.347,2 36 15.07 11.04 83.43 112.30 27.51 

Eucalyptus sp. 4.033,4 36 16.45 11.30 78.90 90.41 25.07 

Rata – Rata 26.380,6 36 15.31 11.09 82.64 108.47 27.13 
Sumber : Data PnD 2023 
 

Hasil kegiatan MRI (Mid Rotation Inventory) pada periode tahun 2023 di areal basah menunjukkan 
bahwa untuk jenis Acacia crassicarpa dengan umur rata-rata 36 bulan memiliki potensi rata-rata 
112.30 m3/ha dan rata-rata MAI 27.51 m3/ha/th dan Eucalyptus sp. dengan umur rata-rata 36 bulan 
memiliki potensi rata-rata 90.41 m3/ha dan rata-rata MAI 25.07 m3/ha/th. 

Pemeliharaan Tanaman 
PT. WKS menggunakan pestisida maupun herbisida dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, baik 
pada tingkat persemaian maupun aplikasi di lapangan setelah penanaman. Berdasarkan telaahan 
data penggunana bahan kimia dari gudang logistik untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaannya 
diketahui jenis yang digunakan atau tergolong pestisdia dan herbisida. Bahan kimia yang digunakan 
antara lain dapat dilihat dalam tabel berikut:  
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Tabel 17. Penggunaan Bahan Kimia Periode 2023 

Pupuk 

Material Unit of 
Entry Grand Total 

NPK kg     9.503.436  
TSP kg     5.360.079  
KCL kg     1.591.498  
Zincop kg         521.224  
Borax kg         352.309  
Dolomite kg           26.597  
CIRP kg           63.585  
Kompos kg   46.483.775  
PTA 12 kg     8.840.203  

  

Pestisida 

Material Unit of 
Entry Grand Total 

Glyphosate l         587.394  
Fluroxypyr (Starane) ml   34.597.594  
Tiafenacil (Terador) g         921.895  
Sulfentrazone (Boral) l              6.886  
Flumioxazine (Sumimax) g         944.357  
Isoxaflutole (Fordor) kg                    73  
Aminop+triclopyr (Garlon Mix) ml     8.145.271  
Methyl Metsulfuron g         266.310  
Topramezone (Convey)  ml         265.533  
Weed Solution l                    55  
Miracle ml     5.925.011  
Tandem ml         729.913  
Kuproxat ml         488.196  
Clothianidin ml     3.842.135  
Aquasorb kg           15.534  
Tar Coal l           19.872  
Feromon set                 184  
Amonium Glufosinate (Basta) l                      5  

Sumber : Data PCD 2023 

 

Lacak Balak/ Chain of Custody (CoC) 
Sebagai perusahaan hutan tanaman industri PT. Wirakarya Sakti (PT. WKS) berkomitmen untuk 
melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara 
lestari berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC).  
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Untuk mencapai komitmen ini PT. WKS menerapkan praktek pengangkutan/pergerakan kayu 
sebagai berikut : 

 
Gambar 2. Diagram Alur Pergerakan Kayu Areal Darat 

 
Gambar 3. Diagram Alur Pergerakan Kayu Areal Rawa/Semi Rawa 
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Gambar 4. Diagram Alur Pergerakan Kayu (versi TPK Antara) 

 

Selain menerapkan SIPUHH On-Line sebagai basis monitoring kayu (mandatory), PT Wirakarya Sakti 
telah memiliki sistem penulusuran kayu yang berbasis komputer yang disebutdengan Wood 
Tracking Sistem (WOTS). Sistem ini memungkinkan untuk menelusuri perjalanan dokumen yang 
menyertai pengangkutan kayu. Berdasarkan sistem ini dapat diketahui apabila dokumen dan 
kayunya telah sampai ke tujuan akhir penerima. Berdasarkan informasi dokumen “Surat Pengantar 
Angkutan KB/KBK” dapat diketahui asal usul kayu yang dikirimkan. 
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Gambar  5. Dokumen Buku Catatan Pengukuran/Buku Ukur, Label No. Tumpukan KBK, SPA KBK, SKSHHK 
yang diinputkan ke Sistem Wood Tracking 

B. Aspek Ekologi 
Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Wirakarya Sakti meliputi pengelolaan 
kawasan lindung, flora dan fauna dilindungi, pengelolaan tanah dan air serta pengamanan dan 
perlindungan hutan.Kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 18. Realisasi Kegiatan Aspek Ekologi Tahun 2023 
No Kegiatan Lokasi Rencana Realisasi Keterangan Kategori 
A Kawasan Lindung (KL) 
1 Penegasan tanda batas 

KL dengan rintis batas 
cat biru. 

Kawasan 
HCV-HCS DI 
All District 

93.000 m 
 

93.581 m 
 

- Pengelolaan 
HCV-HCS. 

2 Pembuatan dan 
pemasangan plang 
larangan/himbauan 
membakar dan 
menguasai kawasan 
hutan, berburu satwa 
dan perambahan. 

Kawasan 
HCV-HCS 

All District 

75 pc 75 pc Plang 
Larangan KL 

Pengelolaan 
HCV-HCS. 

69 pc 74 pc Patok KL 

3 Restorasi/Eradikasi Kawasan 
HCV-HCS 

All District 

100 Ha 573,3 Ha Pembuatan 
plot suksesi 

alami 

Pengelolaan 
HCV-HCS. 

4 Pengkayaan tanaman di 
Pemulihan Ekosistem 
Gambut 

Kawasan 
Kubah 

Gambut 

5,75 Ha 5,75  Ha Revegetasi 
dengan 

tanaman 
lokal dan 
Suksesi 
Alami 

Pengelolaan 
HCV-HCS. 

B. Flora dan fauna dilindungi 
1 Inventarisasi 

Keanekaragaman flora 
& fauna di kawasan 
lindung  

KL-All Distrik 20 demplot 20  demplot  Pemantauan 
HCV-HCS 

2 Pengukuran Plot PSP 
HCS 

KL-All Distrik 162 plot 162 plot Plot pada 
penutupan 

lahan HK dan 
BT 

Pemantauan 
HCV-HCS 

3 Mitigasi konflik satwa 
Liar 

Areal konsesi 
dan desa 

sekitar 
konsesi 

- 12 Tentatif 
setiap ada 

konflik satwa 

Pengelolaan 
HCV-HCS. 

4 Sosialisasi, edukasi 
serta pendidikan 

Masyarakat 
sekitar, 

- 256 org continue Pengelolaan 
HCV-HCS, Ds. 

Suak Samin dan 
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No Kegiatan Lokasi Rencana Realisasi Keterangan Kategori 
konservasi dan 
Lingkungan serta FCP. 

karyawan , 
kontraktor 
dan pelajar 

Sungsang, 
PT.TAP/PKJ/PMM 
Distrik VII, Camp 
Terpadu Distrik V 

5 Kegiatan Stakeholder 
Engagement 

Areal konsesi 
dan sekitar 

konsesi 

2 6  Pengelolaan 
HCV-HCS. 

C Tanah dan Air 
1 Penerapan di 

operasional kegiatan 
spreading, debarking,  
felling coupe system 
dan matting 

Areal 
produktif 

Sesuai RKT continue  Pengelolaan 
KTA 

2 Pengukuran iklim di 
SPIM (Stasiun 
Pengamat Iklim Mikro) 

All Distrik Data SPIM Data SPIM  Pemantauan 

3 Pengaturan level air, perawatan bangunan air dan monitoring deepwell (subsiden & water table) : 
 a. Pengaturan level air Zona tata air Data level 

air rekap 
bulanan 

Data level 
air rekap 
bulanan 

Muka air 
kanal harus 
tetap dijaga 

agar 
tanaman 

tidak 
kekeringan 

atau 
kebanjiran 

Pemantauan 
(WM) 

 b. Monitoring proper Zona Gambut 265 plot 265 plot Titik TMAT Pemantauan 
(WM) 

4 Monitoring dan evaluasi komponen lingkungan : 
Pemantauan Kualitas 
Fisik Kimia Tanah 

- Kimia Tanah  
- Fisika Tanah 

All Distrik  
 

60 titik 
30  titik 

 
 

60 Titik 
30 titik 

 Monitoring 
KTA. 

a. Monitoring dan 
evaluasi laju 
sendimentasi sungai  

All Distrik 30 lokasi 30 lokasi  Monitoring 
KTA. 

b. Monitoring dan 
evaluasi debit air 
sungai  

All Distrik 30 lokasi 30 lokasi  Monitoring 
KTA. 

c. Analisa Fisik Kimia 
Tanah 

60 sampel 60 sampel 60 sampel  Monitoring 
lingkungan. 

d. Monitoring dan 
evaluasi plot 
subsiden. 

Distrik I, II, V, 
VI, VII 

88 plot 88  plot  Pemantauan 
(WM) 
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No Kegiatan Lokasi Rencana Realisasi Keterangan Kategori 
e. Monitoring Kualitas 

Air  
All Distrik 75 lokasi 75 lokasi  Monitoring 

KTA. 
f. Monitoing stasiun 

pengamat arus 
sungai 

Distrik I 4 periode 4 periode  Monitoring 
lingkungan. 

g. Monitoring dan 
evaluasi biota 
perairan. 

All Distrik 43 lokasi 43 lokasi  Monitoring 
KTA. 

6 Pelaporan Monev 
lingkungan  

a. Laporan Monev 
RKL/RPL 

All Distrik 2 periode 
(semester) 

2 periode 
(semester) 

 Monitoring 
lingkungan, in 

progress 

 b. Pelaporan 
Penyimpanan 
Sementara Limbah 
B3. 

All Distrik 4 periode 
(triwulan) 

4 periode 
(triwulan) 

 Monitoring 
lingkungan. 

 c. Laporan Monev SPAS Distrik I 4 periode 
(triwulan) 

4 periode 
(triwulan) 

 Monitoring 
lingkungan. 

 d. Laporan Monev 
Pengelolaan Air 
Buangan Kegiatan 
Nursery 

Persemaian 
Sei Tapah 

3 periode 
(caturwulan) 

3 periode 
(caturwulan( 

 Monitoring 
lingkungan. 

D Pengamanan dan Perlindungan Hutan 
1 Penjagaan pos akses 

masuk areal konsesi. 
Pos Jaga Continue continue continue Pengelolaan 

2 Patroli keamanan 
seluruh areal dari 
perambahan, 
perburuan, kebakaran, 
pencurian dsb. 

Areal konsesi Continue continue continue Pengelolaan 

3 Monitoring hama dan 
penyakit tanaman. 

Areal 
produktif 

Continue continue continue Pemantauan 

4 Monitoring hotspot dan 
rawan kebakaran. 

Areal konsesi All Distrik 
Jan – Des 

2023 

All Distrik 
Jan – Des 

2023 
continue 

Monitoring & 
pemantauan 

Sumber : Data EC 2023 

 
Pengelolaan Kawasan lindung dengan penegasan tanda batas untuk memastikan batas 
operasional produksi kayu sehingga kondisinya tidak terganggu. Untuk meningkatkan 
perlindungan dan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dilaksanakan 
kolaborasi konservasi dengan penanaman jelutung dan buah-buahan di areal kawasan lindung 
bekas okupasi tanaman sawit. 
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Untuk mempertahankan dan perlindungan flora fauna dilindungi dilakukan rehabilitasi dengan 
menanam tanaman kehutanan, training/sosialisasi dan edukasi pencegahan dan mitigasi 
konflik manusia dengan satwa ke karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap parameter komponen tanah dan air tahun 
2023 kualitas lingkungan mengalami peningkatan dengan konsentrasi yang menurun dan masih 
di bawah baku mutu yang disyaratkan. Secara lengkap disajikan pada laporan monitoring dan 
evaluasi RKL dan RPL PT Wirakarya Sakti. 

C. Aspek Sosial 
Monitoring pada prinsip kelestarian sosial bertujuan untuk mewujudkan hubungan harmonis 
antara perusahaan dan masyarakat. Monitoring ini didasarkan pada aspek : 
1. Ekonomi (kewirausahaan, pengembangan pangan bidang pertanian, peternakan & 

perikanan, serta koperasi/BUMD) 
2. Sosial budaya keagamaan (perayaan hari besar kegamaan dan peringatan hari besar 

nasional, kegiatan kemasyarakatan, kepemudaan dan olahraga dan keadatan) 
3. Kesehatan dan lingkungan (pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, pemberdayaan 

posyandu, pengelolaan lingkungan akibat operasional misalnya siram jalan, kegiatan 
penghijauan lingkungan desa dan normalisasi kanal pemukiman). 

4. Pendidikan (pelatihan dan penyuluhan, bantuan dan subsidi serta infrastruktur pendidikan) 
5. Infrastruktur (ekonomi, sosial budaya dan kesehatan, keagamaan, perumahan/pemukinan) 
 
Tabel 19. Rencana dan Realisasi Kegiatan Sosial Tahun 2023 
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Sumber : Laporan SICAKAP Pelaksanaan Program Community Development 2023 

 

 Realisasi biaya program sosial sepanjang  tahun 2023 sebesar 99,71% dari rencana. 
Kegiatan yang direncanakan mencakup aspek ekonomi, infrastruktur, lingkungan, pendidikan 
dan sosial budaya keagamaan. Program pengembangan ekonomi merupakan upaya dalam 
rangka peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha serta tumbuhnya ekonomi pedesaan.  Program ini merupakan bentuk upaya 
perusahaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan 
tanaman.  
 Daerah pedesaan terutama yang berbatasan dengan hutan identik dengan minimnya 
infrastruktur. Dengan pembangunan infrastruktur  yang ada di desa diharapkan dapat 
mendukung aktifitas masyarakat, baik dalam menjalankan aktifitas ekonomi, sosial budaya, 
keagamaan dan pendidikan. 
 Pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar areal 
konsesi yang teridentifikasi oleh UM adalah dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 
(HHBK). Jenis-jenis HHBK di dalam areal konsesi UM yang banyak dimanfaatkan masyarakat 
adalah madu, rumput untuk ternak, ikan, rotan dan jenis daun pandan tertentu. Jenis rotannya 
adalah Rotan Manau, Sego, Jernang, Kesur, dan Rumbai. Rotan ini umumnya digunakan untuk 
kerajinan ambung, keranjang, lukah dan kursi. 
 

Rencana Tahun 2023 Realisasi Tahun 2023 Bobot
Biaya (Rp) Biaya (Rp) %

1 2 3 4 5 6

Kelola Sosial
1 Pembinaan Pembangunan Penyaluran Infrastruktur Pemukiman (Rupiah x 1000) 288.400Rp                   722.028Rp                    250,36
2 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur sarana Pendidikan (Rupiah x 1000) 65.600Rp                      22.837Rp                      34,81
3 Pembangunan penyaluran Infrastruktur sarana Peribadatan (Rupiah x 1000) 202.500Rp                   70.186Rp                      34,66
4 Pembinaan Pembangunan Penyaluran Infrastruktur Sarana Kesehatan (Rupiah x 1000) -Rp                                 
5 Pembinaan Peningkatan SDM Pelatihan dan Penyuluhan (Rupiah x 1000) 16.000Rp                      1.500Rp                         9,38
6 Pembinaan Ekonomi Koperasi atau Pembentukan Badan Usaha (Rupiah x 1000) -Rp                                 
7 Pembinaan Kelembagaan kewirausahaan (Rupiah x 1000) 85.000Rp                      25.850Rp                      30,41
8 Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bantuan dan Subsidi (Rupiah x 1000) -Rp                                 
9 Pembinaan Kelembagaan Pangan (Rupiah x 1000) 370.000Rp                   8.430Rp                         2,28

10 Pembinaan Pembangunan Penyaluran Infrastruktur Sarana Olahraga (Rupiah x 1000) 23.750Rp                      3.320Rp                         13,98
11 Bantuan Sosial dan keagamaan Perayaan hari besar Keagamaan (Rupiah x 1000) 198.450Rp                   65.125Rp                      32,82
12 Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan Perlengkapan Ibadah (Rupiah x 1000) 19.500Rp                      1.600Rp                         8,21
13 Bantuan kemasyarakatan (Rupiah x 1000) 121.900Rp                   253.043Rp                    207,58
14 Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan Keadatan (Rupiah x 1000) 5.220Rp                        -Rp                                  
15 Bantuan Kepemudaan (Rupiah x 1000) 43.250Rp                      10.000Rp                      23,12
16 Bantuan Pelayanan Kesehatan (Rupiah x 1000) 36.000Rp                      1.000Rp                         2,78
17 Bantuan Pengelolaan Lingkungan (Rupiah x 1000) 1.376.915Rp                1.771.491Rp                128,66
18 Peningkatan SDM bantuan dan subsidi (Rupiah x 1000) 162.800Rp                   50.100Rp                      30,77

Total Kegiatan
1. Dana (Rupiah x 1000) 3.015.285Rp                3.006.511Rp                99,71

Lokasi Kegiatan :

Sasaran Pembangunan dan Jenis Kegiatan SatuanNo

Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi, Kab. Batanghari, Kab. Tebo dan Kota Jambi
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Tabel 20. Jenis-Jenis HHBK Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat  
No Jenis HHBK Pemanfaatan 

Sub Sisten Komersial 
1  Madu   √ 
2  Ikan  √ √ 
3 Bambu  √ √ 
4  Rotan   √ 
5  Rumput  √  

Sumber: Laporan HHBK Community Development 2023 
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Tabel 21. Laporan Pendataan Masyarakat yang Mengusahakan HHBK areal PT. WKS 

 
Sumber : Laporan Pemanfaatan HHBK Tahun 2023 
 

Dalam rangka berbagi keuntungan dengan masyarakat sekitar konsesi, perusahan melakukan 
kemitraan dengan skema pemberdayaan melalui program Creating Shared Value (CSV).  Salah 
satu bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan dari tahun 2016 sampai 2023 adalah kerjasama 
dalam penyediaan pupuk kompos untuk pupuk dasar tanaman HTI. Kerjasama ini dilakukan 
oleh perusahaan dengan Kelompok Tani (KT) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Detail 
produksi kompos yang terserap oleh perusahaan, nilai manfaat, unit produksi, keterlibatan 
masyarakat dan mitra usaha adalah sebagai berikut: 
 

  

LOKASI 
PENGAMBILAN

JENIS HHBK
PRODUKSI RATA-RATA 

(KG/BULAN)
KELOMPOK PEMANFAAT DESA ASAL

DI Madu Budidaya 4.200                                  KT. Buana Mas Ds. Purwodadi
DI Madu Budidaya 3.000                                  KT. Kerja Bersama Ds. Sungai Keruh
DI Ikan 120                                      KT. Bayas Ds. Terjun Gajah
DI Rumput 8.000                                  KT. Mekar jaya Ds.  Dataran Kempas
DI Rumput 6.000                                  KT. Jaya Mandiri Ds. Terjun Gajah
DI Rumput 8.000                                  KT. Mekar Tanjung Ds. Delima
DI Rotan 900                                      KT. Kemang Indah Ds. Serdang jaya
DII Madu Budidaya 1.000                                  KT. Bejo Bintang Tujuh Ds. Bhakti Idaman
DII Madu Budidaya 100                                      KT. Tim Lebah Jambi Ds. Pematang Lumut
DII Madu Budidaya 138                                      KT. Lebah Madu Alami Ds. Terjun Gajah
DIII Rumput 12.000                                KT. Sejahtera Ds. Kemang Manis
DIV Rumput 1.972                                  KT. Benanak Hijau Ds. Tanjung Benanak
DIV Rumput                                     1.600 KT. Pati Geni Ds. Sungai Papauh
DIV Rotan 1.922                                  KT. Rotan jaya Ds. Merlung
DV Madu Alam 40                                        KT. Abdullah Ds. Teluk Pengkah
DV Madu Budidaya 200                                      KT. Margo Rukun Ds. Margo Rukun
DV Madu Budidaya 400                                      KT. Pengajuan Ratib Baitussaadah Ds. Rawa Medang
DV Madu Budidaya 500                                      KT. Teluk Lisai Bermadu Ds. Kampung Baru
DV Ikan 50                                        KT. Asman Ds. Dusun Kebun
DV Ikan 60                                        KT. Rawang Kempas Ds. Rawang Kempas
DV Rumput 8.000                                  KT. Kempas Sejahtera Ds. Rawang Kempas
DV Rumput 2.800                                  KT. Dusun Kebun Ds. Dusun Kebun
DV Rumput 4.800                                  KT. Ternak Bersama Ds. Dusun Kebun
DV Rumput 2.800                                  KT. Pematang Tembesu Ds. Pematang Tembesu
DV Rumput 1.600                                  KT. Teluk Pulai Ds. Kelagian
DV Rumput 5.600                                  KT. Panoban Ds. Sungai Panoban
DV Rumput 5.200                                  KT. Rawang Kempas Ds. Rawang Kempas
DV Rumput 3.600                                  KT. Rawang Medang Ds. Rawa Medang
DV Rumput 5.200                                  KT. Sri Agung Ds. Sri Agung
DV Rumput 3.600                                  KT. Suban Ds. Suban
DV Rumput 1.600                                  KT. Batu Ampar Ds. Sungai Panoban
DV Rumput 1.200                                  KT. Sungai badar Ds. Sungai Badar
DV Rotan 300                                      KT. Karya Mandiri Ds. Margo Rukun
DVI Madu Budidaya 7.000                                  KT. Pematang Tungkung Ds. Kelagian
DVI Madu Budidaya 6.000                                  KT. Usaha Mandiri Ds. Sungai Rambai
DVI Rumput 2.300                                  KT. Mufakat Ds. Kelagian
DVII Madu Budidaya 600                                      KT. Tunas Harapan Ds. Pematang Rahim
DVII Madu Budidaya 40                                        KT. Berkah Abadi Ds. Tanjung Katung
DVII Madu Budidaya 500                                      KT. Karya Zabak Ds. Rantau Karya
DVII Madu Budidaya 400                                      KT. Muning Alam Sakti Ds. Danau Lamo
DVII Rumput 18.400                                Sujatman Ds. Kota Baru
DVIII Madu Budidaya 200                                      KT. Sungai Landai Bersatu Ds. Lubuk Mandarsah
DVIII Bambu 600 batang Saiful Ds. Lubuk Mandarsah
DVIII Rumput 500                                      KT. Lubuk Mandarsah Ds. Lubuk Mandarsah
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Tabel 22. Produksi  Pupuk Kompos Kemitraan  dan Keterlibatan Masyarakat Tahun 2016-2023 

 

Sumber : Laporan Tahunan Program Community Development PT. Wirakarya Sakti Tahun 2023 

Evaluasi program sosial menghasilkan catatan sebagai berikut : 
1. Ketergantungan masyarakat terhadap CSR perusahaan semakin tinggi sebagai alternatif 

pengganti program pemerintah.  Fleksibiltas pengelolaan CSR perusahaan telah 
menempatkan perusahaan sebagai alternatif sumber pembiayaan kegiatan sosial 
kemasyarakatan. 

2. Sulitnya memetakan kebutuhan masyarakat mengingat dinamika yang berkembang 
ditengah masyarakat sangat cepat.  Implementasi CSR perusahaan tidak selalu dianggap 

TAHUN PRODUKSI (Kg)
NILAI MANFAAT 

(Rp)
UNIT PRODUKSI

TENAGA KERJA 
(Orang)

MITRA USAHA

2016            131.000 148.685.000 1 15 KT. Mekar Jaya

Total 2016            131.000 148.685.000 1 15

2017 3.463.369 5.635.763.050 1 55 KT. Mekar Jaya

Total 2017 3.463.369 5.635.763.050 1 55

4.888.005 5.547.885.675 4 105 Gerbang Nusantara

7.361.414 8.355.204.890 1 55 KT. Mekar Jaya

1.872.150 2.123.890.250 1 20 Mandiri Sejahtera

2.924.970 3.319.840.950 3 50 Karya Bersama

Total 2018 17.046.539 19.346.821.765 9 230

4.085.400 4.636.929.000 4 87 Gerbang Nusantara

5.128.449 5.820.789.615 1 58 KT. Mekar Jaya

3.164.930 3.592.195.550 1 57 Mandiri Sejahtera

3.646.060 4.138.278.100 3 168 Karya Bersama

Total 2019 16.024.839 18.188.192.265 9 370
2.068.920 1.996.507.800 4 50 Gerbang Nusantara

2.226.980 2.149.035.700 1 55 KT. Mekar Jaya

1.578.130 1.522.895.450 1 20 Mandiri Sejahtera

2.053.040 1.981.183.600 3 50 Karya Bersama

941,454 781.406.820 1 27 Pematang Gadung

505,801 419.814.830 1 15 Panglimo Berambai

Total 2020 9.374.325 8.850.844.200 11 271
3.132.909 3.070.250.820 4 50 Gerbang Nusantara

5.530.800 5.420.184.000 1 55 KT. Mekar Jaya

3.811.059 3.734.837.820 1 20 Mandiri Sejahtera

4.837.000 4.522.595.000 6 50 Karya Bersama

912.874 853.537.190 1 20 Sumber Rejeki

1.500.000 1.455.000.000 2 27 Pematang Gadung

1.405.000 1.362.850.000 1 15 Panglimo Berambai

916.580 884.499.700 1 23 Kemotai Jaya

Total 2021 22.046.222 21.303.754.530 11 271
2.636.358          2.478.176.520 4 60 Gerbang Nusantara

3.205.680          3.078.417.000 2 50 KT. Mekar Jaya

2.046.630          1.949.733.300 5 67 Mandiri Sejahtera

5.468.107          5.175.088.480 5 65 Karya Bersama

1.722.633          1.619.227.020 2 15 Sumber Rejeki

3.800.000          3.838.000.000 2 40 Pematang Gadung

1.147.400          1.158.874.000 5 62 Panglimo Berambai

3.684.200          3.241.225.000 3 32 Kemotai Jaya

Total 2022 23.711.008 22.538.741.320 28 391
2.636.358          2.478.176.520 4 60 Gerbang Nusantara

3.597.794          3.381.926.360 2 50 KT. Mekar Jaya

3.891.810          3.658.301.400 5 67 Mandiri Sejahtera

2.818.871          2.649.738.740 5 65 Karya Bersama

1.078.025          1.013.343.500 2 15 Sumber Rejeki

2.504.000          2.529.040.000 2 40 Pematang Gadung

2.421.241          2.445.453.410 5 62 Panglimo Berambai

5.901.971 5.193.734.480 3 32 Kemotai Jaya

Total 2023 24.850.070 23.349.714.410 28 391

2023

2018

2019

2020

2021

2022
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solusi malahan dapat memicu konflik baru di masyarakat sehingga perlu kehati-hatian agar 
perusahaan tidak terlibat dalam konflik masyarakat. 

3. Kemampuan dan kemauan SDM masyarakat perlu ditingkatkan karena dapat menjadi 
kendala dalam mengembangkan program ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.  

4. Perusahaan harus semakin selektif menerima usulan masyarakat, agar program dapat 
mensejahterakan masyarakat serta mau dan mampu dilaksankaan oleh masyarakat sendiri 
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V. RENCANA KELOLA TAHUN 2024 

A. Aspek Produksi 
Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, untuk RKT PT. WKS memiliki 
periode waktu pada bulan Januari-Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi 
untuk tahun 2024. 

Tabel 23. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2024 

No Parameter Rencana  
1 Produksi Bibit (Batang) 78,715,823 

1 Tanam (Ha) 48,049 

2 Tebang (Ha) 42,487 

3 Produksi (M3) 4,488,579.98 

4 
Survey Permanen Sample Plot (PSP)  
a. Jumlah Plot 418 
b. Luas (Ha) 8.205,2 

Sumber : Data RKT 2024 dan PnD 
 

B. Aspek Ekologi 
Tabel 24. Rencana Kegiatan Aspek Lingkungan pada HCV-HCS Tahun 2024 

No Uraian Satuan Volume Lokasi 

1 Penataan batas kawasan lindung      

  a. Monitoring/penegasan batas (NKT 1.1, 
NKT 3) Km 98 KSS, KPPN, KPSL, Koridor Satwa 

  b. Pemasangan Pal/tanda batas (NKT 1.1, 
NKT 3) Pcs 70 KSS, KPPN, KPSL, Koridor Satwa 

2 Monitoring HCV HCS     

  

a. Monitoring kawasan perlindungan (NKT 
1.1, NKT 3) Paket 12 Areal konsesi termasuk kawasan 

perlindungan HCV HCS 
b. Monitoring Flora (NKT 1.1, 1.2, 1.3) Paket 1 Areal HCV HCS 
c. Monitoring Fauna (NKT 1.1, 1.2, 1.3) Paket 1 Areal HCV HCS 
     perjumpaan satwa liar Hari - Areal Konsesi, Tentatif 
d. Monitoring HCS (NKT 1.1, 1.2, 1.3, NKT 3) Plot 162 Areal HCS (HK & BT) 
e. Monitoring HHBK (NKT 5) Paket 1 KPNKT 5 
f.  Monitoring NKT 6 Paket 1 KPNKT 6 

3 Pemulihan Ekosistem Gambut    
 a. Revegetasi dengan penanaman Ha - - 

 b. Suksesi Alami Ha   
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No Uraian Satuan Volume Lokasi 

4 Sosialisasi dan Edukasi     

  a. Sosio-edukasi, penyuluhan dan pelatihan Paket 10 Camp karyawan, Camp 
kontraktror, masyarakat sekitar 

5 Perlindungan HCV HCS     

  
a. Pemasangan papan informasi dan 
larangan-Patroli pengamanan rutin (NKT 1, 
2, 3, 4) 

Pcs 85 Areal konsesi dan kawasan 
lindung 

  b. Patroli pengamanan rutin (NKT 1, 2, 3, 4, 
5, 6) Hari 360 Areal konsesi dan kawasan 

lindung 

  c. Pengendalian kebakaran (NKT 4.3) Hari 360 Areal konsesi dan kawasan 
lindung 

6 Stakeholder Engagement     
  Mitigasi konfli satwa liar kali 12 Tentatif adanya konflik  satwa liar 

Sumber : Data ENV 2024 

 

Tabel 25. Rencana Kegiatan Aspek Lingkungan Tahun 2024 
No Aspek Jenis Kegiatan 
1 Sertifikasi hutan Memastikan tidak terdapat temuan major terhadap kinerja operasional di 

distrik/lapangan dalam : 
1. Sertifikasi  mandatory 
2. Sertifikasi voluntary 

2 Fire Managemen 
untuk menuju 
zero fire 

Menjalankan pola pencegahan kebakaran di dalam maupun di luar konsesi 
Pemenuhan standar peralatan PBK dan RPK sesuai regulasi, ICS dan kebutuhan  
Menjalankan SOP dan  administrasi fire management 
Training serifikasi Tim RPK 

3 Penguatan fungsi 
Dept HSE 

Memperkuat budaya K3 dan fungsi control K3 disemua distrik dan bidang operasional 
Pemenuhan standar APD 
Menjalankan program untuk mengurangi penyakit terbesar pekerja 
Menjalankan dan memperkuat implementasi ketentuan RKL - RPL 
Penyediaan sarana prasarana untuk tenaga kerja sesuai standar compliance  
Training dan sosialiasi pemahaman forest compliance, K3 dan fire management 
sampai tingkat kontraktor 

Sumber : Data FS-HSE dan FOM 2024 
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C. Aspek Sosial 
 
Tabel 26. Rencana Kegiatan Aspek Sosial Tahun 2024 

 
Sumber : Data SCE 2024 

 
 
 
  

Rencana Tahun 2024
Biaya (Rp)

1 2 3 4

Kelola Sosial
1 Pembinaan Pembangunan Penyaluran Infrastruktur Pemukiman (Rupiah x 1000) 203.400Rp                   
2 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur sarana Pendidikan (Rupiah x 1000) 87.000Rp                      
3 Pembangunan penyaluran Infrastruktur sarana Peribadatan (Rupiah x 1000) 215.000Rp                   
4 Pembinaan Pembangunan Penyaluran Infrastruktur Sarana Kesehatan (Rupiah x 1000) -Rp                                 
5 Pembinaan Peningkatan SDM Pelatihan dan Penyuluhan (Rupiah x 1000) 15.000Rp                      
6 Pembinaan Ekonomi Koperasi atau Pembentukan Badan Usaha (Rupiah x 1000) -Rp                                 
7 Pembinaan Kelembagaan kewirausahaan (Rupiah x 1000) 27.000Rp                      
8 Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bantuan dan Subsidi (Rupiah x 1000) -Rp                                 
9 Pembinaan Kelembagaan Pangan (Rupiah x 1000) 266.500Rp                   

10 Pembinaan Pembangunan Penyaluran Infrastruktur Sarana Olahraga (Rupiah x 1000) 20.000Rp                      
11 Bantuan Sosial dan keagamaan Perayaan hari besar Keagamaan (Rupiah x 1000) 251.750Rp                   
12 Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan Perlengkapan Ibadah (Rupiah x 1000) 2.000Rp                        
13 Bantuan kemasyarakatan (Rupiah x 1000) 316.020Rp                   
14 Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan Keadatan (Rupiah x 1000) -Rp                                 
15 Bantuan Kepemudaan (Rupiah x 1000) 30.500Rp                      
16 Bantuan Pelayanan Kesehatan (Rupiah x 1000) 50.000Rp                      
17 Bantuan Pengelolaan Lingkungan (Rupiah x 1000) 1.324.212Rp                
18 Peningkatan SDM bantuan dan subsidi (Rupiah x 1000) 110.900Rp                   

Total Kegiatan
1. Dana (Rupiah x 1000)  Rp                2.919.282 

Lokasi Renca Kegiatan:

Sasaran Pembangunan dan Jenis Kegiatan Satuan

Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi, Kab. Batanghari, Kab. Tebo dan Kota 
Jambi

No
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VI. PENUTUP 
 

 Ringkasan pengelolaan hutan PT. WKS disiapkan untuk para pihak, supaya para pihak dapat 
mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan yang ada di wilayah PT. WKS 
menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial. Ringkasan 
pengelolaan hutan PT. WKS ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. WKS pada 
tahun 2023 dan rencana kegiatan untuk tahun 2024 

 Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan 
yang ada pada PT. WKS. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para 
pihak sehingga kami dapat mengelola hutan dengan prinsip kelestarian produksi, keberlangsungan 
ekologi dan manfaat sosial secara proporsional. 



 
 

 

 
 

APP’s Forest Conservation Policy 
 

 
Effective February 1st 2013 this policy applies to: 

1. APP and all its suppliers in Indonesia. 

2. Any Indonesian fibre utilised by APP’s mills elsewhere, including China 

3. All future expansion. 

 
High Conservation Value (HCV) and High Carbon Stock (HCS) Forests: 

 
Policy commitment 1: APP and its suppliers will only develop areas that are not forested, as 

identified through independent HCV and HCS assessments: 

• From 1st February 2013 all natural forest clearance has been suspended whilst HCV and HCS 

assessments are completed. No further clearance of areas identified as forest will take place. 

• APP has conducted an initial assessment of all of its supply chain. It has prioritised HCV and HCS 

assessments in those concessions that up to now have been supplying the company with natural 

forest fibre. HCV and HCS areas will be protected. 

• On HCS work has started to identify the area and quality of forest cover. Satellite analysis, 

backed up by field work, will identify areas that will be protected as well as low carbon areas 

that can be developed as plantations. 

• The HCS approach distinguishes natural forest from degraded lands with only small trees, scrub, 

or grass remaining. It separates vegetation into 6 different classes (stratification) through the 

combination of analysing satellite images and field plots. These thresholds are known in 

Indonesia as: High Density Forest (HK3), Medium Density Forest (HK2), Low Density/older 

regenerating Forest (HK1), Old Scrub/regenerating forest (BT), Young Scrub (BM), and 

Cleared/Open Land (LT). APP’s threshold for HCS will be defined, following field analysis, within 

the category referred to as old scrub (BT). 

• Any existing natural forest logs within APP’s supply chain cut before 1st February 2013, such as 

stocks in log yards, will be utilised by its mills. Any fibre cleared from land which is not forest, 

such as scrub land, will also be utilised by its pulp mills. 

• APP will withdraw from all purchase and other agreements with any supplier who is found not to 

be in compliance with these commitments. 

• These commitments are being monitored by The Forest Trust. APP will welcome independent 3rd 

party observers to verify the implementation. 

 
Peatland management 

 
Policy commitment 2: APP will support the Government of Indonesia’s low emission development 

goal and its target to reduce greenhouse gas emissions. This will be achieved by: 

• Ensuring that forested peatland is protected as part of its commitment to maintain HCV and HCS 

forests. 

• Best practice management to reduce and avoid GHG emissions within the peatland landscape. 

As part of achieving this, no further canal or other infrastructure activities will take place within 



 
 
 
 

undeveloped suppliers’ concessions on non-forested peatland until independent HCV 

assessments including input from peat experts has been completed. 

 
Social and community engagement 

 
Policy commitment 3: In order to avoid and resolve social conflicts across its supply chain APP will 

actively seek and incorporate input and feedback from a wide range of stakeholders, including civil 

society,as it implements the following set of principles: 

• Free, Prior and Informed Consent of indigenous people and local communities 

• Responsible handling of complaints 

• Responsible resolution of conflicts 

• Open and constructive dialogue with local, national and international stakeholders 

• Empowering community development programs 

• Respecting human rights 

• Recognising and respecting the rights of its workers 

• Compliance with all relevant laws and internationally accepted certification principles and 

criteria 

 
Where new plantations are proposed, APP will respect the rights of indigenous peoples and local 

communities, including recognition of customary land rights. APP has committed to independent 

HCV assessments as part of this commitment and will, in consultation with stakeholders, develop 

further measures to implement FPIC. 

 
APP will consult with NGOs and other stakeholders to ensure that its protocols and procedures for 

FPIC and conflict resolution are in accordance with international best practice. 

 
Third party suppliers 

 
Policy commitment 4: APP sources fibre from all around the world and is developing measures to 

ensure that this sourcing supports responsible forest management. 

 
If you need additional information or clarification, please contact us at environment@app.co.id or go 

to our website – www.asiapulppaper.com. 
 

Asia Pulp & Paper group (APP) is a trade name for a group of pulp and paper manufacturing 

companies in Indonesia and China. The APP group of companies is one of the world’s leading pulp 

and paper manufacturer and is ranked as one of the largest vertically integrated pulp & paper 

producer in the world. 

 

 
APP 

Developed: Jakarta, February 2013 

mailto:environment@app.co.id
http://www.asiapulppaper.com/


 

 

KOMITMEN KEBERLANJUTAN 
 
 
 

Komitmen ini berlaku untuk: 
Operasional dan mitra bisnis termasuk pemasok PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut 
“Perusahaan”). 
 
Sebagai suatu bisnis yang mengandalkan sumber daya alam, Perusahaan berkomitmen 
untuk mengelola dan menanggulangi resiko dan peluang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola 
(Environment, Social and Governance/ESG) terkait dalam operasinya. 
 
Perusahaan berkomitmen untuk:  
1. Lingkungan 

1.1 Tidak melakukan praktik deforestasi dalam rantai pasokannya melalui penerapan 

Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management/SFM) di seluruh konsesi 

pemasok kami. Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Konservasi 

Hutan APP (Forest Conservation Policy/FCP) dan Kebijakan Produksi dan Pasokan 

Kayu Bahan Baku Serat Perusahaan (Production and Supply of Wood Fibre Raw 

Material Policy). 

1.2 Memastikan perlindungan terhadap kawasan Nilai Konservasi Tinggi/NKT (High 

Conservation Value/HCV) dan/atau Stok Karbon Tinggi/SKT (High Carbon 

Stock/HCS), termasuk keanekaragaman hayatinya. Komitmen ini dapat dilihat lebih 

lanjut dalam Kebijakan Konservasi Hutan APP (Forest Conservation Policy/FCP). 

1.3 Menerapkan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan (Fire 

Prevention and Management Policy) di seluruh operasionalnya dan secara aktif 

terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. 

1.4 Menerapkan sistem manajemen lingkungan yang kuat sesuai dengan standar 

nasional dan global di seluruh operasinya. Komitmen ini dapat dilihati lebih lanjut 

dalam Kebijakan Lingkungan Perusahaan (Environmental Policy). 

 

 

2. Sosial 

2.1 Menghormati hak asasi manusia dengan mematuhi konvensi dan standar 

internasional yang telah diratifikasi di negara-negara tempat Perusahaan beroperasi. 

Komitmen ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia 

Perusahaan (Human Rights Policy). 

2.2 Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk mencegah terjadinya 

kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi 

seluruh pekerja dan pengunjung. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan 

Keselamatan dan Kesehatan Perusahaan (Health and Safety Policy). 

2.3 Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan 

keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya. 

 



 

 

 

2.4 Melakukan penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak sosial di seluruh 

operasionalnya dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan 

masyarakat di sekitar area operasional Perusahaan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut 

dalam Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility/CSR Policy) dan Kebijakan Lingkungan Perusahaan (Environmental 

Policy). 

 

 

3. Tata Kelola 

3.1 Menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance/GCG) — transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan 

keadilan di seluruh operasional bisnis Perusahaan. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut 

dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Governance Policy). 

3.2 Melarang segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku 

pekerja. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi 

Perusahaan (Anti-Bribery and Corruption Policy). 

3.3 Memastikan mitra bisnis termasuk pemasoknya mematuhi komitmen dan kebijakan 

Perusahaan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan (Suppliers 

Code of Conduct/SCoC). 

3.4 Menyediakan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah 

atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Hal ini 

dapat dilihat lebih lanjut dalam Kebijakan Penanganan Keluhan Perusahaan 

(Grievance Policy). 

 

 

4. Transparansi 

4.1 Untuk memastikan dan menilai pelaksanaan komitmen tersebut, Perusahaan1 telah 

menetapkan berbagai target keberlanjutan sesuai dengan Visi Peta Jalan 

Keberlanjutan APP 2030 (Sustainability Roadmap Vision/SRV 2030). Fungsi Forest 

Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE) ditunjuk untuk 

mengoordinasikan pelaksanaan sehari-hari program Lingkungan, Sosial, dan Tata 

Kelola (Environmental, Social and Governance/ESG) Perusahaan untuk mencapai 

komitmen Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social and 

Governance/ESG) Perusahaan dan memastikan bahwa ekspektasi kinerja konsisten 

dengan Visi Peta Jalan Keberlanjutan 2030 (Sustainability Roadmap Vision/SRV 

2030). 

 

 

 

 

                                                        
1 Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Governance Policy)  



 

 

 

4.2 Untuk memastikan transparansi, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan 

pemantauan, evaluasi, konsultasi, dan pelaporan berkala tentang kemajuan 

keberlanjutannya dan terus melakukan dialog aktif dengan para pemangku 

kepentingannya. 

Selain komitmen utama yang dirujuk dalam dokumen ini, Perusahaan telah menetapkan 

kebijakan yang membahas komitmen utama tersebut. 

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan 

kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya, untuk memastikan pemahaman yang 

jelas tentang kebijakan dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan dan target 

keberlanjutannya. 

 

Jambi,  

Update terakhir: 25 Maret 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KEBIJAKAN LINGKUNGAN 
(“KEBIJAKAN”) 

 
 
 
 

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Mencapai Kinerja Lingkungan yang Lebih Baik 
PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk menerapkan 
pembangunan yang berkelanjutan di seluruh operasional kami, melalui pencapaian kinerja 
lingkungan yang lebih baik termasuk mengelola sumber daya yang tersedia secara 
bertanggung jawab, dan meminimalkan dampak lingkungan. 
 
Operasional  dan Mitra Bisnis Perusahaan 
Operasional dan mitra bisnis kami termasuk pemasok harus mematuhi seluruh peraturan 
dan perundang-undangan, persyaratan serta standar yang berlaku tentang pengelolaan 
dan perlindungan lingkungan yang berlaku di wilayah kami beroperasi. 

 
2. Pendekatan Perusahaan 

Untuk memenuhi komitmen lingkungan tersebut: 
2.1 Kami menerapkan standar yang diakui secara internasional seperti Sistem 

Manajemen Lingkungan (Environmental Management System) ISO 14001 dan lain-
lain  untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan 
mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan. 

2.2 Kami melakukan pengelolaan limbah (Bahan Berbahaya dan  Beracun/B3, non-B3) 
dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah dan meminimalkan pencemaran 
tanah, air dan udara. 

2.3 Kami melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-
GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio 
energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan 
mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan. 

2.4 Kami memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia sesuai dengan peraturan 
dan perundang-undangan nasional dan standar internasional yang dirancang untuk 
melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. 

2.5 Kami memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang kami produksi dan pasok 
memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan Kebijakan Produksi dan Pasokan 
Kayu Bahan Baku Serat Perusahaan (Production and Supply of Wood Fibre Raw 
Material Policy).  

2.6 Kami menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest 
Management/SFM), termasuk perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi 
Tinggi/NKT (High Conservation Values/HCV) dan Stok Karbon Tinggi/SKT (High 
Carbon Stock/HCS) di area konsesi Perusahaan. 

2.7 Kami menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah 
dan memitigasi dampaknya sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pencegahan 
dan Pengelolaan Kebakaran Perusahaan (Fire Prevention and Management Policy). 

2.8 Kami memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional kami. 
2.9 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk 

pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya. 
 



 

 

 
3. Tata Kelola 

3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk 
pemasok. 

3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan 
dalam Kebijakan ini. 

3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam 
mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami 
melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya. 

3.4 Fungsi Forest Sustainability – Health,  Safety and Environment (FS HSE) ditunjuk 
untuk mengoordinasikan pelaksanaan kinerja lingkungan  perusahaan sehari-hari 
sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan 1   secara berkala meninjau progres 
implementasi Kebijakan ini. 

3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan 
kami dengan berbagai cara. 

 
 

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen lingkungan berkelanjutan  perusahaan 
sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (Sustainability 
Commitment). 

 
 
 
Jambi,  
Update terakhir: 25 Maret 2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Governance Policy) 



 

 

 

KEBIJAKAN  

PRODUKSI DAN PASOKAN KAYU BAHAN BAKU SERAT  

("Kebijakan") 

 

 

 

1. Tanggung Jawab Kami terhadap Produksi dan Pasokan Kayu Bahan Baku Serat 

PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menerapkan manajemen yang 

bertanggung jawab sebagai komitmen prioritas terhadap operasional berkelanjutan dan 

perlindungan lingkungan. Kayu bahan baku serat yang diproduksi dan dipasok untuk 

memproduksi produk pulp dan kertas 100% berasal dari kayu hutan tanaman yang 

dikelola secara lestari. 

 

Operasional Perusahaan 

Perusahaan memiliki dasar operasional yang legal sehingga kayu yang diproduksi 

memenuhi prinsip dan indikator legalitas kayu. Perusahaan telah melangkah lebih jauh 

dengan hanya melakukan produksi dan pasokan kayu bahan baku serat yang 

berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan akan: 

1.1. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang berasal dari pengelolaan 

hutan tanaman lestari sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan Konservasi Hutan 

Perusahaan (Forest Conservation Policy/FCP). 

1.2. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang telah diperiksa dan 

diverifikasi dengan benar terkait asal-usulnya yang sah dan/atau sertifikat lacak 

balaknya. 

1.3. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat dengan tidak melanggar hak 

tradisional dan sipil. 

1.4. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak berasal dari areal 

dengan Nilai Konservasi Tinggi/NKT (High Conservation Values/HCV) dan 

melilindungi areal tersebut melalui kegiatan pengelolaan hutannya. 

1.5. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang tidak dibatasi 

perdagangannya, terdaftar pada peraturan pemerintah atau The International Union 

for Conservation of Nature (IUCN) Red List Critically Endangered species atau The 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

(CITES) Appendices I, II and III. 

1.6. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang bukan merupakan hasil dari 

rekayasa genetika (Genetical Modified Organism/GMO). 

1.7. Memproduksi dan memasok kayu bahan baku serat yang dipanen dengan mematuhi 

Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO). 

 
 

 



 

 

 

2. Pendekatan Perusahaan 

Untuk menerapkan Kebijakan ini: 

2.1. Perusahaan akan mempertahankan operasionalnya dengan baik untuk memastikan 

bahwa Perusahaan tidak melakukan kegiatan yang tidak diterima.   

2.2. Perusahaan memastikan bahwa penilaian dampak lingkungan dan penilaian dampak 

sosial telah dilakukan sebelum pengembangan hutan tanaman untuk bahan baku 

serat. Sebagai tambahan penilaian yang diatur oleh Pemerintah, Perusahaan juga 

melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi/NKT (High Conservation Values/HCV) 

sesuai dengan metodologi HCV Resources Network dan penilaian Stok Karbon Tinggi 

(High Carbon Stock/HCS). 

2.3. Perusahaan memastikan bahwa kewajiban sertifikasi yang dipersyaratkan telah 

dipenuhi. 

2.4. Perusahaan mengikuti dan memenuhi seluruh indikator dalam Evaluasi dan Penilaian 

Resiko Pemasok (Supplier Evaluation and Risk Assessment/SERA) untuk 

memastikan pemenuhan terhadap Komitmen Keberlanjutan Perusahaan 

(Sustainability Commitment).    

 

 

3. Tata Kelola 

3.1. Kebijakan ini berlaku untuk operasional Perusahaan. 

3.2. Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan 

dalam Kebijakan ini. 

3.3. Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya. Untuk 

memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi 

secara berkala terhadap progresnya. 

3.4. Fungsi Harvesting Control ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sehari-hari 

dari proses pengadaan dan pengolahan serat yang bertanggung jawab sesuai dengan 

Kebijakan ini. Perusahaan1 secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan 

ini. 

3.5. Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan 

kami dengan berbagai cara. 

 

 

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen non-deforestasi Perusahaan sebagaimana 

tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (Sustainability Commitment). 

 

 

Jambi,  

Update terakhir: 25 Maret 2024 

                                                        
1 Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Governance Policy)  
  



 

 

KEBIJAKAN  

PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN KEBAKARAN 

("Kebijakan") 

 

 
1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Mencegah dan Mengelola Kebakaran 

PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari tanggung jawabnya 
untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tempatnya beroperasi 
berdasarkan praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran. Kami berkomitmen untuk 
mencegah dan mengelola kebakaran hutan dan lahan. 
 
Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest 
Management/SFM), termasuk penerapan Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan 
(Integrated Fire Management/IFM): 
1.1 Kami mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan. 
1.2 Kami tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan. 
1.3 Kami secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau 

mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi. 
1.4 Kami terus meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan 

keterampilan petugas pemadam kebakaran kami. 
1.5 Kami secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas 

lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah 
kebakaran di area konsesi. 

1.6 Kami mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran kami ke dalam 
pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu 
Perusahaan (Integrated Fire Management/IFM). 
 
 

2. Pendekatan Perusahaan 

2.1 Pendekatan kami dalam menerapkan pencegahan dan pengelolaan kebakaran hutan 
dan lahan dengan mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan 
pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global 
terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, 
Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (Prevention, Preparation, Early Detection 
and Rapid Response). 

2.2 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku 
kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Tata Kelola 

3.1 Kebijakan ini berlaku di seluruh area konsesi Perusahaan. 
3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan 

dalam Kebijakan ini. 
3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam 

mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami 
melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya. 

3.4 Fungsi Fire Operation Management ditunjuk untuk mengkoordinasikan penerapan 
sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (Integrated Fire 
Management/IFM) sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan 1  secara 
berkala meninjau progress implementasi Kebijakan ini.  

3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan 
kami dengan berbagai cara. 

 

 
Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran hutan, lahan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (Sustainability 
Commitment) dan Kebijakan Lingkungan (Environmental Policy). 
 
 
 
Jambi,  
Update terakhir: 25 Maret 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
1 Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Governance Policy) 



 

 

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA 
(“Kebijakan”) 

 
 

 
1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia 

PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari tanggung jawabnya 
untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasional kami, sebagaimana 
ditetapkan dalam International Bill of Human Rights dan prinsip-prinsip tentang hak-hak 
dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (International Labour 
Organization/ILO) yang tertuang dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar 
di Tempat Kerja. Kami berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja dan 
masyarakat di sekitar operasional kami serta para pemangku kepentingan lainnya sesuai 
dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs on BHR). 

 
Pekerja Perusahaan 
1.1 Kami mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi ILO Nomor 

138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum (Minimum Age Convention, 1993 (No. 138)) 

dan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera 

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Prohibition and 

Immediate Action for the Elimination of Worst Forms of Child Labour Convention, 

1999 (No. 182)). 

1.2 Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan 

kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan 

khusus. 

1.3 Kami mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat 

kerja. Kami memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang 

memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan 

lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka. 

1.4 Kami mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di 

masyarakat. 

1.5 Kami menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat 

pekerja sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan 

Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi (Freedom of Association and 

Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)) Konvensi ILO Nomor 

98 Tahun 1948 ILO Right to Organize and Collective Bargaining, 1948 (No. 98)) 

tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. 

1.6 Kami tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional kami. Hal ini 

secara tegas berarti bahwa tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk 

mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena 

perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, 

dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya. 

 



 

 

 

1.7 Kami mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan 

peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah kami beroperasi. 

1.8 Kami mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan 

undang-undang yang berlaku di wilayah kami beroperasi. 

1.9 Kami menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan (Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja/K3) di area operasional kami. 

1.10 Kami menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja kami. 

1.11 Kami memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan 

pengetahuan pekerja kami melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan 

pendidikan tambahan. 

1.12 Kami menghormati privasi pekerja kami dan tidak akan menggunakan informasi 

pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, 

menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode 

Etik Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct/BCoC) dan 10 prinsip yang 

ditetapkan United Nations Global Compact (UNGC). 

1.13 Kami mewajibkan mitra bisnis/pemasok kami untuk menghormati hak asasi manusia 

sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok 

Perusahaan (Supplier Code of Conduct/SCoC). 

 

Komunitas dan Masyarakat Adat 

1.14 Kami menyadari pentingnya hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat 

berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum 

dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat 

(Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)). 

1.15 Kami menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan 

keterlibatan pemangku kepentingan. 

 

2. Pendekatan Perusahaan 

Pendekatan yang diimplementasikan Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia 
berpedoman pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs on BHR): 
2.1 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku 

kepentingan eksternal yang relevan serta kelompok yang berpotensi terdampak 

terutama kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi. 

2.2 Kami melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, 

mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh 

operasi kami. 

2.3 Sepanjang proses uji tuntas kami, organisasi yang kami tunjuk melibatkan kelompok 

yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk 

membantu kami mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak kami dengan lebih 

baik. 

 



 

 

 

2.4 Kami menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak 

asasi manusia yang mungkin telah kami sebabkan atau berperan di dalamnya. 

2.5 Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang 

tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan (Mekanisme Penanganan 

Keluhan/Grievance Mechanism). Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa 

pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui Mekanisme Penanganan Keluhan 

atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan. 

2.6 Kami mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan hak asasi 

manusia yang tedampak akibat tindakan atau peran kami. 

2.7 Kami tidak menoleransi kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan 

perselisihan. 

 

3. Tata Kelola 

3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk 

pemasok. 

3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan 

dalam Kebijakan ini. 

3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam 

mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami 

melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya. 

3.4 Fungsi Human Resources, Fungsi Social and Community Engagement ditunjuk untuk 

mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sehari-hari sesuai 

dengan Kebijakan ini. Perusahaan1 secara berkala meninjau progres implementasi 

Kebijakan ini. 

3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan 

kami dengan berbagai cara. 

 
Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menghormati hak asasi 
manusia di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan 
(Sustainability Commitment). 
 
 
 
Jambi,  
Update terakhir: 25 Maret 2024 
 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Sebagaimana dimaksd dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Governance Policy) 



 

 

KEBIJAKAN JAM KERJA 

(“Kebijakan”) 
 

 

1. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Upaya Melindungi Pekerja Terhadap Jam Kerja 

PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen dalam jangka 

panjang untuk melakukan bisnis dengan integritas termasuk di dalamnya komitmen 

terhadap perlindungan pekerja terhadap jam kerja. Komitmen ini sesuai dengan undang-

undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah kami beroperasi dan 

sejalan dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia Perusahaan (Human Rights Policy). Untuk 

mencapai tujuan tersebut: 

1.1 Kami menerapkan jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat 
puluh) jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.  

1.2 Kami menerapkan kerja bergilir (shift) di beberapa area produksi dengan waktu 
istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus. 

1.3 Kami menerapkan istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 
(tujuh) hari kerja. 

1.4 Kami menerapkan laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang 
tersedia. 

1.5 Kami menerapkan bagi pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per 
minggu atau bekerja pada hari libur akan dihitung sebagai lembur. Lembur diterapkan 
atas persetujuan pekerja terlebih dahulu. Perhitungan upah lembur/upah premium 
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

 

2. Pendekatan Perusahaan 

Pendekatan yang kami gunakan untuk memenuhi tujuan kami: 

2.1 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja di area operasional 

Perusahaan. 

2.2 Kami memberlakukan kebijakan ini tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan 

bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan/hak yang sama sesuai prosedur yang 

berlaku. 

2.3 Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang 

tersedia bagi seluruh pekerja (Mekanisme Penanganan Keluhan/Grievance 

Mechanism). Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang 

menyampaikan kekhawatiran melalui Mekanisme Penanganan Keluhan atau 

berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Tata Kelola 

3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk 

pemasok. 

3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional kami berasal dari ketentuan dalam 

Kebijakan ini. 

3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam 

mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami 

melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya. 

3.4 Fungsi Human Resources ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program 

perlindungan pekerja terhadap jam kerja di Perusahaan sehari-hari sesuai dengan 

Kebijakan ini. Perusahaan1 secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan 

ini. 

3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan 

kami dengan berbagai cara.  

 

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam melindungi pekerja di 

seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan 

(Sustainability Commitment). 

 

Jambi,  

Update terakhir: 25 Maret 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Governance Policy)  



 

 

 
KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

("Kebijakan") 
 

 

1. Tanggung Jawab Perusahaan pada Komitmen Sosial 

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) PT. 

Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut “Perusahaan”) sesuai dengan persyaratan yang 

berstandar lokal dan global dan bertujuan untuk memastikan kegiatan operasionalnya 

beroperasi secara etis, dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, sosial dan 

ekonomi, serta lingkungan. Kami mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Sustainable Development Goals/UNSDGs) 

sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut: 

 

1.1 Kami menjunjung tinggi standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

(Good Corporate Governance/GCG), sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola 

Perusahaan (Governance Policy). 

1.2 Kami mendorong mitra bisnis termasuk pemasok di seluruh rantai pasokan kami, 

untuk mengikuti praktik tata kelola yang baik. 

1.3 Kami menerapkan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang- 

undangan yang berlaku di wilayah kami beroperasi, yang sesuai dengan Kebijakan 

Hak Asasi Manusia Perusahaan (Human Rights Policy). 

1.4 Kami meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis kami untuk melindungi 

dan melestarikan lingkungan tempat kami beroperasi sesuai dengan Kebijakan 

Lingkungan Perusahaan (Environmental Policy). 

1.5 Kami mematuhi keamanan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjamin 

pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan (Grievance 

Mechanism), dan melindungi data serta privasi pelanggan. 

1.6 Kami mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar area 

operasional kami melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang 

berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya seperti Desa Makmur Peduli Api 

(DMPA)1, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), berdasarkan konsep Sistem Kehutanan dan Pertanian Terpadu 

(Integrated Forestry and Farming System/IFFS), yang bertujuan untuk mengurangi tekanan pada lahan dan 
risiko kebakaran dengan mendukung masyarakat untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif yang 
menghindari ketergantungan pada hutan dan kebutuhan pembukaan lahan dengan menggunakan api 



 

 

 

Mitra Bisnis Perusahaan 

Kami mendorong mitra bisnis kami termasuk pemasok untuk menerapkan tanggung jawab 

sosial perusahaan dengan beroperasi secara etis, mempertimbangkan aspek hak asasi 

manusia, sosial dan ekonomi, serta lingkungan. 

 

 

2. Pendekatan Perusahaan 

Pendekatan yang kami gunakan untuk mencapai tujuan kami: 

2.1 Kami melakukan penilaian dampak sosial (social impact assessment) dan 

mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan program pemberdayaan 

masyarakat termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan 

program pemberdayaan masyarakat. 

2.2 Kami menghormati budaya dan adat istiadat setempat dalam melakukan pelibatan, 

dan mengelola keadaan darurat, perselisihan, serta konflik secara bertanggung 

jawab. 

2.3 Kami mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku 

kepentingan. 

 

 

3. Tata Kelola 

3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk 

pemasok. 

3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan 

dalam Kebijakan ini. 

3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam 

mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami 

melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya. 

3.4 Fungsi Social and Community Engagement ditunjuk untuk mengoordinasikan 

pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan sehari-hari sesuai dengan 

Kebijakan ini. Perusahaan2 secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan 

ini. 

3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan 

kami dengan berbagai cara. 

 
Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen tanggung jawab sosial Perusahaan 
sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan Perusahaan (Sustainability 
Commitment). 
 

 
Jambi,  
Update terakhir: 25 Maret 2024 

 
                                                        
2 Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Governance Policy)  



 

 

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

(“Kebijakan”) 

 

 
1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menyediakan Lingkungan Kerja yang Aman 

dan Sehat 
PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut “Perusahaan”) menyadari pentingnya 
menjalankan bisnis yang menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, pengunjung 
(mitra bisnis termasuk pemasok, tamu dan lain-lain), dan mematuhi undang-undang 
yang relevan, kode praktik dan persyaratan terkait lainnya. Kami memastikan bahwa 
pengaturan yang tepat tersedia untuk mematuhi seluruh tugas dan memungkinkan 
upaya peningkatan berkelanjutan dalam operasional dan Sistem Manajemen 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). 
 
Operasional dan Mitra Perusahaan   

      Kami berkomitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk 
pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja 
dan pengunjung. Kami juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya 
kerugian harta benda. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh pekerja termasuk 
perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok 
disosialisasikan. 

 
2. Pendekatan Perusahaan  

Perusahaan menerapkan langkah-langkah praktis yang wajar untuk memastikan 
keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengunjung: 
2.1 Kami mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya 

terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 
2.2 Kami menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 

Indonesia), Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh 
Internasional (International Labour Organization/ILO) sebagai komitmen terhadap 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

2.3 Kami mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja 
atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai untuk 
meminimalkan resiko, menghindari peluang terjadinya kecelakaan kerja atau 
penyakit akibat kerja dan mengeliminasi bahaya.  

2.4 Kami dengan aktif menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja 
dan perwakilannya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam kegiatan 
operasional kami.  

2.5 Kami memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja 
dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif. 

2.6 Kami melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap 
darurat. 

2.7 Kami menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun 
tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, 
narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan HIV AIDS, Tuberkolosis (TB). 



 

 

Pemeriksaan kesehatan berupa tes HIV AIDS, TB tidak disyaratkan untuk 
kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.  

2.8 Kami menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung 
pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman. 

2.9 Kami melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan 
Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya. 

2.10 Kami melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang 
kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan 
perbaikan berkelanjutan. 

 
Perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(Occupational Health and Safety Management)/SMK3 Indonesia dan Standar 
Internasional ISO 45001 sebagai wujud komitmen kami terhadap keselamatan dan 
kesehatan kerja secara berkesinambungan. 

 
3. Tata Kelola 

3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis Perusahaan, termasuk 

pemasok. 

3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional Perusahaan berasal dari ketentuan 

dalam Kebijakan ini. 

3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam 

mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami 

melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya. 

3.4  Fungsi Forest Sustainability, Health, Safety and Environment Function (FS HSE) 

ditunjuk untuk mengoordinasikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja 

sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan1   secara berkala meninjau 

progres implementasi Kebijakan ini. 

3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan 

kami dengan berbagai cara. 

 
Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menyediakan 
lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagaimana tertuang dalam Komitmen 
Keberlanjutan (Sustainability Commitment). 
 
 
 
Jambi,  
Update terakhir: 25 Maret 2024 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Governance Policy) 



 

 

KEBIJAKAN PENGADAAN 

PT. WIRAKARYA SAKTI 

 (“PERSEROAN” atau “PERUSAHAAN”) 
 

 

 

I. LATAR BELAKANG  

Perusahaan menyadari tanggung jawabnya untuk mengelola keadilan, keterbukaan dan 

daya saing untuk semua pengadaan barang atau jasa di seluruh operasi bisnisnya. 

Perseroan berkomitmen untuk memberikan nilai terbaik untuk uang guna mendukung 

kinerja bisnis kami, sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kode etik yang 

berlaku. 

 

II.  TUJUAN  

Perusahaan mewajibkan seluruh pemasoknya untuk berkomitmen menjalankan etika 

dan kepatuhan bisnis tertinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip Kode Etik Pemasok 

Perseroan (“SCoC”), dengan poin-poin penting sebagai berikut: 

1. Menunjukkan komitmen untuk mematuhi SCoC, dengan mengadopsi SCoC atau 

mengembangkan kode etik mereka sendiri yang setara dengan SCoC. 

2. Menjalankan kegiatan bisnis dan memenuhi semua kewajiban hukum dan kontraktual 

secara jujur, transparan, dan akuntabel. 

3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur hubungan antara 

Perusahaan dengan Pemasok dalam melakukan kegiatan usaha antara lain terkait dengan 

perdagangan, anti monopoli, anti pencucian uang, ketenagakerjaan, dan lain-lain. 

 
III. TATA KELOLA  

 

1. Menetapkan sistem pengadaan yang memadai yang bertujuan untuk memastikan efektivitas 

pelaksanaan kegiatan pengadaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kepatuhan 

terhadap Business Code of Conduct (“BCoC”) Perusahaan dan praktik manajemen terbaik 

pengadaan, yang disesuaikan dengan ukuran pemasok dan risiko terkait. Ini termasuk 

pencegahan yang efektif, pemantauan dan kontrol pelaporan kegiatan pengadaan. 

2. Mengkomunikasikan BCoC kepada pekerjanya dan SCoC kepada pemasoknya melalui 

pelatihan dan/atau diskusi. 

3. Tinjauan rutin oleh Dewan Manajemen Perusahaan untuk penerapan kebijakan 

pengadaannya. 

 

 

 

 
 



 

 

KODE ETIK BISNIS (BUSINESS CODE OF CONDUCT) 

(“BCOC”) 
 
 

Apakah itu BCOC dan Mengapa Kita Harus Mempunyai BCOC? 
 
Di PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya akan disebut sebagai “Perusahaan”), kami 
percaya bahwa mempertahankan standar etika tertinggi adalah salah satu kunci 
penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. 
 
Perilaku keseharian kita dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan 
merupakan kunci untuk menjaga reputasi perusahaan di mata karyawan, pemasok, 
pelanggan, kompetitor, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Kita semua 
wajib untuk menaati hukum, bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta 
bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. 
 
Business Code of Conduct (BCOC) atau Pedoman Perilaku Bisnis merupakan 
seperangkat pedoman untuk membantu Anda sebagai karyawan Perusahaan dan 
pihak lainnya dalam membuat keputusan yang tepat dan beretika di lingkungan kerja, 
serta memastikan kita semua bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai 
perusahaan. BCOC juga merupakan fondasi dari budaya perusahaan yang didasarkan 
pada nilai-nilai kejujuran dan integritas. 
 
Pengecualian dan Modifikasi Aturan: 
Pertentangan antara BCOC dengan peraturan pemerintahan atau hukum setempat 
dapat terjadi. Apabila terdapat perbedaan atau konflik antara peraturan perundang-
undangan, persyaratan hukum setempat, dan/atau standar yang berlaku dengan 
BCOC, maka persyaratan yang lebih ketat yang akan diberlakukan. 
 
 

Siapa Saja yang Harus Mematuhi BCOC? 
 
BCOC ini berlaku untuk semua karyawan Perusahaan, di mana pun ia berada. BCOC 
ini berlaku untuk Anda, baik sebagai karyawan tetap, kontrak, magang, dan siapa pun 
yang bekerja untuk kepentingan Perusahaan. 
 
Kami juga mengharapkan mitra bisnis termasuk pemasok serta pihak ketiga lainnya 
untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai BCOC. 
 
 

Apa Tanggung Jawab Kita Terhadap BCOC? 
 
Sebagai karyawan, Anda mempunyai tanggung jawab untuk: 

• Membaca, memahami, dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang 
terdapat pada BCOC, begitu pula halnya dengan kebijakan perusahaan 
lainnya yang berlaku. 

• Mengikuti pelatihan BCOC setiap tahun untuk perbaharuan pemahaman Anda. 



 

 

• Bertindak dan berperilaku secara konsisten dengan nilai-nilai perusahaan dan 
BCOC. 

• Memastikan pemasok, kontraktor, dan mitra bisnis bertindak secara konsisten 
dengan ketentuan BCOC. 

• Speak Up. Menyampaikan pertanyaan atau kekhawatiran saat Anda memiliki 
keraguan atau mengetahui adanya pelanggaran terhadap BCOC. 

• Bekerja sama sepenuhnya dalam proses audit dan investigasi yang dilakukan. 

 

Sebagai seorang atasan, penyelia (supervisor), manajer lini, kepala departemen, 
kepala divisi, atau pemimpin, Anda mempunyai tambahan tanggung jawab untuk: 

• Memastikan anggota tim membaca, memahami, dan membiasakan diri dengan 
BCOC. Anda bertanggung jawab untuk membantu anggota tim memahami 
BCOC. 

• Memastikan seluruh anggota tim mengikuti pelatihan BCOC setiap tahunnya.  

• Menjadi panutan dengan bersikap dan berperilaku konsisten sesuai dengan 
BCOC. 

• Mendorong anggota tim dan pihak lainnya untuk Speak Up. 

• Mendengarkan dan menanggapi dengan bijak setiap pertanyaan dan 
kekhawatiran yang disampaikan. 
 

 

Speak Up – Kapan dan Bagaimana? 
 
Kapan Anda harus Speak Up? 
Masing-masing dari kita bertanggung jawab untuk Speak Up, yaitu bersuara atau 
bicara jika memiliki keraguan atau kekhawatiran. 
 
Sebagai karyawan, Anda bertanggung jawab untuk melaporkan perilaku yang tidak 
beretika, tindakan yang tidak sesuai dengan standar keselamatan, serta potensi 
pelanggaran terhadap BCOC yang Anda temui. Anda juga diharuskan untuk 
mengajukan pertanyaan setiap kali Anda memiliki keraguan atau menghadapi dilema 
etika dalam pengambilan keputusan di tempat kerja.  
 
Selain itu, kami juga mendorong pihak ketiga atau pemangku kepentingan lainnya 
untuk Speak Up dan menyampaikan kekhawatiran mereka yang berkaitan dengan 
Perusahaan.  
 
Agar Anda semua merasa nyaman untuk Speak Up, kami menyediakan opsi bagi 
semua pihak untuk melaporkan kekhawatirannya secara anonim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bagaimana cara Anda Speak Up? 
Ada beberapa pilihan bagi Anda untuk Speak Up: 
 

 
 
 
Integrated Call Center (ICC) 
Salah satu opsi untuk Speak Up adalah melalui Integrated Call Center (ICC). ICC 
merupakan saluran layanan Speak Up yang beroperasi 7x24 jam. ICC dapat 
digunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk mengajukan 
pertanyaan dan melaporkan kekhawatiran yang dimiliki. Anda dapat menghubungi ICC 
secara anonim dan laporan Anda akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan 
kebijakan dan peraturan yang berlaku. 
 
 

 
Tidak Ada Toleransi Atas Aksi Pembalasan 
Aksi pembalasan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti ancaman, intimidasi, 
pengucilan, penghinaan, atau perlakuan yang tidak adil. Perusahaan tidak mentolerir 
segala aksi pembalasan terhadap siapa pun yang melaporkan pelanggaran dengan 
itikad baik. Kami menganggap aksi pembalasan sebagai pelanggaran dan oleh 
karenanya, setiap aksi pembalasan akan menjadi subjek investigasi internal. Jika 
Anda merasa bahwa Anda atau seseorang mengalami aksi pembalasan, maka Anda 
harus Speak Up. 
 



 

 

Pelajari lebih lanjut: Kebijakan Speak Up (Whistleblower) dan Kebijakan Perlindungan 
Terhadap Whistleblower 

 
 

Bagian 1 – Karyawan  
 
 
Keberagaman dan Partisipasi 

Perusahaan berkomitmen atas lingkungan kerja yang mempromosikan 
keberagaman, inklusivitas, dan kesempatan yang setara. Kami percaya akan 
pentingnya lingkungan kerja yang dilandasi sifat saling percaya, menghormati hak 
asasi manusia, dan tanpa diskriminasi untuk perkembangan perusahaan. Oleh 
karenanya, kami merekrut dan mempertahankan karyawan dengan kemampuan 
terbaik dari seluruh dunia dan menghargai setiap latar belakang serta bakat unik 
masing-masing karyawan. 
 
Kami percaya dengan latar belakang, pengalaman, bakat, dan ide-ide yang 
beragam serta kemampuan dalam bekerja sama dalam lingkungan yang inklusif 
akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan 
bersama. 
 
Apa yang Anda harus lakukan: 

• Menyadari dan menghormati perbedaan budaya. 

• Memperlakukan semua orang dengan hormat. 

• Saling memahami latar belakang dan kemampuan setiap orang yang 

berbeda. 

• Menghargai masukan dan ide dari orang lain. 

• Mendorong dan mendengarkan orang lain yang melakukan Speak Up.  

 
Kesempatan yang Setara 

Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang setara dan 
memperlakukan setiap orang dengan hormat, adil, dan bermartabat. Oleh karena 
itu, setiap keputusan mengenai karyawan dan pelamar (calon karyawan) harus 
selalu didasarkan pada prestasi, kualifikasi, dan kinerja terkait pekerjaan. 
 
Apa yang tidak boleh Anda lakukan: 

• Mendasarkan keputusan terkait pekerjaan (misalnya, dalam 

mempekerjakan, melatih, mempromosikan, dan memberikan kompensasi) 

pada hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan, seperti ras, etnis, 

kebangsaan, jenis kelamin, usia, agama, disabilitas, dan status lainnya 

yang dilindungi secara hukum. 

• Berperilaku tidak pantas, termasuk memberikan komentar yang 

menyinggung dan candaan tidak pantas bersifat kekerasan maupun 

seksual. 

 
 
 
 



 

 

Lingkungan Kerja yang Aman 
Perusahaan berkomitmen untuk mencegah kekerasan di tempat kerja dan 
menjaga lingkungan kerja yang aman. Kami mendukung kesehatan fisik dan 
mental Anda sebagai karyawan dan memastikan kondisi kerja yang aman. 
Perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan segala bentuk kerja paksa, 
perdagangan orang, atau mempekerjakan anak di bawah umur. Kami 
menghormati martabat setiap individu dan hak Anda atas kebebasan untuk 
berserikat dan berkumpul. 
 
Kami juga tidak mentolerir tindakan pelecehan verbal ataupun fisik maupun 
perilaku yang membuat orang lain merasa terancam dan tidak aman serta segala 
bentuk pelecehan seksual. Semua karyawan, pelanggan, pemasok, dan mitra 
bisnis harus diperlakukan dengan hormat setiap saat. Kita semua bertanggung 
jawab untuk menjaga lingkungan kerja agar terbebas dari tindak pelecehan dan 
kekerasan. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Membantu menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari 

pelecehan dan kekerasan. 

• Tidak melakukan pengancaman, intimidasi, atau pemaksaan terhadap 

karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. 

• Tidak membuat komentar yang tidak pantas atau menyinggung terhadap 

karyawan lain, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis lainnya. 

• Tidak membuat komentar seksual yang tidak pantas atau melakukan 

perilaku pelanggaran seksual lainnya terhadap karyawan lain, pelanggan, 

pemasok, atau mitra bisnis lainnya. 

• Membawa atau menggunakan senjata saat berada di lokasi perusahaan 

atau saat bekerja adalah terlarang, kecuali Anda telah menerima izin 

khusus dari perusahaan dan kepemilikan atau penggunaan senjata 

tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 

setempat yang berlaku. Anda harus menyimpan senjata di fasilitas yang 

aman atau terkunci yang telah ditentukan saat berada di lokasi 

perusahaan. 

• Tidak menggunakan fasilitas perusahaan (alat, bahan atau material, suku 

cadang, dan lainnya) untuk mengancam, menguntit, atau melecehkan 

siapapun di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. 

• Sesegera mungkin laporkan pelecehan yang dilakukan secara langsung 

atau tidak langsung, ancaman kekerasan, insiden kekerasan yang telah 

terjadi, dan individu atau aktivitas mencurigakan yang Anda ketahui. 

 
Perlindungan Terhadap Informasi Pribadi 

Kami menghormati privasi Anda sebagai karyawan termasuk informasi pribadi 
Anda. Oleh karenanya, kami hanya akan menggunakan informasi pribadi 
karyawan untuk kepentingan usaha yang sah dan bila diperlukan untuk mematuhi 
hukum dan peraturan. 
 
 



 

 

Apa yang harus Anda lakukan: 

• Melindungi informasi pribadi dengan kehati-hatian untuk mencegah 

penyalahgunaan dan kehilangan atau pencurian informasi pribadi. Anda 

sangat disarankan untuk memberi label “rahasia” pada informasi pribadi 

untuk mengingatkan kerahasiaannya. 

• Dapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum membagikan 

informasi pribadi dengan siapa pun. Hanya pihak yang berkepentingan 

yang boleh menggunakan informasi rahasia. 

• Berkonsultasilah dengan HR jika Anda memiliki keraguan. 

 

Benturan Kepentingan 
Benturan kepentingan adalah setiap kegiatan dan situasi yang merupakan konflik 
antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan, baik konflik secara 
nyata maupun yang dipersepsikan. Benturan kepentingan dapat muncul ketika 
seorang karyawan menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan 
perusahaan dan kepentingan pribadi tersebut memberikan pengaruh yang besar 
terhadap penilaian bisnis, keputusan, atau tindakan karyawan tersebut. 
 
Kami melarang benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang mungkin 
menghalangi Anda membuat keputusan bisnis untuk kepentingan terbaik 
perusahaan.  
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan perusahaan terkait 

benturan kepentingan (E-Kinship). 

• Membuat keputusan bisnis yang terbaik untuk kepentingan perusahaan di 

setiap saat. 

• Menghindari, menghilangkan, menyelesaikan, dan secara tepat 

mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi 

menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dan perusahaan. 

• Mengungkapkan situasi apa pun yang menimbulkan atau berpotensi 

menimbulkan benturan kepentingan melalui sistem E-Kinship, yang harus 

diperbaharui setiap tahunnya, sehingga perusahaan dapat meninjau 

situasi dan menentukan langkah yang harus diambil untuk mengelola 

potensi benturan kepentingan tersebut. 

 

Pelajari lebih lanjut: Kebijakan Benturan Kepentingan (E-Kinship) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bagian 2 – Tanggung Jawab Pemeliharaan 
 
 
Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Tempat Kerja 

Perusahaan berkomitmen pada standar kesehatan, keselamatan, dan keamanan 
tertinggi. Kita semua berbagi tanggung jawab dalam menjaga kesehatan, 
keselamatan, dan keamanan di tempat kerja untuk melindungi karyawan dan 
keberlanjutan bisnis perusahaan. 
 
Setiap orang harus berusaha untuk memelihara lingkungan kerja yang aman dan 
sehat. Fasilitas perusahaan harus dioperasikan sesuai dengan peraturan 
kesehatan dan keselamatan yang berlaku dan juga dengan standar serta 
ketetapan perusahaan terkait kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang 
mungkin mengatur lebih ketat. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Memahami dan ikut berperan serta dalam sistem kesehatan, keselamatan, 

dan keamanan di tempat kerja. 

• Menjaga agar tempat kerja selalu rapi, bersih, dan/atau aman untuk 

mengurangi potensi risiko kecelakaan di tempat kerja. 

• Mematuhi prosedur keamanan kerja dan menggunakan peralatan dengan 

tepat. 

• Mengenakan pakaian dan perlengkapan pelindungan diri sebagaimana 

diperlukan. 

• Membantu karyawan baru dan pengunjung untuk memahami prosedur 

kesehatan, keselamatan, dan keamanan tempat kerja yang sesuai serta 

mengapa mereka perlu ikut berperan aktif. 

• Melaporkan kepada penyelia (supervisor) atau atasan Anda tentang 

masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesegera mungkin 

bilamana terjadi. 

• Segera laporkan setiap rasa sakit, ketidaknyamanan, kecelakaan, atau 

apapun yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan 

seseorang. 

• Melaporkan cedera ringan yang berhubungan dengan pekerjaan, 

kecelakaan kecil, dan "nyaris celaka". Hal ini sangat penting untuk 

membantu perusahaan mengidentifikasi bahaya dan mengambil tindakan 

perbaikan sebelum terjadinya cedera serius. 

• Mendorong vendor, pemasok, kontraktor, dan pihak lainnya untuk 

mematuhi peraturan kesehatan, keselamatan, dan keamanan. 

 
Penggunaan Obat-Obatan dan Alkohol 

Penggunaan obat-obatan dan alkohol di tempat kerja menimbulkan ancaman bagi 
kesehatan dan keselamatan karyawan serta keamanan perusahaan. Siapa pun 
dilarang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, baik legal maupun 
ilegal saat bekerja di lingkungan perusahaan atau terlibat dalam urusan bisnis 
atau pekerjaan perusahaan. 
 



 

 

Pembelian, penjualan, pembuatan, atau peracikan alkohol atau obat-obatan tanpa 
izin di lokasi perusahaan sangatlah dilarang. 
 
Konsumsi alkohol secara tidak berlebihan sebagai bagian dari aktivitas hubungan 
eksternal yang terkait pekerjaan diperbolehkan apabila masih dalam batas 
kewajaran dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

 
 
 

Bagian 3 – Mitra Bisnis 
 
 
Pemeliharaan Hubungan Bisnis Jangka Panjang dan Berkelanjutan 

Mitra bisnis termasuk pelanggan, pemasok, kontraktor, dan pihak ketiga lainnya 
sangat penting bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Perusahaan berkomitmen 
untuk berlaku adil dalam memilih pemasok dan pelanggan kami. Perusahaan juga 
berupaya untuk bekerja dengan mitra bisnis yang memiliki komitmen sama 
dengan perusahaan perihal etika dan kepatuhan. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Mengkomunikasikan dengan jelas ekspektasi kita kepada pemasok, 

pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, serta persetujuan terhadap kewajiban 

kontraktual yang berlaku. 

• Mengambil tindakan yang tepat dalam situasi di mana mitra bisnis kita 

tidak memenuhi harapan dan kewajiban. 

• Memperlakukan mitra bisnis kita dengan adil dan jujur. 

• Melindungi informasi rahasia mitra bisnis kita, misalnya informasi 

berkaitan dengan harga, teknologi, data, dan informasi lainnya. 

• Melaporkan setiap indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh mitra 

bisnis terhadap kontrak perjanjian atau hukum yang berlaku. 

 
Hadiah dan Jamuan 

Menerima dan memberikan hadiah serta jamuan dari dan kepada mitra bisnis 
dapat berisiko. Pertukaran hadiah dan jamuan sebagai imbalan atas bisnis, 
layanan, atau informasi rahasia apa pun adalah dilarang. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan terkait Hadiah dan 
Jamuan yang berlaku di perusahaan. 

 
Pelajari lebih lanjut: Kebijakan Hadiah dan Jamuan 

 
 
 
 
 
 



 

 

Pencegahan Terhadap Pencucian Uang 
Pencucian uang adalah proses menyembunyikan sumber dana yang ilegal dan 
membuatnya terlihat sah melalui tahapan-tahapan yang berbeda, seperti 
penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Praktik ini sangat dilarang di 
Perusahaan. 
  
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Membangun kesadaran atau pemahaman Anda tentang proses pencucian 

uang. 

• Mengikuti proses uji kelayakan (due diligence) untuk rekanan sebelum 

berhubungan dengan mitra bisnis. 

• Tidak ikut terlibat dalam kegiatan pencucian uang. 

• Menyampaikan kekhawatiran Anda jika menemukan indikasi atas 

pencucian uang.  

 

Penghindaran Terhadap Perilaku Anti Persaingan 
Perilaku anti persaingan merupakan praktik bisnis yang berupaya untuk 
membatasi atau mencegah persaingan. Perilaku anti persaingan adalah 
bertentangan dengan hukum.  
 
Kami melarang keterlibatan apa pun dalam praktik anti persaingan, termasuk 
perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, kecurangan dalam proses 
penawaran, atau pembatasan persediaan. 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Kenali rekanan Anda sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan 

mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence). 

• Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapa pun yang 

ingin berbisnis dengan Perusahaan. 

• Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau 

bentuk pembayaran tidak sah lainnya. 

• Simpan catatan secara akurat beserta dokumen pendukungnya dan 

pastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak digunakan 

untuk tujuan yang melanggar hukum. 

• Sampaikan kekhawatiran Anda jika menemukan indikasi perilaku anti 

persaingan.  

 
 

Bagian 4 – Lingkungan, Komunitas, dan Pemerintah 
 
 

Perlindungan Terhadap Lingkungan 
Perlindungan terhadap lingkungan merupakan salah satu sasaran yang ingin 
dicapai dari tiga pilar keberlanjutan (sustainability) yang menjadi dasar inisiatif 
keberlanjutan Perusahaan. Perusahaan mendukung penuh komitmen bangsa 
untuk menjaga lingkungan. Perusahaan juga turut berkomitmen untuk mengelola 
sumber daya dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab. 
Apa yang harus Anda lakukan: 



 

 

• Memahami dan mematuhi peraturan terkait kesehatan, keselamatan, dan 

lingkungan dalam aktivitas sehari-hari Anda. 

• Memastikan bahwa fasilitas perusahaan memenuhi atau bahkan 

melampaui standar regional, nasional, dan internasional yang relevan di 

mana pun perusahaan beroperasi. 

• Menunjukkan kesadaran dan komitmen Anda terhadap kebijakan 

lingkungan Perusahaan. 

• Segera laporkan segala risiko lingkungan, bahaya, atau potensi 

pelanggaran kebijakan lingkungan. 

• Mendorong pemasok, kontraktor, pelanggan, dan mitra bisnis untuk 

terlibat dalam praktik tata layanan/kepengurusan yang bertanggung 

jawab. 

• Menghubungi tim Sustainability atau HSE (Health, Safety, and 

Environment) di lokasi kerja Anda jika memiliki keraguan atau untuk 

mengetahui informasi lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap 

lingkungan. 

 
Keterlibatan dengan Komunitas 

Kami berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi komunitas di lokasi kami 
beroperasi dan berkontribusi pada pembangunan komunitas melalui berbagai 
program investasi yang kami miliki. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan komunitas. 

• Menghubungi tim Corporate Social Responsibility untuk informasi dan 

pertanyaan terkait dengan komunitas. 

 
Pengelolaan Komunikasi Publik 

Komunikasi publik harus jelas, akurat, konsisten dan bertanggung jawab. Hanya 
pihak yang diberi wewenang atau yang telah ditunjuk oleh perusahaan yang dapat 
berbicara kepada publik dan media. Kami melarang pengungkapan informasi 
yang bersifat rahasia dan terkait kepemilikan tanpa persetujuan kepada siapa 
pun.  
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Selalu berhati-hati saat mengunggah (posting) apa pun di media sosial. 

Jangan mengharapkan privasi saat Anda berpartisipasi di media sosial. 

• Selalu berkonsultasi dengan tim Communication sebelum membuat 

unggahan terkait Perusahaan di media sosial. 

• Banyak dari karyawan Perusahaan merupakan ahli di bidangnya dan 

diundang untuk berbagi keahlian mereka melalui presentasi. Pastikan 

Anda berkonsultasi dengan tim Communication sebelum 

mempresentasikan materi terkait perusahaan kepada publik. 

• Bila Anda menghadapi keraguan, hubungi tim Communication.  

 
Pelajari lebih lanjut: Panduan Bijak Bermedia Sosial 



 

 

 
 
Anti Penyuapan dan Korupsi 

Kami tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam menjalankan 
bisnis kami. Kami berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan 
anti penyuapan dan korupsi yang berlaku di wilayah perusahaan beroperasi. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Memahami dan mematuhi kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi 
perusahaan serta hukum setempat yang berlaku. 

• Kenali rekanan Anda sebelum membuat kesepakatan bisnis dengan 
mengikuti dan melakukan uji kelayakan (due diligence). 

• Jangan menawarkan atau memberi suap, sogokan, uang pelicin, atau 
bentuk pembayaran tidak sah lainnya, maupun mengizinkan orang lain 
untuk melakukannya atas nama perusahaan. 

• Jangan meminta atau menerima suap atau sogokan dari siapa pun. 

• Menyimpan catatan secara akurat disertai dokumen pendukung serta 
memastikan semua pembayaran dilakukan secara sah dan tidak 
digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. 

• Jika Anda berurusan dengan pejabat pemerintah, Anda harus mengetahui 
dan mengikuti aturan khusus yang terkait dengan situasi ini. Jika Anda 
ragu, konsultasikan dengan tim Ethics & Compliance. 

 
Pelajari lebih lanjut: Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi 

 
 

Sikap Terhadap Kontribusi dan Aktivitas Politik 
Kami tidak melarang karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan 
pemerintahan atau mengkomunikasikan pandangan pribadi atas pejabat yang 
ditunjuk dan dipilih. Namun demikian, Anda tidak dapat mengasosiasikan diri 
Anda sebagai perwakilan Perusahaan atau afiliasi, kontraktor, serta pemasok 
Perusahaan saat mengkomunikasikan pandangan pribadi. 
 
Nama perusahaan tidak boleh dipergunakan dalam kampanye politik atau untuk 
mempromosikan kepentingan dari partai politik ataupun kandidatnya. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Anda tidak diperbolehkan melakukan aktivitas politik pribadi selama jam 

kerja di mana Anda dibayar atau menggunakan sumber daya perusahaan 

(seperti dana, e-mail, telepon, dan ruang rapat) dikarenakan tindakan 

tersebut dapat dianggap sebagai kontribusi politik dari Perusahaan. 

• Anda harus mendapatkan persetujuan dari manajer Anda sebelum terlibat 

dalam aktivitas politik apa pun. 

• Aktivitas politik pribadi terkadang dapat menimbulkan benturan 

kepentingan. Bicarakan dengan manajer Anda atau tim Ethics & 

Compliance jika hal ini terjadi. 

 



 

 

Bagian 5 – Perlindungan Aset, Dokumen, dan Integritas Keuangan 
 
 
Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan 

Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi aset perusahaan, termasuk 
dana, fasilitas, properti, mesin, suku cadang, komputer, sistem teknologi 
informasi, informasi, kekayaan intelektual, barang tidak terpakai/sisa/bekas, 
energi, listrik, dan lain-lain. Kita juga bertanggung jawab untuk melindungi 
kekayaan intelektual Perusahaan dan menghormati kekayaan intelektual pihak 
lainnya. 
 
Kita boleh menggunakan aset perusahaan hanya untuk tujuan bisnis perusahaan. 
Kita harus mengelola aset perusahaan dengan bijak untuk memastikan bahwa 
aset tersebut tidak rusak, disalahgunakan, hilang, dicuri, atau disia-siakan. Kita 
juga perlu mengelola anggaran, pengeluaran, dan dana lainnya dengan baik dan 
akurat. 
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Memastikan penggunaan sumber daya harian perusahaan yang efisien. 

• Mengikuti aturan dan kebijakan perjalanan dinas perusahaan. 

• Setiap informasi atau data perusahaan dapat dianggap rahasia. Jangan 

membagikan informasi atau data perusahaan tanpa persetujuan 

sebelumnya dari orang yang berwenang. 

• Jangan membagikan ID pengguna dan kata sandi milik Anda kepada 

orang lain. 

• Waspada terhadap serangan dunia maya seperti pengelabuan (phishing) 

dan spam. Laporkan setiap insiden serangan dunia maya yang Anda 

ketahui kepada tim IT perusahaan atau hubungi ICC jika Anda memiliki 

keraguan. 

 
Pemeliharaan Dokumen yang Akurat dan Lengkap 

Pembukuan dan catatan perusahaan harus disiapkan secara akurat dan jujur. 
Pembukuan dan catatan perusahaan dapat mencakup laporan pengeluaran, 
catatan pekerjaan, laporan penjualan, laporan bahan dan persediaan, laporan 
produksi dan barang jadi, laporan limbah, pengukuran, dan lain-lain. 
 
Perusahaan berkomitmen untuk memastikan semua laporan keuangan, laporan 
regulasi, dan dokumen yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan 
yang berlaku. Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua 
transaksi dicatat, disetujui, dan dilaporkan dengan benar.  
 
Apa yang harus Anda lakukan: 

• Memastikan bahwa semua transaksi dicatat, disetujui, dan dilaporkan 

dengan benar.  

• Memastikan semua laporan keuangan, laporan regulasi, dan dokumen 

yang dilaporkan ke publik mematuhi semua persyaratan yang berlaku. 

• Mengikuti persyaratan yang berlaku terkait dengan penyimpanan, 

pemeliharaan, dan pemusnahan data dan dokumen. 



 

 

• Selalu berikan informasi yang jelas dan jujur serta bekerja sama 

sepenuhnya selama program audit dan proses investigasi. 

 
 
 
Jambi,  

Update terakhir: 25 Maret 2024 
 

  



 

 

DAFTAR ISTILAH 
 
 

• Tindakan pembalasan (retaliasi): Setiap perlakuan yang merugikan seperti 

pemecatan, tindakan disipliner, diskriminasi, ancaman, intimidasi, pengucilan, 

penghinaan, atau perlakuan yang tidak menyenangkan atau tidak adil lainnya 

sebagai akibat dari kekhawatiran yang diungkapkan dengan itikad baik. 

• Hadiah dan Jamuan: Segala bentuk hadiah, hiburan, keramah-tamahan, 

penghargaan, manfaat, atau insentif lain yang diterima atau ditawarkan. 

• Apa pun yang bernilai (anything of value): Mengacu pada uang atau setara 

uang (voucher, e-cash atau uang elektronik, cek, deposito dan lainnya); hadiah 

untuk anggota keluarga; penghapusan hutang; pinjaman; bantuan pribadi; 

kepuasan seksual; rabat; sogokan; informasi orang dalam; hiburan; jamuan 

makan dan perjalanan; kontribusi politik, sosial dan sumbangan; bisnis atau 

peluang kerja; perawatan atau bantuan medis; dan lainnya. Hal-hal bernilai 

yang diberikan sesuai dengan persyaratan kebijakan ini dan Undang-Undang 

Anti Korupsi yang berlaku dan yang diberikan dengan maksud tidak untuk 

mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya atau tidak pantas tidak akan 

dianggap sebagai suap. 

• Suap: Tindakan menawarkan, memberi, menjanjikan, meminta, menyetujui, 

menerima, atau memohon apa pun yang memiliki nilai (anything of value), baik 

secara langsung mau pun tidak langsung, untuk mendorong atau 

mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan 

nilai-nilai, kebijakan, dan prosedur Perusahaan, dan/atau hukum, peraturan 

atau regulasi yang berlaku. 

• Uang pelicin (facilitating payment): Suap atau pembayaran tidak resmi yang 

diberikan kepada atau oleh karyawan Perusahaan yang dimaksudkan untuk 

mempercepat transaksi rutin yang sudah menjadi hak bagi pembayar, seperti 

untuk mempercepat proses perizinan atau pembayaran (invoicing).  

• Pengelabuan (phishing): Upaya penipuan melalui komunikasi elektronik, 

biasanya melalui e-mail (surat elektronik), untuk mendapatkan informasi 

sensitif atau pribadi seseorang, seperti nama pengguna dan kata sandi 

(username dan password), PIN, dan credit card. 

• Spam: E-mail (surat elektronik) yang dikirimkan tanpa permintaan, biasanya 

berisi materi iklan. 

  



 
 
 
 
 

 

 
 

SUPPLIER CODE OF CONDUCT 

(“SCOC”) 

 

 

KATA PENGANTAR 

PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut dengan "Perusahaan") berkomitmen pada standar 

etika dan integritas tertinggi dan memiliki tujuan untuk menciptakan dampak yang lebih baik 

bagi masa depan dunia. Dalam kaitannya dengan hal ini, Perusahaan telah menetapkan 

Business Code of Conduct  ("BCOC") sebagai standar perusahaan untuk praktik bisnis yang 

beretika dan patuh terhadap hukum dan regulasi. Standar ini berlaku bagi semua karyawan, 

direktur, dan pejabat Perusahaan, dimana pun mereka berada. 

Serupa dengan BCOC, Supplier Code of Conduct ini ("SCOC" atau "Kode Etik") secara lebih 

jauh menetapkan nilai-nilai dan prinsip yang Perusahaan harapkan untuk dipenuhi oleh 

seluruh pembeli, pelanggan, mitra, pemasok, vendor, kontraktor, sub-kontraktor, agen, 

perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, dan mitra bisnis lainnya, termasuk oleh 

karyawan, entitas induk, anak perusahaan, dan subkontraktor mereka (selanjutnya secara 

kolektif disebut sebagai "Mitra Bisnis"). 

Perusahaan mengharapkan semua Mitra Bisnis yang terlibat dengan Perusahaan untuk 

menerapkan nilai-nilai dan prinsip yang sama dengan Perusahaan, dalam kaitannya dengan 

etika dan kepatuhan bisnis tertinggi. Perusahaan mengharapkan semua Mitra Bisnis untuk 

berkomitmen dalam pencapaian nilai-nilai bersama ini. Oleh karena itu, dengan menjalin 

kerjasama dengan Perusahaan dan/atau menyetujui Kode Etik ini, Mitra Bisnis berkewajiban 

untuk menaati dan mematuhi seluruh ketentuan yang terkandung dalam Kode Etik ini, serta 

bertanggung jawab dalam mengedukasi karyawannya berkenaan dengan hal ini. 

Pengecualian dan Modifikasi Aturan 

Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk menjadi daftar lengkap atau ditujukan untuk 

menggantikan perjanjian kontrak atau standar dan peraturan yang berlaku, melainkan 

melengkapinya. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara peraturan hukum dan 

regulasi yang berlaku, Kode Etik ini, serta kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh 

Perusahaan dan Mitra Bisnis, maka ketentuan yang lebih ketat yang harus diikuti.  

 

PERSYARATAN UMUM 

Perusahaan mengharapkan semua Mitra Bisnis untuk berlaku jujur, adil, dan dapat dipercaya 

dalam menjalankan kegiatan usaha mereka, terutama ketika memiliki hubungan kerjasama 

dengan Perusahaan. Seluruh Mitra Bisnis Perusahaan diwajibkan untuk: 

a. Menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan Kode Etik ini, dengan mengadopsi 

Kode Etik ini atau mengembangkan kode etik mereka sendiri yang setara dengan 

Kode Etik ini. 

b. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk standar dan 

persyaratan yang mengatur hubungan antara Perusahaan dan Mitra Bisnis dalam 

melakukan kegiatan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada: 



 
 
 
 
 

 

 
 

i. Undang-Undang Perdagangan: mematuhi semua bentuk pengendalian atas 

perdagangan yang berlaku, termasuk juga semua undang-undang dan peraturan 

ekspor, ekspor ulang, dan impor yang berlaku. 

ii. Undang-Undang Anti Monopoli: melakukan kegiatan usaha dengan 

sepenuhnya patuh kepada undang-undang anti monopoli dan persaingan yang 

adil yang berlaku pada yurisdiksi di mana Mitra Bisnis menjalankan usahanya. 

Mitra Bisnis dilarang terlibat dalam perjanjian apa pun, baik melalui kontrak, 

pengaturan, pemahaman, mau pun praktik bersama yang memiliki tujuan, 

implikasi, atau kemungkinan implikasi terhadap pengurangan persaingan secara 

substansial pada pasar dengan praktik anti monopoli, termasuk perjanjian dengan 

pesaing untuk menetapkan harga, bersekongkol, atau membatasi pasokan. 

iii. Undang-Undang Anti Pencucian Uang: mematuhi kebijakan anti pencucian 

uang dan memastikan terdapat proses atau kontrol yang telah memadai untuk 

mencegah atau mendeteksi upaya pencucian uang dalam kegiatan usaha Mitra 

Bisnis. 

iv. Undang-Undang Ketenagakerjaan: mematuhi kebijakan perlindungan pekerja 

dalam melaksanakan pekerjaannya dan memastikan pekerja mendapatkan 

kesempatan penghidupan yang layak tanpa pemberlakukan pembedaan terhadap 

ras, kepercayaan, dan jenis kelamin. 

v. Standar dan Peraturan, serta Undang-Undang Lainnya: mematuhi standar, 

regulasi, serta peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berlaku di 

wilayah Perusahaan beroperasi, termasuk standar internasional yang yang 

diadopsi Perusahaan yang mengatur tentang ketenagakerjaan, hak asasi 

manusia, lingkungan, serta anti korupsi.  

c. Menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi semua kewajiban hukum dan kontraktual 

secara jujur, transparan, dan akuntabel. 

d. Membangun sistem manajemen yang memadai untuk memastikan efektivitas 

implementasi kegiatan usaha Mitra Bisnis secara keseluruhan (terutama dalam 

kaitannya dengan pemenuhan Kode Etik ini), disesuaikan dengan ukuran bisnis dan 

risiko terkait. Hal ini termasuk kontrol atau kegiatan pencegahan, pemantauan, dan 

pelaporan yang efektif untuk operasi bisnis Mitra Bisnis. 

e. Mempromosikan budaya Speak-Up dalam kegiatan usaha Mitra Bisnis dengan 

mendorong karyawan dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan 

kekhawatirannya. 

f. Menyediakan mekanisme yang efektif dan dijaga kerahasiaannya bagi karyawan dan 

para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait 

dengan pekerjaan, atau melaporkan pelanggaran terhadap Kode Etik ini, kebijakan 

atau prosedur milik Perusahaan dan Mitra Bisnis sendiri, atau undang-undang dan 

peraturan yang berlaku. Memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat terkait 

pelaporan yang diterima diberlakukan dengan obyektif dan tidak bias. 

g. Segera memberitahukan perwakilan Perusahaan atas keadaan apa pun yang dihadapi 

yang dapat menghalangi Mitra Bisnis dalam memenuhi kewajibannya berkenaan 

dengan Kode Etik ini.  

h. Mengedukasikan dan melatih karyawan, subkontraktor, dan pihak lainnya yang 

dianggap perlu untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap Kode 

Etik, kebijakan, dan prosedur milik Perusahaan dan Mitra Bisnis, serta hukum dan 

peraturan yang berlaku. 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Berikut di bawah ini adalah nilai-nilai yang merupakan Kode Etik ini: 

1. LINGKUNGAN, KESEHATAN, & KESELAMATAN 

Mitra Bisnis harus mengintegrasikan praktik manajemen kesehatan dan keselamatan 

yang baik dan aman ke dalam semua aspek usaha Mitra Bisnis. Selain itu, Mitra Bisnis 

juga harus menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan 

berupaya dalam melindungi lingkungan. 

1.1 Lingkungan Kerja 

Mitra Bisnis harus: 

a. Menyediakan lingkungan kerja yang terjamin, aman, dan sehat, serta 

sepenuhnya memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, dan 

praktik keselamatan dan kesehatan yang berlaku, termasuk yang berkaitan 

dengan keselamatan kerja, bencana alam dan kesiapsiagaan darurat, cedera 

dan penyakit yang disebabkan kegiatan kerja, kebersihan industri, pekerjaan 

yang menuntut fisik, pengamanan mesin, sanitasi, makanan dan minuman, 

serta perumahan. Langkah-langkah yang memadai harus diambil untuk 

mencegah dan meminimalkan penyebab dan dampak bahaya yang melekat di 

lingkungan kerja, termasuk dengan menyediakan semua alat standar 

pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, serta 

memenuhi persyaratan panduan Contractor Safety Management System 

(“CSMS”) yang berlaku di Perusahaan. 

b. Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan 

terlarang, terutama di lingkungan kerja Perusahaan atau dimana saja saat 

Mitra Bisnis melakukan kegiatan usaha dalam kaitannya dengan pemenuhan 

kewajiban kontraktual dengan Perusahaan, termasuk di wilayah kerja Mitra 

Bisnis sendiri atau pun area publik. 

c. Kepemilikan atau penggunaan senjata ketika berada di area perusahaan atau 

saat melaksanakan kegiatan usaha sangatlah dilarang, kecuali secara khusus 

diwajibkan dan diatur dalam undang-undang setempat. 

1.2 Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan 

Mitra Bisnis harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan, regulasi, dan 

persyaratan dari pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan 

keamanan produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk yang berkenaan 

dengan larangan atau pembatasan penggunaan zat tertentu, serta pelabelan terkait 

daur ulang dan pembuangan. 

1.3 Perlindungan Terhadap Lingkungan 

Perusahaan berkomitmen untuk terlibat aktif dalam upaya global mengurangi emisi 

dalam mengatasi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati. 

Perusahaan juga mendorong komitmen yang sama dari Mitra Bisnis. Mitra Bisnis 

diharuskan untuk setidaknya memenuhi persyaratan berikut: 

a. Memperoleh, memelihara, dan memutakhirkan seluruh perijinan dan 

pendaftaran terkait lingkungan yang berlaku, serta mengikuti seluruh 

persyaratan operasional dan pelaporan perijinan tersebut. 



 
 
 
 
 

 

 
 

b. Berupaya untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi 

atau meniadakan semua jenis limbah, termasuk air dan energi, dengan 

menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat di fasilitas Mitra Bisnis, 

melalui proses pemeliharaan dan produksi, daur ulang, penggunaan kembali, 

atau penggantian material. 

c. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lingkungan 

yang berlaku dalam kaitannya dengan bahan berbahaya, emisi udara, limbah, 

dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, transportasi, penyimpanan, 

pembuangan, dan pelepasan bahan tersebut ke lingkungan. 

d. Jika dipersyaratkan, lakukan identifikasi bahan kimia atau bahan lainnya yang 

dihasilkan dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan 

untuk kemudian dikelola secara tepat dan dipastikan keamanan atas 

penanganan, perpindahan, penyimpanan, penggunaan, pendaurulangan atau 

penggunaan kembali, dan pembuangannya.  

 

2. PRAKTIK KETENAGAKERJAAN YANG ADIL 

Perusahaan mengharapkan Mitra Bisnis untuk berkomitmen terhadap hak asasi 

manusia dan praktik kesempatan yang setara di lingkungan kerja. Seluruh Mitra Bisnis 

Perusahaan harus sepenuhnya melaksanakan praktik ketenagakerjaan yang sesuai 

dengan semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan diharuskan tanpa terkecuali, 

memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini. 

2.1 Keberagaman & Partisipasi 

Perusahaan mengakui dan menghormati perbedaan budaya, dan oleh karenanya, 

Perusahaan mengharuskan Mitra Bisnis untuk tidak terlibat diskriminasi dalam 

perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, pemberhentian, dan/atau 

pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, 

disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi 

seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau lainnya. Perusahaan 

mendorong Mitra Bisnis untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif di mana 

setiap orang merasa dihormati, diikutsertakan, dan dihargai. 

 

Perlu diketahui bahwa inklusivitas mengacu pada bagaimana perasaan seseorang di 

lingkungan kerja, di mana seseorang merasa menjadi bagian dengan semua pihak di 

dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat mempekerjakan individu yang 

beragam, tetapi jika mereka tidak merasa aman, dihargai, dihormati, dan bernilai, hal 

tersebut tidak dianggap sebagai inklusif dan dapat mencegah perusahaan dalam 

mencapai potensi tertingginya. 

2.2 Lingkungan Kerja yang Aman 

Mitra Bisnis diharuskan untuk bekerja sama dalam komitmen Perusahaan untuk 

tenaga kerja dan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan diskriminasi yang 

melanggar hukum. Mitra Bisnis tidak diperbolehkan terlibat dalam tindakan 

pendisiplinan secara fisik atau pun pelecehan. Pelecehan seksual dan/atau verbal, 

serta bentuk-bentuk ancaman dan intimidasi lainnya tidak dapat diterima. Perusahaan 

juga sangat melarang pengambilan tindakan pembalasan terhadap karyawan yang 

menyampaikan kekhawatirannya atau melaporkan adanya pelanggaran terhadap 

kebijakan atau hukum. 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

2.3  Hanya Mempekerjakan Tenaga Kerja Sukarela 

Mempekerjakan tenaga kerja paksa, baik tenaga kerja kontrak, terikat (atau 

perbudakan), serta tenaga kerja tahanan penjara oleh Mitra Bisnis, adalah hal yang 

sangat dilarang. Perusahaan juga melarang segala bentuk dukungan terkait 

perdagangan manusia dari tenaga kerja paksa yang dilakukan dengan ancaman, 

kekerasan, klaim penipuan, atau paksaan lainnya. 

2.4 Dilarang Mempekerjakan Anak  

Mitra Bisnis harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku 

terkait usia kerja minimum dan tidak menggunakan segala bentuk pekerja anak. Mitra 

Bisnis tidak diperbolehkan mempekerjakan siapa pun yang di bawah usia dan masih 

harus menyelesaikan pendidikan wajib, atau yang di bawah usia kerja minimum yang 

sah untuk bekerja, mana yang lebih tinggi. Perusahaan hanya mendukung 

pengembangan program magang di tempat kerja yang sah untuk kepentingan 

pendidikan bagi kaum muda dan tidak akan melakukan bisnis dengan mereka yang 

menyalahgunakan sistem tersebut. 

2.5 Jam Kerja dan Kompensasi 

Mitra Bisnis harus mematuhi persyaratan semua undang-undang dan peraturan yang 

berlaku tentang jam kerja reguler dan lembur. Semua tindakan disipliner harus dicatat. 

Upah, tunjangan, dan lembur yang dibayarkan harus memenuhi standar hukum yang 

berlaku. Persyaratan kompensasi dan manfaat yang disepakati berdasarkan 

perjanjian perserikatan kerja yang sah harus ditangani dan dipenuhi dengan sebaik-

baiknya. 

2.6 Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat 

Mitra Bisnis harus memberikan hak kebebasan kepada karyawannya untuk 

membentuk, mengatur, dan/atau bergabung dengan asosiasi dan perserikatan apa 

pun, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

 

3. ETIKA BISNIS DAN PERILAKU INTEGRITAS 

3.1 Benturan Kepentingan 

Mitra Bisnis harus menjaga dan menghindari timbulnya benturan kepentingan saat 

melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan. Setiap situasi yang berpotensi 

menimbulkan benturan kepentingan harus dinyatakan secara tertulis sebelum 

melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan, termasuk adanya kepemilikan atau 

kepentingan yang menguntungkan bagi pejabat publik atau negara dan lembaga 

pemerintahan, perwakilan dari partai politik, atau pun karyawan Perusahaan atas 

usaha Mitra Bisnis. 

 

Perlu diketahui bahwa benturan kepentingan tidak selalu merupakan pelanggaran 

terhadap kebijakan Perusahaan, namun, gagal mengungkapkan benturan 

kepentingan dengan segera merupakan suatu pelanggaran. Mengungkapkan potensi 

benturan kepentingan merupakan keharusan karena memungkinkan pihak 



 
 
 
 
 

 

 
 

manajemen dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi 

keputusan bisnis. 

3.2 Anti Penyuapan dan Korupsi 

Perusahaan tidak mentoleransi segala bentuk tindak penyuapan dan korupsi, dan 

berkomitmen pada undang-undang anti penyuapan dan korupsi yang berlaku. Mitra 

Bisnis dilarang berpartisipasi dalam kegiatan suap, pemberian kompensasi, uang 

pelicin, atau segala bentuk penyuapan dan korupsi lainnya, baik dalam berurusan 

dengan pejabat publik mau pun dengan pihak individu di sektor swasta.  

 

Mitra Bisnis harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan anti penyuapan 

dan korupsi, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal berkenaan dengan 

lobi, pemberian hadiah, dan pembayaran kepada pejabat publik, peraturan 

perundang-undangan terkait kontribusi kampanye politik, serta peraturan atau regulasi 

terkait lainnya. 

 

Mitra Bisnis tidak diperbolehkan, secara langsung atau pun tidak langsung, 

menawarkan atau berjanji untuk memberi atau membayar, atau meminta, memeras, 

atau menerima sesuatu yang bernilai (termasuk perjalanan, hadiah, biaya terkait 

perjamuan atau ramah-tamah, sumbangan amal, atau bantuan lainnya) kepada 

karyawan Perusahaan, pejabat atau karyawan pemerintah dan lembaga pemerintahan 

mana pun, partai politik, organisasi internasional publik, pejabat dan kandidat partai 

politik, sektor swasta, entitas atau organisasi, atau individu mana pun untuk: 

a. Secara tidak sah memperoleh informasi kepemilikan, informasi pribadi atau 

informasi rahasia, atau keuntungan apa pun; 

b. Secara tidak benar mempengaruhi tindakan atau keputusan dari siapa pun 

untuk keuntungan Mitra Bisnis atau Perusahaan dalam hal apa pun, atau;  

c. Sebaliknya, mempromosikan kepentingan bisnis Mitra Bisnis atau Perusahaan 

secara tidak benar.  

Perlu diketahui bahwa penyuapan berarti memberi, menawarkan, menjanjikan, 

meminta, menyetujui, menerima, menyepakati, memohon, atau memeras sesuatu 

yang bernilai, baik secara langsung mau pun tidak langsung, untuk mendorong atau 

mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan atau untuk mendapatkan suatu 

keuntungan bisnis secara tidak benar. 

Apa pun yang bernilai mengacu pada uang atau setara uang (voucher, e-money, cek, 

deposit, lainnya), hadiah untuk anggota keluarga, pelunasan utang, pinjaman, bantuan 

pribadi, bantuan seksual, rabat, suap, informasi orang dalam, hiburan, makanan dan 

perjalanan, kontribusi politik, sosial dan amal, peluang bisnis atau pekerjaan, 

perawatan medis, dan lainnya.  

3.3 Hadiah & Jamuan 

Bertukar apa pun yang bernilai dapat secara tidak benar mempengaruhi keputusan 

bisnis dan karena itu, dalam keadaan tertentu dapat dianggap sebagai suap atau 

menciptakan benturan kepentingan. Untuk alasan ini, Perusahaan menerapkan 

kebijakan NO GIFTS dengan Mitra Bisnis (potensial dan sebaliknya).  

a. Menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau mempertahankan 

manfaat atau keuntungan bagi pemberi, dan menawarkan apa pun yang 



 
 
 
 
 

 

 
 

mungkin tampak mempengaruhi, membahayakan penilaian, atau 

mengakibatkan suatu kewajiban oleh karyawan Perusahaan sangatlah 

dilarang. Jangan memberikan hadiah atau bantuan pribadi dalam bentuk apa 

pun kepada karyawan Perusahaan. 

b. Menyediakan jamuan makanan untuk karyawan Perusahaan hanya 

diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendiskusikan bisnis dan 

dikonsumsi bersama-sama. Selalu gunakan penilaian yang baik, 

kebijaksanaan, dan kewajaran saat menawarkan jamuan makanan dan 

pastikan hal tersebut tidak melanggar kebijakan apa pun (yang dimiliki 

perusahaan pemberi dan penerima), peraturan, dan aturan adat atau 

kebiasaan setempat.  

 

Harap dipahami bahwa Perusahaan tidak pernah berniat untuk bersikap tidak sopan 

apabila Perusahaan menolak hadiah dari siapa pun dengan itikad baik. Perusahaan 

menghormati semua Mitra Bisnis dan bercita-cita untuk membangun hubungan usaha 

yang baik dengan menghindari apa pun yang mungkin secara tidak benar dapat 

mempengaruhi keputusan bisnis (baik pada kenyataannya mau pun pada 

penampilannya atau yang terlihat). Untuk tujuan ini, Perusahaan mengharapkan 

komitmen yang sama dari semua Mitra Bisnis di mana Mitra Bisnis diharuskan untuk 

mengimplementasikan dan memelihara kebijakan hadiah dan jamuan. 

 

3.4 Pencatatan Usaha 

Mitra Bisnis harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi 

dan transaksi kegiatan usaha mereka, termasuk transaksi mereka dengan 

Perusahaan. Setiap pembuatan, pemeliharaan dan penyimpanan, serta pemusnahan 

catatan usaha harus sepenuhnya sesuai dengan seluruh persyaratan standar, hukum, 

dan peraturan yang berlaku. Mitra Bisnis harus jujur, apa adanya, dan teliti dalam 

mengungkapkan informasi kepada semua pemangku kepentingan, termasuk dengan 

perwakilan dari badan regulasi dan pejabat pemerintah. 

 

3.5 Perlindungan Properti, Informasi, dan Aset Intelektual 

Perlindungan hak kekayaan intelektual1, informasi, dan aset sangatlah penting bagi 

perusahaan mana pun.  Perusahaan bergantung pada kekayaan intelektual, seperti 

informasi, proses, dan teknologi. Semua Mitra Bisnis harus, dengan tanpa terkecuali: 

a. Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan 

hanya menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak yang telah 

diperoleh dan dilisensikan secara sah. Gunakan perangkat lunak, perangkat 

                                                           
1 Kekayaan intelektual merupakan salah satu aset perusahaan yang paling berharga. Kekayaan intelektual 

mencakup paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan desain, serta membantu melindungi penemuan 
perusahaan, proses manufaktur, merek, rencana bisnis, dokumen pemasaran dan grafis, perangkat lunak, bentuk 
produk, informasi kepemilikan, dan banyak hal lainnya. 
 
Informasi kepemilikan adalah informasi yang tidak diungkapkan, misalnya, tidak diketahui publik atau tidak tersedia 
secara umum, dan yang dijaga kerahasiaannya. 
 
Informasi pribadi adalah informasi apa pun yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik 
secara langsung mau pun tidak langsung, misalnya, nama, ID karyawan dan pribadi, alamat, nomor telepon, data 
biometrik dan genetik, serta data atau informasi sensitif lainnya. 



 
 
 
 
 

 

 
 

keras, dan konten sesuai dengan lisensi atau ketentuan penggunaan yang 

berlaku. 

b. Melindungi dan secara bertanggung jawab menggunakan aset fisik, intelektual, 

dan informasi Perusahaan, termasuk kekayaan intelektual, informasi rahasia 

dan kepemilikan, properti berwujud, persediaan, barang habis pakai, dan 

peralatan. Gunakan aset tersebut hanya jika diizinkan oleh Perusahaan secara 

tertulis dan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan peraturan apa pun, 

terutama yang berkaitan dengan perilaku kompetitif dan transaksi orang dalam. 

Pastikan persetujuan yang tepat telah diperoleh sebelum melakukan transfer 

atau berbagi informasi yang terkait dengan Perusahaan kepada siapa pun. 

c. Menghargai privasi dan informasi pribadi karyawan Perusahaan dan pihak 

lainnya, termasuk mitra bisnis. Hanya mereka yang perlu tahu untuk tujuan 

bisnis yang sah atau ketika diminta untuk mematuhi hukum dan peraturan yang 

dapat mengakses dan menggunakan informasi pribadi. 

d. Mematuhi hak kepemilikan kekayaan intelektual Perusahaan dan pihak 

lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek dagang, 

dan rahasia dagang, serta mengelola transfer teknologi dan keterampilan 

dengan cara yang melindungi hak kekayaan intelektual. 

e. Mematuhi semua persyaratan dan prosedur Perusahaan untuk menjaga kata 

sandi, kerahasiaan, keamanan, dan privasi sebagai syarat dalam penyediaan 

barang atau jasa kepada Perusahaan atau dalam menerima akses internal ke 

jaringan, sistem, dan bangunan Perusahaan. Semua data yang disimpan atau 

ditransmisikan pada peralatan milik Perusahaan atau yang disewakan harus 

dianggap sebagai infomasi privat dan merupakan milik Perusahaan. 

Perusahaan dapat memantau semua penggunaan jaringan perusahaan dan 

semua sistem (termasuk email), serta dapat mengakses semua data yang 

disimpan atau ditransmisikan menggunakan jaringan Perusahaan. 

f. Gunakan teknologi dan sistem informasi yang disediakan Perusahaan 

(termasuk email) hanya untuk tujuan bisnis yang diotorisasi atau diwenangkan 

oleh Perusahaan. Perusahaan secara ketat melarang Mitra Bisnis 

menggunakan teknologi dan sistem yang disediakan Perusahaan untuk: 

i. Membuat, mengakses, menyimpan, mencetak, meminta, atau 

mengirim materi apa pun yang mengintimidasi, melecehkan, 

mengancam, kasar, eksplisit secara seksual, menyinggung, atau tidak 

pantas; atau 

ii. Mengirim informasi yang tidak benar, menghina, atau jahat; atau 

iii. Manfaat atau keuntungan pribadi. 

 

3.6 Transaksi Orang Dalam  

Transaksi orang dalam terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik 

ilegal oleh undang-undang dan harus dihindari oleh Mitra Bisnis. Mitra Bisnis dilarang 

untuk:  

a. Secara tidak sah, memperoleh segala jenis informasi rahasia atau informasi 

yang tidak tersedia untuk umum.  

b. Mengambil keputusan bisnis atau kerjasama bisnis atau melaksanakan opsi 

perdagangan bursa berdasarkan informasi rahasia atau informasi yang tidak 

tersedia untuk umum yang Mitra Bisnis ketahui. 



 
 
 
 
 

 

 
 

c. Memberikan tip atau membagikan informasi rahasia atau tidak tersedia untuk 

umum kepada siapa pun tanpa persetujuan sebelumnya dari pihak yang 

memiliki otorisasi. 

3.7 Keterlibatan dengan Komunitas 

Perusahaan percaya bahwa tanggung jawab kemakmuran dan kesejahteraan oleh 

perusahaan tidak hanya terhenti pada karyawannya, namun juga berlaku untuk para 

pemangku kepentingan perusahaan serta komunitas di mana pun perusahaan 

beroperasi. Oleh karena itu, Perusahaan mendorong Mitra Bisnis untuk berhubungan 

dengan komunitas di lingkungan setempat, dan menjadi mitra terpercaya bagi 

komunitas, serta mempromosikan dan memberdayakan pengembangan aspek sosial 

dan ekonomi, termasuk melindungi budaya komunitas setempat. 

 

Mitra Bisnis harus melindungi dan mempromosikan hak kepemilikan dan tanah milik 

individu dan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Semua negosiasi yang terkait 

dengan penggunaan properti dan lahan harus dilakukan secara transparan dan 

didokumentasikan, serta didasarkan pada persetujuan sebelumnya dan dengan 

sukarela. 

 

4. AKUNTABILITAS & PELAPORAN 

Perusahaan mensyaratkan seluruh Mitra Bisnis untuk patuh terhadap Kode Etik ini. 
Mitra Bisnis harus segera memberi tahu perwakilan mereka di Perusahaan (atau 
anggota manajemen Perusahaan) ketika terjadi situasi apa pun yang dapat 
menyebabkan Mitra Bisnis beroperasi tidak sejalan dengan Kode Etik ini. 

Untuk memastikan pemahaman Mitra Bisnis, pelatihan mengenai Kode Etik ini dapat 

ditawarkan oleh Perusahaan dan menjadi suatu keharusan untuk diikut oleh Mitra 

Bisnis, selain kewajiban lainnya yang disebutkan dalam perjanjian apa pun yang 

mungkin ada antara Mitra Bisnis dengan Perusahaan.  

Mitra Bisnis diharapkan untuk melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan 

kepatuhan mereka terhadap Kode Etik ini, namun demikian, Perusahaan dapat 

meminta hak audit atau inspeksi yang wajar terhadap Mitra Bisnis atau fasilitas mereka 

untuk mengkonfirmasi kepatuhan Mitra Bisnis. Perusahaan berhak memberikan 

tindakan korektif terhadap Mitra Bisnis jika terjadi ketidakpatuhan terhadap Kode Etik 

ini, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk pemutusan kontrak 

segera atau pemberhentian atau penggantian perwakilan dari Mitra Bisnis atau 

personel yang berperilaku melanggar hukum atau tidak konsisten dengan Kode Etik 

ini, atau pun kebijakan Perusahaan lainnya. 

Pertanyaan Kunci Integritas 

Harap diingat bahwa Supplier Code of Conduct ini bukanlah sebagai pengganti atas 

penilaian yang baik oleh Mitra Bisnis. Kode Etik ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat 

mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Untuk alasan ini, Mitra Bisnis 

diharuskan untuk waspada terhadap tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa Mitra 

Bisnis mungkin berada di area abu-abu integritas dan menanyakan diri mereka sendiri 

tiga pertanyaan sederhana ini jika Mitra Bisnis memiliki keraguan tentang apa yang 

harus mereka lakukan. 



 
 
 
 
 

 

 
 

1. Bagaimana keputusan ini akan terlihat bagi Perusahaan, perusahaan Mitra 

Bisnis sendiri, dan pihak lain? 

2. Apakah tindakan Mitra Bisnis sesuai dengan hukum, kebijakan perusahaan 

Mitra Bisnis, dan Kode Etik ini? 

3. Apakah tindakan Mitra Bisnis dapat merusak reputasi Perusahaan dan/atau 

perusahaan Mitra Bisnis? 

 

Sampaikan Keluhan Anda Melalui Saluran Pelaporan Perusahaan 

Mitra Bisnis, termasuk karyawannya, memiliki kewajiban untuk: 

a. Mengambil tindakan apabila melihat adanya masalah. 

b. Mengajukan pertanyaan jika tidak tahu, ragu, atau dilema dalam mengambil 

keputusan yang etis di tempat kerja. 

c. Menyampaikan Keluhan yang dimiliki dan melapor apabila melihat adanya 

indikasi tindak pelanggaran terhadap Kode Etik ini atau peraturan lainnya yang 

berlaku. 

Melalui Saluran Pelaporan Perusahaan atau “Whistleblower Channel”, seluruh 

pemangku kepentingan Perusahaan, termasuk Mitra Bisnis, dapat menyampaikan 

keluhan, kekhawatiran, serta indikasi tindak penyimpangan atau pelanggaran 

terhadap Kode Etik ini atau terhadap peraturan, standar, regulasi, dan ketentuan 

hukum lainnya yang berlaku. Mitra Bisnis dan pemangku kepentingan lainnya juga 

dapat mengajukan pertanyaan dan mengkonsultasikan permasalahan yang 

dihadapinya.  

Setiap data Pelapor dan laporannya akan dijaga kerahasiaannya. Selain itu, Pelapor 

diperbolehkan untuk mengajukan keluhannya dan laporan pelanggaran 

(Whistleblower) secara anonim (tanpa nama) dan Perusahaan akan memberikan 

perlindungan atas upaya pembalasan berkenaan dengan keluhan dan laporan 

pelanggaran yang disampaikan dengan itikad baik. 

 

 

Jambi,  

Update terakhir: 25 Maret 2024 

  



 

 

 

 

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI 

(“Kebijakan”) 
 

1. Tujuan 

 

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi (“Kebijakan”) ini menetapkan 

persyaratan dan standar perilaku terkait dengan penyuapan dan korupsi, yang 

menjadi keharusan di PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya akan dinyatakan sebagai 

“Perusahaan”). 

Kebijakan ini memberikan sebuah kerangka kerja, tetapi tidak dapat 

menjelaskan setiap situasi, hukum, atau kebijakan yang mungkin berlaku. Apabila 

dalam penerapannya, terdapat perbedaan standar antara Kebijakan ini dengan 

hukum, aturan, kebiasaan, atau norma setempat, maka standar yang lebih tinggi yang 

berlaku. Karyawan perlu melakukan penilaian yang baik, menggunakan 

pertimbangan dan nalar atas setiap tindakan, dan berupaya mencegah potensi 

pelanggaran terhadap Kebijakan ini, serta undang-undang, aturan, atau standar yang 

berlaku. 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Kebijakan ini berlaku pada seluruh operasi dan aktivitas bisnis berkenaan 

dengan Perusahaan, yang juga diharapkan untuk diikuti oleh para pemangku 

kepentingan yang relevan. 

  

3. Istilah dan Definisi 

 

Untuk kepentingan Kebijakan ini, istilah dan definisi berikut berlaku. 

3.1 Suap – tindakan menawarkan, memberi, menjanjikan, meminta, 

menyetujui, memperoleh, menerima, atau meminta sesuatu yang 

bernilai, baik secara langsung mau pun tidak langsung, untuk 

membujuk atau memengaruhi suatu tindakan atau keputusan, yang 

tidak sesuai dengan nilai, kebijakan, dan prosedur Perusahaan, 

dan/atau hukum, aturan, atau peraturan yang berlaku. 

3.2 Apa pun yang Bernilai – mengacu pada uang tunai, hadiah kepada 

anggota keluarga, penghapusan utang, pinjaman, bantuan pribadi, 

bantuan seksual, potongan harga, sogokan, informasi orang dalam, 

hiburan, jamuan makan dan perjalanan, kontribusi politik, sosial, dan 

amal, kesempatan bisnis atau pekerjaan, perawatan medis, dan 



 

 

 

 

lainnya. Barang yang bernilai yang diberikan sesuai dengan 

persyaratan kebijakan ini dan Undang-Undang Anti-Korupsi yang 

berlaku, serta tidak diberikan dengan maksud untuk mendapatkan 

keuntungan yang tidak semestinya atau tidak patut, tidak akan 

dianggap sebagai suap. 

3.3 Korupsi – adalah tindakan tidak jujur atau ilegal yang dilakukan untuk 

mendapatkan sesuatu yang bernilai dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau wewenang. 

3.4 Kickback (sogokan) – timbul ketika pihak ketiga atau mitra bisnis 

membayar sebagian dari upah mereka kepada karyawan Perusahaan 

yang memberikan mereka kontrak atau keuntungan bisnis lainnya. 

3.5 Persekongkolan Tender – suatu bentuk kolusi dimana vendor, 

umumnya dengan bantuan karyawan yang tidak jujur, secara ilegal 

memperoleh kontrak yang seharusnya melibatkan proses penawaran 

yang kompetitif. 

3.6 Uang Pelicin – suap atau pembayaran tidak resmi yang diberikan 

kepada atau oleh karyawan Perusahaan yang dimaksudkan untuk 

mempercepat transaksi rutin yang sudah menjadi hak pembayar. 

3.7 Karyawan – seorang individu yang bekerja paruh waktu atau penuh 

waktu berdasarkan kontrak kerja dengan Perusahaan, baik secara lisan 

atau tertulis, tersurat mau pun tersirat, dan memiliki hak dan kewajiban 

yang jelas. 

3.8 Pihak Ketiga atau Rekanan – dalam konteks Kebijakan ini, pihak 

ketiga atau rekanan mengacu pada individu, organisasi, atau entitas 

mana pun yang ditemui dan bekerja sama dengan Perusahaan. Hal ini 

termasuk namun tidak terbatas pada pembeli, pelanggan, pemasok, 

vendor, mitra, kontraktor, sub-kontraktor, agen, perwakilan, perantara, 

konsultan, penasihat, badan pemerintah dan publik – termasuk 

penasihat, perwakilan dan pejabat, politisi, dan pihak publik mereka, 

serta mitra bisnis lainnya. 

3.9 Pejabat Pemerintah atau Publik – (i) pejabat, agen, atau pegawai 

pemerintah, perusahaan milik pemerintah (atau badan, departemen, 

atau perangkatnya) atau partai politik, atau organisasi internasional 

publik yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional (ii) agen, 

pejabat, atau karyawan dari entitas apa pun yang dimiliki oleh 

pemerintah. Karyawan pensiunan, pejabat, karyawan, atau siapa pun 

yang saat ini tidak menjabat atau pada saat yang relevan melakukan 

tindakan dalam kapasitas apa pun untuk atau atas nama pemerintah, 

departemen, lembaga, perangkatnya, atau entitas yang yang 

diasumsikan-atau sebagian dikendalikan atau dimiliki oleh pemerintah; 



 

 

 

 

setiap organisasi internasional publik yang didirikan berdasarkan 

perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Indonesia; atau partai 

politik di Indonesia yang tidak dianggap sebagai “Pejabat Pemerintah”. 

3.10 Hadiah dan Jamuan – mengacu pada segala bentuk hadiah, jamuan, 

keramahtamahan, penghargaan, manfaat, atau insentif lainnya yang 

diterima atau ditawarkan. 

3.11 Benturan Kepentingan – benturan kepentingan adalah setiap 

kegiatan dan situasi yang dapat menjadikan konflik nyata atau ‘tampak’ 

nyata antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan. 

Benturan kepentingan dapat timbul ketika seorang karyawan 

menempatkan kepentingannya di atas kepentingan Perusahaan 

dimana kepentingan pribadi tersebut dengan tidak semestinya 

mempengaruhi penilaian, keputusan, atau tindakan bisnis karyawan 

tersebut. 

3.12 Perlakuan yang merugikan – setiap pemecatan, tindakan disipliner, 

ancaman, atau perlakuan yang tidak menguntungkan sebagai akibat 

dari penyampaian kekhawatiran oleh seseorang. 

3.13 Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi – suatu elemen yang saling 

terkait dan berkorelasi, termasuk kontrol, kebijakan, dan prosedur, 

dalam pencapain tujuan yang berkaitan dengan risiko penyuapan dan 

korupsi. 

3.14 Uji Tuntas – sebuah proses untuk menilai lebih lanjut sifat atau tingkat 

risiko suap dan korupsi untuk membantu Perusahaan menetapkan 

keputusan terkait dengan suatu transaksi, proyek, aktivitas, pihak 

ketiga, dan karyawan. 

3.15 Manajemen – terdiri dari eksekutif tingkat senior dan tertinggi di 

Perusahaan. 

3.16 Fungsi Kepatuhan – bertanggung jawab untuk memastikan 

kecukupan desain kebijakan dan prosedur terkait anti penyuapan dan 

korupsi, termasuk efektivitas operasinya. Dalam konteks Kebijakan ini, 

fungsi kepatuhan anti penyuapan dan korupsi di Perusahaan adalah 

fungsi Ethics and Compliance. 

3.17 Informasi Terdokumentasi – informasi yang diperlukan untuk 

dikendalikan dan dipelihara oleh Perusahaan. 

3.18 Pemantauan – aktivitas atau proses yang dilakukan untuk 

menganalisis, meninjau, dan menentukan status dari sistem, proses, 

atau aktivitas. 



 

 

 

 

3.19 Audit – proses evaluasi yang sistematis dan independen, serta 

terdokumentasi, yang dilakukan untuk memperoleh bukti yang 

mencukupi dalam menentukan pemenuhan kriteria tertentu. 

 

4. Sikap Perusahaan Terhadap Penyuapan dan Korupsi 

 

Perusahaan tidak memberikan toleransi atas segala bentuk penyuapan dan 

korupsi, termasuk kickback (sogokan), persekongkolan tender (bid-rigging), dan uang 

pelicin, serta melarang semua karyawan dan pihak ketiga yang bertindak atas nama 

Perusahaan untuk terlibat dalam tindakan penyuapan dan korupsi dengan 

pemerintah atau pejabat publik, individu, dan organisasi mana pun. Sehubungan 

dengan ini, hal-hal berikut berlaku: 

4.1 Hadiah & Jamuan 

Hadiah atau jamuan hanya dapat ditawarkan atau diterima untuk tujuan 

bisnis yang sah – yaitu, apabila tujuan utamanya adalah untuk 

membangun hubungan bisnis yang baik, dan hubungan tersebut 

konsisten dengan rencana usaha unit bisnis terkait. 

 

Hadiah atau jamuan yang dianggap dapat merusak penilaian yang 

tepat, mempengaruhi keputusan secara tidak semestinya, atau 

menimbulkan rasa berkewajiban, tidak boleh ditawarkan atau diterima 

oleh karyawan. 

 

Hadiah dan jamuan berikut ini (masing-masing merupakan Hadiah dan 

Jamuan yang Dilarang) tidak diperkenankan dalam keadaan apa pun: 

a. Uang tunai atau voucher hadiah. 

b. Hadiah atau jamuan yang diberikan atau diterima dengan 

maksud untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak 

semestinya. 

c. Jamuan yang tidak pantas atau di tempat yang tidak pantas. 

d. Hadiah atau jamuan sebagai imbalan atas layanan atau 

informasi bisnis, pinjaman, uang tunai, atau diskon 

produk/layanan yang tidak tersedia bagi seluruh Karyawan. 

e. Hadiah atau jamuan yang berfungsi sebagai uang pelicin, 

meskipun diizinkan menurut undang-undang yurisdiksi atau 

praktik bisnis setempat. 

 

Karyawan diwajibkan untuk mengungkapkan dan mendapatkan 

persetujuan tertulis yang diperlukan ketika menerima atau mengatur 

pemberian hadiah atau jamuan yang diperbolehkan berdasarkan 

Kebijakan Hadiah dan Jamuan Perusahaan. 



 

 

 

 

4.2 Uang Pelicin 

Uang pelicin cenderung terjadi dengan melibatkan pejabat/petugas di 

tingkat rendah untuk mengamankan atau mempercepat pelaksanaan 

tugas atau tindakan tertentu. Perusahaan mengganggap uang pelicin 

sebagai bentuk penyuapan yang melibatkan percepatan/kelancaran 

atau kemudahan kinerja dari pejabat pemerintah/publik untuk kegiatan 

rutin pemerintah itu sendiri. Perusahaan tidak menerima dan tidak akan 

melakukan pembayaran uang pelicin dalam bentuk apa pun. 

4.3 Pejabat Pemerintah atau Publik 

Perusahaan menjalankan bisnis dengan pemerintah atau pejabat 

publik di semua bidang operasinya dan mengharapkan hubungan yang 

terbuka dan konstruktif dengan pemerintah tersebut. Setiap interaksi 

dengan pemerintah, regulator, dan pejabat publik harus ditujukan untuk 

kepentingan terbaik Perusahaan dan informasi yang diberikan harus 

akurat dan sesuai. Perusahaan melarang segala tindakan yang 

dianggap tidak pantas dan melanggar hukum atau peraturan yang 

berlaku, saat berhubungan dengan pejabat pemerintah atau publik, 

seperti praktik lobi.  

4.4 Kontribusi dan Aktivitas Politik 

Perusahaan mematuhi semua peraturan, undang-undang, dan regulasi 

yang berlaku sehubungan dengan kegiatannya yang berhubungan 

dengan partai politik. Perusahaan tidak melarang karyawan untuk 

terlibat dalam aktivitas politik, namun, karyawan harus memastikan 

keterlibatan pribadi dalam aktivitas politik dan keterlibatan bisnis dalam 

suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh partai politik telah disetujui 

terlebih dahulu oleh Perusahaan, dan sesuai dengan Pedoman 

Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau “BCOC”), 

serta peraturan, hukum, dan regulasi lain yang berlaku.    

4.5 Sponsor dan Donasi Amal 

Perusahaan memperbolehkan untuk memberikan dukungan/bantuan 

kepada kelompok masyarakat setempat dan melakukan kegiatan amal 

melalui program sponsor dan donasi yang legal, etis, dan sejalan 

kepentingan Perusahaan. Dalam mempertimbangkan program sponsor 

dan donasi, karyawan harus mematuhi BCOC Perusahaan serta 

kebijakan dan prosedur lainnya yang berlaku. 

4.6 Benturan Kepentingan 

Perusahaan tidak mentoleransi benturan kepentingan dalam praktik 

bisnis Perusahaan. Karyawan harus memastikan aktivitas dan 

kepentingan pribadinya tidak bertentangan—atau terlihat 

berbenturan—dengan tanggung jawabnya kepada Perusahaan. Hal ini 

penting untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. Karyawan 

harus: 



 

 

 

 

a. Mengungkapkan kepada Manajer dan fungsi Ethics & 

Compliance atas setiap benturan kepentingan yang nyata atau 

potensial mempengaruhi karyawan. 

b. Menghindari segala kesepakatan, keterlibatan, atau hubungan 

yang dapat menimbulkan konflik dengan kewajiban karyawan 

terhadap Perusahaan. 

c. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dimana karyawan 

mungkin tidak dapat membuat keputusan yang objektif. 

d. Tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan baik berupa 

potensial mau pun aktual, dengan kerabat, teman dekat, atau 

rekanan. 

e. Mematuhi Kebijakan Benturan Kepentingan Perusahaan yang 

berlaku sebagaimana mestinya. 

 

5. Penanganan Penyuapan dan Korupsi 

 

Perusahaan menyadari bahwa terlepas dari kebijakan Perusahaan yang ketat, 

pemerasan terkadang terjadi dalam tindak penyuapan dan korupsi, terutama terkait 

uang pelicin, dimana penolakan tidak dapat dilakukan dan upaya penghindaran justru 

dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pihak yang 

melakukan penentangan atau pun keluarganya. Dalam keadaan tersebut, langkah-

langkah berikut harus dilakukan: 

a. Upayakan pembayaran apa pun seminimal mungkin. 

b. Mintakan tanda terima, dengan rincian jumlah dan maksud pembayaran. 

c. Lakukan pencatatan atas pembayaran yang dilakukan. 

d. Laporkan kejadian ini kepada Manajer Anda dan/atau fungsi Ethics & 

Compliance sesegera mungkin. 

 

6. Pelaporan dan Pertanyaan 

 

Semua karyawan dan pihak eksternal didorong untuk menyampaikan 

kekhawatiran dengan itikad baik berkenaan dengan penyuapan dan korupsi yang 

menyangkut Perusahaan. Karyawan harus memberitahukan Manajer lini dan/atau 

fungsi Ethics & Compliance setiap kali menghadapi situasi di bawah ini. 

a. Memiliki ketidakpastian tentang apakah suatu tindakan atau perilaku 

tertentu dapat dianggap sebagai penyuapan dan korupsi. 

b. Menemukan kelemahan apa pun pada sistem anti penyuapan dan korupsi 

Perusahaan. 

c. Mencurigai adanya kejadian penyuapan dan korupsi yang berkaitan dengan 

Perusahaan atau pelanggaran terhadap Kebijakan ini. 

d. Ditawarkan atau dimintai suap oleh siapa pun. 



 

 

 

 

e. Menjadi sasaran perlakuan yang tidak adil sebagai akibat dari penyampaian 

kekhawatiran dan penolakan untuk menerima atau menawarkan suap. 

 

Perusahaan menerapkan kebijakan anti-pembalasan atas laporan yang 

diajukan dengan itikad baik. Perusahaan akan memastikan bahwa tidak ada seorang 

pun yang mengalami perlakuan yang merugikan sebagai akibat dari penolakan untuk 

menerima atau menawarkan suap atau kegiatan korupsi lainnya, atau karena mereka 

melaporkan kekhawatiran terkait dengan potensi tindakan penyuapan atau korupsi. 

Karyawan dan pihak eksternal dapat menggunakan saluran Whistleblower 

Perusahaan—Integrated Call Center—untuk membuat laporan atau menyampaikan 

kekhawatiran tentang penyuapan dan korupsi. 

 

7. Investigasi dan Tindakan Pendisiplinan 

 

Setiap laporan terkait penyuapan dan korupsi mengenai Perusahaan dan 

dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan ini atau sistem anti penyuapan dan korupsi 

Perusahaan akan dilakukan peninjauan dan dapat menjadi sasaran untuk 

penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan Kebijakan Investigasi Perusahaan. 

Setiap karyawan yang dinyatakan bersalah karena melanggar Kebijakan ini 

akan mendapatkan tindakan disipliner dan dapat menghadapi pemecatan karena 

pelanggaran berat. Perusahaan memiliki hak untuk memutuskan hubungan 

kontraktual dengan karyawan apabila karyawan melanggar Kebijakan ini. Setiap non-

karyawan yang dilibatkan oleh Perusahaan dan pihak ketiga yang melanggar 

Kebijakan ini dapat segera diakhiri kontraknya. 

Laporan kejadian suap dan korupsi kepada pejabat yang berwenang harus 

dilakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan atau regulasi yang berlaku. 

 

8. Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Korupsi 

 

Dalam mengelola risiko penyuapan dan korupsi, Perusahaan menetapkan dan 

menerapkan sistem anti penyuapan dan korupsi yang memadai dan efektif. Aktivitas 

dan kontrol berikut diterapkan sebagai bagian dari sistem manajemen anti penyuapan 

dan korupsi Perusahaan. 

8.1 Penilaian Risiko Penyuapan dan Korupsi 

Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan untuk mengidentifikasi, 

menilai, mengevaluasi, dan mengurangi risiko penyuapan dan korupsi 

terkait Perusahaan. Penilaian risiko penyuapan dan korupsi dilakukan 

secara berkala dengan tujuan untuk: 



 

 

 

 

a. Mengidentifikasi sifat risiko penyuapan dan korupsi yang 

berkaitan dengan Perusahaan dan potensi terjadinya. 

b. Menganalisis atau menilai implikasi risiko yang teridentifikasi 

terhadap Perusahaan dan menentukan prioritas risiko. 

c. Mengevaluasi kontrol/pengendalian yang terdapat di Perusahaan 

untuk mengurangi risiko ke tingkat residual yang dapat diterima. 

8.2 Uji Tuntas 

Uji tuntas harus dilakukan untuk transaksi, proyek, aktivitas, pihak ketiga, 

dan karyawan yang memiliki risiko penyuapan dan korupsi yang lebih dari 

rendah berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan, untuk mengevaluasi 

lebih lanjut risiko penyuapan dan korupsi. 

Sebelum memulai atau melanjutkan hubungan komersial dengan pihak 

ketiga atas nama Perusahaan, uji tuntas yang sesuai harus dilakukan 

sesuai dengan Kebijakan Uji Tuntas Perusahaan, dan semua kontrak 

harus disahkan sesuai dengan prosedur Perusahaan. Uji tuntas juga 

harus dilakukan terhadap karyawan sebelum dipekerjakan, dipindahkan, 

dan dipromosikan. 

8.3 Pengendalian Finansial 

Perusahaan mematuhi semua peraturan, perundang-undangan, dan 

regulasi yang berlaku yang mengatur perihal pelaporan usaha. Semua 

informasi terkait aktivitas bisnis Perusahaan yang disusun dan dipelihara, 

harus secara akurat mencerminkan transaksi dan peristiwa yang 

mendasarinya, serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur pelaporan 

yang berlaku. 

 

Petugas keuangan dan pihak lainnya yang bertanggung jawab atas 

keakuratan pelaporan keuangan memiliki tanggung jawab tambahan 

untuk memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai untuk 

mewujudkan pelaporan keuangan dan manajemen yang benar, akurat, 

lengkap, konsisten, tepat waktu, dan dapat dipahami, yang disusun 

sesuai dengan peraturan hukum, standar akuntansi, kebijakan, dan 

prosedur yang berlaku. 

 

8.4 Pengendalian Non Finansial 

Pengendalian non-keuangan harus diterapkan sesuai kebutuhan untuk 

memitigasi dan mengendalikan risiko penyuapan dan korupsi pada 

aspek non-keuangan, seperti proses pengadaan, komersial, dan 

operasional, serta memastikan bahwa risiko tersebut telah dikelola 

dengan baik. Pengendalian non-keuangan yang akan dilaksanakan 

meliputi, namun tidak terbatas pada: 

a. Uji tuntas yang dilakukan terhadap pihak ketiga dan karyawan. 



 

 

 

 

b. Pemisahan tugas dalam proses pengadaan, antara pemrakarsa, 

negosiator, dan pemberi persetujuan. 

c. Pembatasan pada informasi sensitif. 

d. Peninjauan bonus, target, dan insentif untuk memastikan bahwa 

bonus, target, dan insentif tidak mendorong terjadinya 

penyuapan dan korupsi dalam bagaimana pun. 

 

8.5 Implementasi Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi oleh Pihak 

Ketiga 

Perusahaan bertujuan untuk memiliki hubungan bisnis yang efektif 

dengan pihak ketiga dan mendorong pihak ketiga untuk mengadopsi 

prinsip, praktik, dan prosedur bisnis yang serupa dengan Perusahaan, 

termasuk dalam hal pendirian/pandangan Perusahaan terhadap 

penyuapan dan korupsi. 

 

 

9. Tanggung Jawab Terhadap Sistem Anti Penyuapan dan Korupsi 

 

Seluruh karyawan bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap efektifitas 

penegakan sistem anti penyuapan dan korupsi. Semua karyawan harus membaca, 

memahami, dan mematuhi Kebijakan ini, serta prosedur, peraturan perundang-

undangan, dan regulasi lain yang berlaku. Tanggung jawab tambahan berlaku untuk 

Manajemen, Kepala Fungsi/Unit, dan fungsi Ethics & Compliance sehubungan 

dengan Kebijakan ini dan sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan. 

9.1 Manajemen – bertanggung jawab atas keseluruhan sistem anti 

penyuapan dan korupsi serta implementasinya. Manajemen akan 

melakukan pengawasan untuk: 

a. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi, termasuk tujuan, 

kebijakan atau prosedur, dan kontrol sistem telah tersedia, 

memadai, dan efektif untuk mencapai tujuan dari sistem dan 

mengurangi risiko penyuapan dan korupsi. 

b. Memastikan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan 

sistem anti penyuapan dan korupsi telah memadai dan/atau 

kompeten, tanggung jawab telah ditetapkan, ditugaskan, dan 

dikomunikasikan. 

c. Mempromosikan dan mengkomunikasikan budaya anti 

penyuapan dan korupsi Perusahaan. 

d. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi ditinjau atau 

diaudit secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. 

e. Melaporkan penerapan sistem anti penyuapan dan korupsi, serta 

terjadinya ketidakpatuhan atau pelanggaran kepada dewan 

pengawas. 



 

 

 

 

 

9.2 Kepala Fungsi / Unit – bertanggung-jawab untuk mengimplementasikan 

Kebijakan ini dan sistem anti penyuapan dan korupsi yang dipersyaratkan 

di area tanggung-jawab mereka. 

 

9.3 Fungsi Ethics & Compliance – sebagai fungsi kepatuhan bertanggung-

jawab untuk: 

a. Mengawasi kecukupan desain dan efektivitas implementasi 

sistem anti penyuapan dan korupsi. 

b. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada karyawan dan pihak 

ketiga sebagaimana dibutuhkan mengenai sistem anti penyuapan 

dan korupsi serta isu-isu yang berkaitan dengan penyuapan dan 

korupsi. 

c. Memastikan sistem anti penyuapan dan korupsi telah sesuai 

dengan standar, peraturan perundang-undang, dan regulasi yang 

berlaku. 

d. Melaporkan sebagaimana mestinya kepada manajemen dan 

dewan pengawas terkait penerapan sistem anti penyuapan dan 

korupsi. 

 

 

10. Pelatihan dan Komunikasi 

 

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada semua karyawan dan rekan bisnis atau 

pihak ketiga sejak awal berhubungan bisnis, dan setelahnya, sebagaimana mestinya. 

Pelatihan atau kegiatan komunikasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan 

suap dan korupsi akan diberikan kepada karyawan secara berkala, sesuai dengan 

peran karyawan dan eksposur karyawan terhadap risiko. Program 

kesadaran/pemahaman dan pelatihan kepada pihak ketiga akan diberikan apabila 

dianggap perlu. 

 

11. Dokumentasi 

 

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas, catatan atau dokumentasi 

mengenai Kebijakan ini diperlukan dan disimpan sesuai dengan prosedur 

Penyimpanan Informasi & Dokumen yang berlaku. Semua dokumentasi yang 

diperlukan harus tersedia untuk digunakan, apabila diperlukan. Catatan atau 

dokumentasi yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada: 

a. Penilaian risiko suap dan korupsi yang dilakukan. 

b. Pelatihan yang diberikan kepada karyawan dan pihak ketiga, 

sebagaimana diperlukan. 



 

 

 

 

c. Uji tuntas atau kegiatan peninjauan lainnya yang dilakukan. 

d. Setiap persetujuan dan perjanjian kontrak. 

e. Setiap transaksi dan aktivitas keuangan, termasuk hadiah dan jamuan 

yang ditawarkan atau diterima. 

f. Pemantauan dan evaluasi kinerja atas suap dan korupsi, serta kecukupan 

dan efektivitas sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada. 

g. Audit yang dilakukan terhadap sistem anti penyuapan dan korupsi. 

 

12. Pemantauan dan Tinjauan 

 

Kegiatan pemantauan dan peninjauan sangatlah penting untuk efektivitas, 

kesesuaian, dan kecukupan Kebijakan ini, dan untuk perbaikan berkelanjutan sistem 

anti penyuapan dan korupsi yang ada. Proses pemantauan dan tinjauan dilakukan 

melalui audit, tinjauan manajemen, dan tinjauan oleh fungsi Ethics & Compliance – 

sebagai fungsi kepatuhan. 

12.1 Audit Internal 

Audit internal harus dilakukan oleh fungsi yang independen dan dalam 

kurun waktu yang terencana untuk memastikan bahwa sistem anti 

penyuapan dan korupsi telah memadai dan efektif dalam mencapai 

tujuannya mengelola risiko penyuapan dan korupsi. Program audit harus 

dilaksanakan secara wajar, dengan pendekatan berbasis risiko, dan 

sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur Audit Internal Perusahaan. 

 

12.2 Tinjauan Manajemen 

Tinjauan sistem anti penyuapan dan korupsi oleh Manajemen dilaksakan 

dalam kurun waktu tertentu untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, 

dan efektivitas dari sistem. Tinjauan dilaksanakan atas, namun tidak 

terbatas pada: 

a. Adanya perubahan isu internal dan eksternal yang relevan 

dengan sistem anti penyuapan dan korupsi Perusahaan. 

b. Terjadinya ketidakpatuhan dan pelaksanaan tindakan korektif. 

c. Hasil audit. 

d. Laporan suap dan korupsi. 

e. Penyelidikan yang dilakukan terkait suap dan korupsi. 

f. Efektivitas sistem anti penyuapan dan korupsi yang ada. 

g. Implementasi rekomendasi untuk perbaikan yang berkelanjutan. 

 

12.3 Tinjauan Fungsi Ethics & Compliance 

Fungsi Ethics & Compliance melaksanakan pemantauan dan peninjauan 

berkelanjutan terhadap sistem anti penyuapan dan korupsi untuk 

memastikan efektivitas implementasi sistem. Pemantauan dan tinjauan 



 

 

 

 

yang dilakukan oleh fungsi Ethics & Compliance mencakup, namun tidak 

terbatas pada: 

a. Efektivitas dari program pelatihan atau komunikasi untuk 

kesadaran/pemahaman. 

b. Efektivitas dari pengendalian/kontrol anti penyuapan dan korupsi 

yang ada. 

c. Penyebab terjadinya ketidakpatuhan. 

d. Efektivitas dari tindakan perbaikan. 

 

 

Jambi,  

Update terakhir: 25 Maret 2024 

 

  



 

  

KEBIJAKAN PENANGANAN KELUHAN (GRIEVANCE) 
(“Kebijakan”) 

 
 

1. Tujuan  

 

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa semua Keluhan yang 
dilaporkan ke PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”) 
dikelola secara efektif dan transparan melalui proses yang telah ditentukan. 

 
 

2. Latar Belakang 

 

Perusahaan berkomitmen untuk mempertahankan standar etika tertinggi dan 

ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku di wilayah lokasi Perusahaan 

berada, serta terhadap Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of 

Conduct atau “BCOC”) dan komitmen berkelanjutan Perusahaan (sustainability). 

 
 

3. Ruang Lingkup 

 

Termasuk dalam cakupan Kebijakan ini adalah semua Keluhan yang diterima 

oleh Perusahaan melalui saluran Integrated Call Center atau “ICC”, termasuk 

komplain dari komunitas, keluhan terkait sumber daya manusia (human 

resources), penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum publik atau 

kebijakan internal Perusahaan dan BCOC. 

 

 

4. Definisi 

 

Perusahaan: PT. Wirakarya Sakti. 

 

Pelapor: seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu Keluhan. 

 

Keluhan: komplain, keluhan, atau permasalahan yang diinginkan oleh seorang 

individu atau kelompok untuk dapat ditangani dan dicarikan solusinya oleh 

Perusahaan. 

 

Komplain: pernyataan bahwa terdapat suatu hal yang tidak memuaskan atau 

tidak dapat diterima. 

 

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap 

Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan. 



 

  

BCOC: serangkaian prinsip yang diterapkan secara global, yang mencerminkan 

norma etika, budaya, dan karakter Perusahaan, serta standar perilaku dan bisnis 

bagi seluruh karyawan Perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan. 

 

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku 

yang tidak profesional. 

 

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan 

insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu 

yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodis dan forensik. 

 

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, 

kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk 

untuk melakukan penyelidikan. 

 

Petugas: seseorang yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan awal atas 

laporan Keluhan yang diterima melalui saluran Pelaporan Perusahaan. 

 

Grievance Sub-Committee: gabungan beberapa Kepala Divisi, yang terdiri dari 

Divisi Corporate Sustainability, Corporate Risk and Integrity, dan Corporate 

Security. 

 

Triase: pemeriksaan awal terhadap laporan Keluhan atau tindak kesalahan yang 

diterima, untuk tujuan kategorisasi, penindakan awal, prioritisasi, dan penugasan 

untuk penanganan lebih lanjut. 

 

Penindakan oleh Manajemen (“Management Action”): suatu tindakan yang 

diambil oleh fungsi / unit manajemen terkait untuk membantu dan memperbaiki 

situasi dari permasalahan yang dilaporkan. 

 

Fungsi / Unit Terkait: 

• FS - HSE : Forest Sustainability, Health, Safety, & Environment 

• SCE : Social & Community Engagement 

• HR  : Human Resources 

• PC  : Purchasing / Procurement 

• SC  : Security 

• LG  : Legal 

 
5. Asas Utama 

 

Penyelidik atau Petugas yang terlibat dalam penanganan Keluhan harus 

memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini: 

• Kerahasiaan dan anonimitas 



 

  

• Non diskriminasi 

• Independensi 

• Profesionalisme 

• Kompetensi 

• Objektivitas 

• Perlindungan dan non retaliasi (larangan atas tindak pembalasan) 

• Ketepatan waktu 

 

Perusahaan memperbolehkan Pelapor untuk menyampaikan Keluhan mereka 

secara anonim. Dengan pelaporan secara anonim, seseorang yang memiliki 

kekhawatiran akan konsekuensi negatif atau yang beranggapan bahwa 

identitasnya tidak akan dilindungi dengan sebaik-baiknya, dapat mengungkapkan 

laporannya secara rahasia. 

 

 

6. Persyaratan 

 

6.1 Penerimaan Keluhan 

Semua Keluhan yang diterima melalui saluran Pelaporan Perusahaan akan 

didaftarkan dalam sistem database untuk didentifikasi permasalahannya 

dan dilakukan triase atau pemeriksaan awal. 

 

6.2 Triase 

Setelah laporan diterima, Petugas dari Corporate Risk & Integrity (“CRI”) 

akan ditunjuk untuk melaksanakan Triase. Tujuan dilakukannya Triase 

adalah untuk menentukan apakah laporan tersebut memiliki dasar dan layak 

untuk dilakukan investigasi yang lebih mendalam dikarenakan adanya 

potensi pelanggaran BCOC atau berpotensi memberikan dampak terhadap 

kegiatan operasional, dalam upaya peyelesaian masalah secara non-

yudisial. 

 

Dalam tahapan ini, Petugas akan mengumpulkan informasi dan bukti dari 

Pelapor, seperti bukti-bukti yang relevan terkait dengan laporan tersebut. 

Investigator atau Petugas harus menggunakan penilaian, pertimbangan, 

dan pengalamannya dalam menentukan tindakan yang tepat di waktu yang 

tepat, serta tidak diperbolehkan untuk: 

- Mencoba melakukan wawancara, selain untuk memperoleh 

informasi dari individu atau Pelapor yang bersangkutan; 

- Menghubungi Subjek yang dilaporkan ataupun saksi-saksi lainnya. 

Apabila Pelapor berkeinginan untuk menjadi anonim, hal ini dapat dilakukan 
dengan mengidentifikasikan identitas Pelapor sebagai anonim dalam 
laporan triase. 
 



 

  

Apabila berdasarkan hasil triase, tidak terdapat informasi valid yang 
diberikan, atau tidak terdapat tanggapan atau masukan dari Pelapor dalam 
kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja, maka laporan Keluhan akan 
ditutup. 
 
Untuk detil prosedur Triase, dapat mengacu pada dokumen Prosedur 
Triase. 
 

6.3 Pengklasifikasian 

Berdasarkan hasil Triase dan bukti yang dikumpulkan oleh CRI atau 

Petugas Triase, hasil triase dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

• Terdapat potensi terjadinya tindak kesalahan atau pelanggaran 

terhadap BCOC dan memiliki dasar untuk diinvestigasi lebih lanjut 

yang akan dilakukan oleh Penyelidik CRI (sebagaimana dalam 

Lampiran 1); 

• Tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap BCOC. Namun 

demikian, tindak perbaikan tetap harus dilakukan oleh fungsi 

manajemen yang terkait terhadap Pelapor atau pihak lainnya yang 

terimplikasi, sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut; 

atau 

• Laporan Keluhan tidak memiliki dasar untuk investigasi atau 

perbaikan lebih lanjut. 

 
Di bawah ini adalah tabel yang dapat menggambarkan Fungsi / Unit yang 
akan menangani isu-isu spesifik tertentu. 

 
 

Tabel 1 - Isu-Isu Spesifik 
 

Kategori Isu Spesifik 
Fungsi / Unit 

FS - HSE SCE HR PC SC LG 

Lingkungan Lingkungan Mill √      

Sosial 

Isu Komunitas  √     

Ketenagakerjaan/ 

Hak Asasi Manusia 
 

 
√   

 

Tata Kelola 

Karyawan/ 

Sumber Daya Manusia 
 

 
√   

 

Isu Komersial    √   

Etika/BCOC/SCOC   √    

Isu Keamanan     √  

Isu Legal      √ 

 
 
 
 
 
 



 

  

6.4 Penugasan 

Apabila Keluhan tidak berkaitan dengan pelanggaran BCOC atau tindak 

pidana apapun, namun dapat berdampak kepada kepentingan Perusahaan 

atau Pemangku Kepentingan, maka Keluhan ini akan diserahkan ke  Fungsi 

/ Unit terkait untuk peninjauan dan dialog lebih lanjut dengan Pelapor dalam 

upaya menemukan resolusi atau penyelesaian. 

 

6.5 Management Action (Penindakan Oleh Manajemen) 

Untuk memastikan Keluhan diselesaikan dengan cara yang paling efektif 

dan efisien, dalam pelaksanaannya, setiap Fungsi / Unit sebagai pihak yang 

dijadikan rujukan harus mengembangkan pedoman atau standar prosedur 

tersendiri yang mengacu pada pedoman umum yang tersedia dalam 

Kebijakan ini. 

 

6.5.1 Rentang Waktu Management Action 

Dalam masa 7 (tujuh) hari kerja setelah penugasan, Fungsi / Unit 

yang ditugaskan harus memberikan tanggapan (feedback) kepada 

Grievance Sub-Committee, apakah Keluhan ini telah diatasi dengan 

pemberian solusi atau memerlukan perpanjangan waktu untuk 

penetapan dan pelaksanaan proses lebih lanjut (misalnya, perbaikan 

langsung, pertemuan, negosiasi, bantuan eksternal, dll.). 

Perpanjangan jangka waktu tersebut harus diusulkan secara tertulis, 

yang disampaikan oleh Kepala Fungsi / Unit terkait kepada 

Grievance Sub-Committee. Selama periode perpanjangan, Fungsi / 

Unit tersebut harus menginformasikan perkembangan secara 

berkala kepada Grievance Sub-Committee, minimal sebulan sekali 

atau setiap bulan. 

 

6.5.2 Penanganan Management Action 

Fungsi / Unit terkait sebagai pihak yang dijadikan rujukan harus 

memantau dan mengevaluasi proses penanganan laporan yang 

sedang berlangsung, serta berkomunikasi dengan Pelapor untuk 

memastikan Keluhan tersebut dapat ditangani secara efektif. 

 

6.5.3 Prinsip Management Action 

1. Sah dan terpercaya: harus dianggap sah oleh Pemangku 

Kepentingan yang mungkin perlu mengaksesnya dan harus 

dirancang serta diawasi bersama oleh Perusahaan. 

2. Mudah diakses: harus mudah diakses oleh semua pihak 

yang mungkin perlu mengaksesnya. 

3. Transparan: harus dijalankan dengan keyakinan bahwa 

proses dan hasilnya transparan (misalnya terkait keputusan 

tentang Keluhan yang diterima), namun tetap memastikan 

dialog tetap terjaga kerahasiaannya, dan seandainya diminta, 

kerahasiaan identitas dari Pelapor juga tetap terjaga. 



 

  

4. Didasarkan pada keterlibatan dan dialog: harus difokuskan 

pada keterlibatan dan dialog antara para pihak terkait, 

dengan tujuan menemukan solusi yang baik, serta tepat dan 

berkelanjutan. 

5. Proses yang dapat diprediksi: langkah-langkah penting dan 

pilihan yang diambil dalam proses, dan jangka waktunya 

(apabila memungkinkan), harus dapat perkiraan, serta 

dipastikan bahwa hasil yang disepakati dapat dipantau. 

6. Adil dan memberdayakan: harus berupaya mengatasi 

kesenjangan kekuasaan, pengetahuan, dan pengaruh antara 

Perusahaan dan Pelapor untuk memungkinkan dialog yang 

informatif, hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan secara 

bersama-sama, serta proses yang didasari dengan rasa 

hormat. 

 
6.6 Dokumentasi 

Fungsi / Unit terkait akan menyimpan semua dokumentasi terkait Keluhan 

dan bertanggung jawab atas setiap pemutakhiran informasi serta 

penindaklanjutan kepada Pelapor, sebagaimana mestinya. Namun 

demikian, respon Fungsi / Unit terkait kepada Pelapor mungkin dibatasi 

karena adanya faktor kerahasiaan atau kewajiban hukum. Oleh karena itu, 

terdapat kemungkinan bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan 

Perusahaan untuk mengatasi Keluhan dapat secara gamblang dijelaskan 

kepada Pelapor. Namun akan dipastikan, bahwa Perusahaan akan 

menindaklanjuti semua Keluhan yang disampaikan kepada Perusahaan. 

 

Apabila resolusi Management Action telah disetujui, atau keputusan telah 

ditetapkan, tahapan terakhir adalah pelaksanaan dari keputusan, 

pemantauan hasil, dan penutupan laporan Keluhan. Tindak lanjut juga 

mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul selama tahap 

pelaksanaan. Penyesuaian mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa 

akar permasalahan dari Keluhan dapat ditangani, dan hasilnya sejalan 

dengan semangat perjanjian awal dengan Pelapor. Pengalaman dari tindak 

lanjut tersebut juga dapat digunakan untuk lebih menyempurnakan proses 

penanganan Keluhan atau untuk sebagai bahan informasi untuk merespon 

Keluhan serupa di masa datang. 

 

Data Keluhan yang ditangani oleh Fungsi / Unit terkait harus diserahkan 

kepada Grievance Sub-Committee untuk keperluan dokumentasi. 

 

 

 

 



 

  

Beberapa pokok pembahasan dalam Keluhan dapat berkaitan dengan 

informasi yang bersifat sensitif dan rahasia. Oleh karena itu, laporan 

verifikasi yang relevan hanya akan tersedia bagi Pelapor dalam kurun waktu 

14 (empat belas) hari kerja setelah laporan pengaduannya ditutup. Laporan 

verifikasi Keluhan yang berkaitan dengan isu-isu dengan tema lingkungan 

akan diunggah ke www.sustainability-dashboard.com. 

 
 
 
Jambi,  
Update terakhir: 25 Maret 2024 
 

  

http://www.sustainability-dashboard.com/
http://www.sustainability-dashboard.com/


 

  

KEBIJAKAN ‘SPEAK UP’ 
(“Kebijakan”) 

 
 

1. Tujuan  

 

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk mendorong semua Karyawan dan 

Pemangku Kepentingan dalam menyuarakan kekhawatiran mereka terkait 

pelanggaran, kegiatan penipuan dan ilegal, serta perilaku tidak etis yang 

berpotensi merugikan PT. Wirakarya Sakti (selanjutnya disebut sebagai 

“Perusahaan”) – termasuk setiap pelanggaran kebijakan Perusahaan dan 

Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan (Business Code of Conduct atau “BCOC”) 

– melalui saluran Pelaporan (“Whistleblower”).  

 

Kebijakan ini merupakan bagian dari Kebijakan dan Prosedur Divisi Corporate 

Risk & Integrity (“CRI”) yang harus dipahami bersama-sama dengan Kerangka 

Kerja Manajemen Risiko Integritas CRI. 

 
 

2. Pernyataaan Kebijakan 

 

Perusahaan menjunjung standar integritas dan etika yang tinggi, serta 

berkomitmen untuk menjalankan bisnis dalam lingkungan yang jujur, penuh 

hormat, dan adil. Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja 

untuk melaporkan kekhawatiran. 

 

Perusahaan mengambil sikap TANPA TOLERANSI terhadap kecurangan dan 

perilaku yang tidak pantas, serta tidak akan menerima segala bentuk 

ketidakjujuran, praktik ilegal dan melanggar hukum, tindakan tidak etis, serta 

pelanggaran oleh Karyawan, Mitra Bisnis, dan/atau pihak lainnya yang 

berkenaan dan/atau berdampak terhadap Perusahaan. 

 

Setiap orang, termasuk Karyawan Perusahaan, Mitra Bisnis, dan Pemangku 

Kepentingan lainnya dianjurkan untuk melaporkan perilaku tidak etis atau 

pelanggaran terhadap hukum dan kebijakan perusahaan yang terkait dengan 

aktivitas bisnis Perusahaan, meski pun baru sebatas kecurigaan awal. Karyawan, 

mitra bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya tidak seharusnya menyelidiki 

atau memastikan kekhawatirannya sendiri. 

 

Perusahaan akan memastikan bahwa semua kekhawatiran yang dilaporkan 

ditangani dengan sebaik-baiknya dan secara adil, serta berkomitmen untuk 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki situasi yang 

diakibatkan oleh pelanggaran yang dilaporkan. 

 



 

  

3. Ruang Lingkup 

 

Kebijakan ‘Speak Up’ ("Kebijakan") berlaku untuk seluruh Karyawan Perusahaan 

dan Pemangku Kepentingan lainnya, termasuk Mitra Bisnis. 

 

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan aturan yang sudah ada 

berkenaan dengan: 

• Perselisihan bisnis antara Pemangku Kepentingan dan Perusahaan; 

• Pengaduan yang berkaitan dengan masalah Kesehatan, Keselamatan, 

dan Lingkungan; 

• Keluhan staf, seperti evaluasi kinerja yang tidak adil, perselisihan atas 

remunerasi dan tunjangan staf, favoritisme dan perundungan di tempat 

kerja, diskriminasi, dll; 

• Pertanyaan umum seputar Perusahaan. 

 
4. Definisi 

 

Mitra Bisnis: pembeli, pelanggan, mitra, pemasok, vendor, kontraktor, sub-

kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, kreditor, dan mitra 

bisnis lainnya. 

 

Perusahaan: PT. Wirakarya Sakti. 

 

Karyawan: seseorang yang memiliki keterikatan langsung dengan Perusahaan 

sebagai orang pribadi untuk memberikan layanannya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan yang berlaku. 

 

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan 

insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu 

yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodis dan forensik. 

 

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, 

kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk 

untuk melakukan penyelidikan. 

 

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku 

yang tidak profesional. 

 

Pelapor: seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu kekhawatiran.  

 

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap 

Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan. 

 



 

  

Whistleblower: seseorang yang melaporkan pelanggaran, baik masih berupa 

dugaan mau pun benar-benar telah terjadi, dan memiliki keyakinan yang 

memadai bahwa informasi tersebut adalah benar pada saat dilaporkan. 

 
5. Prinsip Umum 

 

5.1 Kerahasiaan 

Semua laporan kekhawatiran akan ditangani dengan penuh kerahasiaan 

dan segala upaya akan dilakukan untuk memastikan identitas Pelapor atau 

Whistleblower tidak terungkap. Kegiatan investigasi akan dilaksanakan 

dengan dasar kehati-hatian dan pengungkapan informasi berkenaan 

dengan investigasi akan disesuaikan keperluannya (need-to-know basis) 

demi menghindari terungkapnya identitas Whistleblower. 

 

5.2 Pelaporan Secara Anonim 

Whistleblower atau Pelapor dapat memilih untuk mengajukan laporan tanpa 

mengungkapkan identitas mereka. Semua atribut pribadi (jika ada) yang 

dapat mengarah pada identifikasi identitas Pelapor atau Whistleblower akan 

dienkripsi untuk alasan kerahasiaan dan perlindungan. Perusahaan akan 

mengamankan identitas Pelapor atau Whistleblower apabila Pelapor atau 

Whistleblower memilih untuk menjadi anonim, meski pun Pelapor atau 

Whistleblower mengungkapkan identitasnya saat pelaporan. 

 

5.3 Non Retaliasi 

Perusahaan tidak mentoleransi tindak pembalasan kepada Pelapor atau 

Whistleblower yang melaporkan kekhawatirannya dengan itikad baik. 

Pelapor atau Whistleblower tidak boleh diancam atau pun dihukum sebagai 

upaya untuk mencegah Pelapor atau Whistleblower mengungkapkan 

kekhawatirannya. Segala bentuk pembalasan adalah dilarang dan akan 

dikenakan sanksi dan tindakan disipliner hingga pemecatan, pemutusan 

kontrak, serta proses pidana berdasarkan hukum yang berlaku. 

 

5.4 Objektivitas 

Perusahaan berkomitmen untuk memelihara budaya kejujuran dan 

akuntabilitas dengan standar etika setinggi mungkin. Semua laporan 

kekhawatiran akan ditinjau, diselidiki, dan ditangani dengan se-objektif dan 

seadil mungkin. 

 

5.5 Kewajiban Untuk Melapor 

Setiap Karyawan dan/atau Pemangku Kepentingan memiliki kewajiban 

untuk menyampaikan kekhawatirannya atas terjadinya kegiatan ilegal atau 

perilaku tidak etis atau berpotensi merugikan Perusahaan – termasuk setiap 

pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan atau BCOC. 

 



 

  

5.6 Melapor Dengan Itikad Baik 

Saat mengajukan laporan, Whistleblower harus memastikan bahwa 

Whistleblower memiliki dasar yang memadai untuk yakin bahwa informasi 

yang dilaporkan adalah benar pada saat kejadian. Perusahaan akan 

melindungi Whistleblower yang mengajukan laporan dengan itikad baik dari 

tindakan yang merugikan Whistleblower, baik secara langsung mau pun 

tidak langsung. 

 

Whistleblower bertanggung jawab untuk memberikan bukti, informasi yang 

relevan, atau indikator yang jelas atas tindak kekerasan atau pelanggaran 

yang dilaporkan. 

 

5.7 Menciptakan Budaya ‘Speak Up’ 

Seluruh karyawan dituntut untuk menerapkan dan mendorong budaya 

'Speak Up' dengan cara: 

• Menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan inklusif; 

• Mendorong anggota tim untuk melaporkan kekhawatiran mereka; 

• Mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran ketika diajukan; 

• Memberikan andil dalam upaya memastikan tidak adanya pihak 
yang mengalami pembalasan karena melapor atau bekerja sama 
dalam proses penyelidikan. 

 

5.8 Program Penghargaan Bagi Whistleblower 

Perusahaan akan memberikan insentif kepada Whistleblower yang 

menyampaikan kekhawatirannya dan terbukti kebenarannya berdasarkan 

penyelidikan resmi CRI. Whistleblower dapat menerima penghargaan 

finansial hingga Rp 400 juta atau lebih, sesuai dengan peraturan 

Perusahaan. 

 

5.9 Program Perlindungan Bagi Whistleblower 

Untuk mempromosikan budaya akuntabilitas dan integritas, serta 

mendorong pelaporan atas tindakan pelanggaran, penipuan, dan korupsi, 

Perusahaan akan melakukan segala upaya untuk melindungi identitas 

Whistleblower dan mencegah tindakan pembalasan terhadap 

Whistleblower. 

 

5.10 Pemantauan dan Tinjauan 

Tinjauan atas efektivitas saluran Whistleblower akan dilakukan oleh CRI 

sesuai kebutuhan, untuk memastikan bahwa semua informasi yang 

dilaporkan dan tindak lanjutnya dijalankan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan. Setiap perbaikan yang diperlukan atau perubahan yang 

diusulkan terhadap Kebijakan ini beserta standar prosedur operasional 

(SOP) yang berkaitan dengannya akan diuraikan dalam laporan tinjauan 

tersebut. 

 



 

  

5.11 Persyaratan Tambahan 

Merupakan tanggung jawab bagi setiap pimpinan untuk menjadi panutan 

yang positif dan mendukung anggota timnya dengan cara:                                                    

• Menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan inklusif; 

• Mendorong anggota tim untuk berbicara/melapor; 

• Mendengarkan dan menanggapi kekhawatiran ketika diajukan; 

• Memberikan andil dalam upaya memastikan tidak adanya pihak yang 
mengalami pembalasan karena melaporkan atau bekerja sama dalam 
suatu penyelidikan. 

 
 

6. Saluran Pelaporan 

 

Apabila Karyawan dan Pemangku Kepentingan memiliki kekhawatiran mengenai 

dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap hukum, peraturan, 

kebijakan dan prosedur Perusahaan, atau meyakini bahwa telah mendapat 

perlakuan pembalasan karena melaporkan kekhawatiran dengan itikad baik, 

Karyawan dan Pemangku Kepentingan Perusahaan dapat menghubungi: 

1. Manajer lini atau Kepala Fungsi / Unit untuk berdiskusi; atau 

2. Segera hubungi fungsi Ethics & Compliance (Etika & Kepatuhan); atau 

3. Saluran Whistleblower yang telah disediakan oleh Perusahaan. 

 
 
 
Jambi,  
Update terakhir: 25 Maret 2024 
 

  



 

  

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER 

(“Kebijakan”) 

 
 

1. Tujuan  

 

Kebijakan Perlindungan Whistleblower ("Kebijakan") merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dalam upaya pengembangan transparansi, pembangunan 

integritas, pendeteksian pelanggaran, dan penerapan Kebijakan Whistleblower.  

 

Tujuan dari Kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap 

Karyawan dan Pemangku Kepentingan lainnya dari tindak pembalasan yang 

diakibatkan karena menyampaikan atau melaporkan kekhawatiran melalui 

saluran Pelaporan (“Whistleblower”), sebagai upaya menyuarakan kekhawatiran 

mereka atas pelanggaran, aktivitas yang ilegal dan terkait penipuan, serta 

perilaku tidak etis yang berpotensi membahayakan PT. Wirakarya Sakti 

(selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”), termasuk setiap pelanggaran 

terhadap kebijakan Perusahaan dan Pedoman Perilaku Bisnis Perusahaan 

(Business Code of Conduct atau “BCOC”).  

 

 

2. Pernyataaan Kebijakan 

 

Perusahaan menjunjung standar integritas dan etika yang tinggi, serta 

berkomitmen untuk menjalankan bisnis dalam lingkungan yang jujur, penuh 

hormat, dan adil. Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja 

untuk melaporkan kekhawatiran. 

 

Perusahaan mengambil sikap TANPA TOLERANSI terhadap kecurangan dan 

perilaku yang tidak pantas, serta tidak akan menerima segala bentuk 

ketidakjujuran, praktik ilegal dan melanggar hukum, tindakan tidak etis, serta 

pelanggaran oleh Karyawan, Mitra Bisnis, dan/atau pihak lainnya yang 

berkenaan dan/atau berdampak terhadap Perusahaan. 

 

Setiap orang, termasuk Karyawan Perusahaan, Mitra Bisnis, dan Pemangku 

Kepentingan lainnya dianjurkan untuk melaporkan perilaku tidak etis atau 

pelanggaran terhadap hukum dan kebijakan perusahaan yang terkait dengan 

aktivitas bisnis Perusahaan, meski pun baru sebatas kecurigaan awal. Karyawan, 

Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan lainnya tidak seharusnya menyelidiki 

sendiri atau memastikan kekhawatirannya. 

 

Perusahaan akan memastikan bahwa semua kekhawatiran yang dilaporkan 

ditangani dengan sebaik-baiknya dan secara adil, serta berkomitmen untuk 



 

  

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memperbaiki situasi yang 

diakibatkan oleh pelanggaran yang dilaporkan. 

Kebijakan ini memberikan jaminan perlindungan bagi setiap Karyawan 

Perusahaan dan Pemangku Kepentingan lainnya yang menyampaikan 

kekhawatiran terkait dengan penipuan atau tindak pelanggaran. Perusahaan 

tidak mengizinkan tindak pembalasan bagi Whistleblower yang melaporkan 

pelanggaran, penipuan, atau korupsi yang dilakukan dengan itikad baik. Oleh 

karena itu, sudah merupakan tugas bagi setiap Karyawan untuk melaporkan 

dugaan terjadinya pelanggaran. Namun demikian, mengajukan laporan yang 

diketahui “salah” adalah tidak dibenarkan. 

 

3. Ruang Lingkup 

 

Kebijakan ini berlaku untuk semua Karyawan Perusahaan dan Pemangku 

Kepentingan lainnya. 

 

4. Definisi 

 

Mitra Bisnis: pembeli, pelanggan, mitra, pemasok, vendor, kontraktor, sub-

kontraktor, agen, perwakilan, perantara, konsultan, penasihat, kreditor, dan mitra 

bisnis lainnya. 

 

Perusahaan: PT. Wirakarya Sakti. 

 

Karyawan: seseorang yang memiliki keterikatan langsung dengan Perusahaan 

sebagai orang pribadi untuk memberikan layanannya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan yang berlaku. 

 

Investigasi: penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa yang terkait dengan 

insiden pelanggaran, korupsi, dan risiko penipuan, yang dilakukan oleh individu 

yang memiliki kualifikasi, melalui proses metodis dan forensik. 

 

Penyelidik: individu yang terakreditasi, dengan pelatihan, pengalaman, 

kebijaksanaan, dan pertimbangan nalar yang tepat atau sesuai, yang ditunjuk 

untuk melakukan penyelidikan. 

 

Pelanggaran: perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak pantas atau perilaku 

yang tidak profesional. 

 

Tindak Pembalasan: tindakan negatif terhadap Whistleblower atau Pelapor 

yang secara resmi dan dengan itikat baik mengajukan pengaduan atau 

kekhawatiran atas terjadinya tindakan pelanggaran atau kesalahan. 

 



 

  

Pelapor: seseorang atau perusahaan yang menyampaikan suatu kekhawatiran. 

 

Penghargaan: insentif dalam bentuk finansial yang ditawarkan oleh Perusahaan 

sebagai bentuk penghargaan terhadap Whistleblower atas kebenaran informasi 

yang disampaikan yang mengarah pada keberhasilan penegakan hukum. 

 

Pemangku Kepentingan: pihak yang memiliki kepentingan terhadap 

Perusahaan dan dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh bisnis Perusahaan. 

 

Whistleblower: seseorang yang melaporkan pelanggaran, baik masih berupa 

dugaan mau pun benar-benar telah terjadi, dan memiliki keyakinan yang 

memadai bahwa informasi tersebut adalah benar pada saat dilaporkan. 

 

Tindak Kesalahan: suatu tindakan atau kelalaian yang dapat membahayakan. 

 

Kebijakan Whistleblower: kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong semua 

Karyawan dan Pemangku Kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran 

mereka terkait adanya pelanggaran, penipuan dan kegiatan ilegal, serta perilaku 

tidak etis yang berpotensi membahayakan Perusahaan termasuk setiap 

pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan dan BCOC. 

 

Saluran Whistleblower: saluran yang disediakan oleh Perusahaan bagi 

Karyawan, Pihak Ketiga, atau Pemangku Kepentingan lainnya untuk 

menyampaikan kekhawatiran mereka dan pertanyaan mengenai pelanggaran, 

aktivitas penipuan dan ilegal, serta perilaku tidak etis yang berpotensi 

membahayakan Perusahaan, termasuk setiap pelanggaran atas kebijakan 

Perusahaan dan BCOC. 

 

Pihak berkepentingan yang terkait: termasuk para saksi, pihak lain yang 

membantu atau terlibat dalam pelaporan tindak pelanggaran, penyelidik internal, 

anggota keluarga atau pihak lain yang mendukung Whistleblower, atau pihak 

lainnya yang telah salah dicurigai melaporkan tindak pelanggaran. 

 

 

5. Prinsip Umum 

 

5.1 Perlindungan dan Dukungan Terhadap Whistleblower 

Perusahaan memberikan perlindungan dan dukungan praktis kepada 

Whistleblower. Perlindungan dan dukungan akan berlaku segera setelah 

laporan pelanggaran diterima dan terus berlanjut selama dan sepanjang 

proses pelaporan. Tanggung jawab pelaksanaan perlindungan dan 

pemberian dukungan terhadap Whistleblower akan secara tegas ditugaskan 

kepada fungsi terkait di dalam Perusahaan. 

 



 

  

 

Perusahaan akan melindungi Whistleblower dari tindak pembalasan yang 

diakibatkan karena melaporkan tindak pelanggaran melalui saluran 

Whistleblower. Kebijakan Whistleblower Perusahaan secara jelas 

menegaskan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk mengindentifikasi 

identitas Whistleblower serta segala tindak pembalasan yang dilakukan 

sehubungan dengan laporan oleh Whistleblower, tidak ditoleransi oleh 

Perusahaan dan merupakan suatu masalah disipliner. 

 

Perusahaan akan mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah 

strategis terhadap Whistleblower berkenaan dengan laporannya, sebagai 

berikut:  

a) Melindungi identitas Whistleblower (sejauh dimungkinkan); 

b) Melaksanakan penyelidikan dengan sebaik mungkin dan menjaga 

kerahasiaan sejauh yang dimungkinkan untuk memastikan 

Whistleblower tidak terancam reputasinya (informasi yang diberikan 

berkenaan dengan laporan akan disesuaikan dengan keperluannya 

(need-to-know basis)); 

c) Memastikan kesesuaian proses, termasuk ketepatan waktu, keadilan, 

ketidak-berpihakan dan kerahasian dalam proses penyelidikan dan 

pendampingan; 

d) Memberikan dukungan selama proses berlangsung, termasuk 

komunikasi rutin;  

e) Apabila bukti terkait pelanggaran tidak ditemukan, usaha perbaikan 

dapat dipertimbangkan untuk dilakukan, misalnya terkait reputasi, 

keuangan, status pekerjaan. 

Bentuk perlindungan mencakup pengambilan langkah-langkah untuk 

mencegah atau membatasi terjadinya tindak pembalasan dalam rangka 

mencegah bahaya lanjutan. Strategi perlindungan yang diterapkan akan 

disesuaikan dengan kemungkinan sumber bahaya yang diidentikasi melalui 

proses penilaian risiko atas tindak pembalasan (lihat Bagian 6). 

 

Bentuk dukungan yang baik meliputi upaya mendorong dan meyakinkan 

Whistleblower tentang pentingnya melaporkan terjadinya tindak 

pelanggaran, serta pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menjamin keselamatan Whistleblower. Bentuk dukungan yang diberikan 

dapat berupa dukungan emosional, keuangan, hukum, atau pemulihan 

reputasi. 

 

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan upaya 

dukungan dan perlindungan. Divisi Corporate Risk & Integrity (“CRI”) 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah-langkah dukungan 

dan perlindungan diterapkan di dalam organisasi. 

 



 

  

 

5.2 Perlindungan Terhadap Pihak Berkepentingan Yang Terkait 

Pihak-pihak yang terkait, dapat mencakup para saksi, pihak lain yang 

membantu atau terlibat dalam pelaporan tindak pelanggaran, penyelidik 

internal, anggota keluarga atau pihak lainnya yang mendukung 

Whistleblower, atau mereka yang secara keliru dicurigai telah melaporkan 

suatu pelanggaran. Mereka harus dilindungi dari tindak pembalasan, sejauh 

yang dimungkinkan, sesuai kapasitas, kemampuan, dan kompetensi 

Perusahaan. 

 

5.3 Mengatasi Tindak Pembalasan 

Whistleblower dapat melaporkan tindak pembalasan melalui saluran 

Whistleblower yang tersedia, atau kepada personel yang bertanggung 

jawab dalam memberikan dukungan serta melindungi mereka. 

 

Apabila Perusahaan mengetahui atau mencurigai bahwasanya seorang 

Whistleblower menghadapi tindak pembalasan, pemeriksaan akan 

dilakukan untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan. Pemeriksaan 

tersebut juga akan memasukkan unsur pertimbangan khusus bagi orang-

orang rentan (misalnya anak-anak, remaja, orang tua). 

 

Investigasi yang tidak memihak akan dilakukan oleh CRI atau 

personel/fungsi/divisi/departemen yang objektif dan independen lainnya 

(misalnya Internal Audit, Security, Legal), apabila diperlukan untuk 

membuktikan adanya tindak pembalasan. 

 

Apabila terbukti bahwa suatu tindak pembalasan sedang atau telah terjadi, 

Perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk 

menghentikan dan mengatasi tindak pembalasan tersebut, serta 

memberikan dukungan terhadap Whistleblower dan pihak-pihak 

berkepentingan lainnya yang terkait. 

 

Apabila remediasi diperlukan, maka sebisa mungkin Whistleblower akan 

dikembalikan ke situasi di mana mereka seharusnya tidak mengalami 

pembalasan, termasuk diantaranya: 

a) Mengembalikan Whistleblower ke posisi semula atau setara, dengan 

gaji, tanggung jawab, posisi kerja, dan reputasi yang setara; 

b) Pemberian akses yang adil terhadap promosi, pelatihan, kesempatan, 

manfaat, serta hak-hak karyawan; 

c) Pemulihan ke posisi komersial sebelumnya yang berkenaan dengan 

Perusahaan; 

d) Pencabutan litigasi; 

e) Pemberian permintaan maaf kepada pihak yang menderita tindak 

pembalasan; 

f) Pemberian kompensasi atas kerusakan atau kerugian. 



 

  

 

Perusahaan akan mengambil tindakan disipliner yang sesuai, sampai dengan 

pemberhentian dari pekerjaan, terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung 

jawab atas tindak pembalasan dalam bentuk apa pun. 

 

 

6. Penilaian dan Pencegahan Risiko Atas Tindak Pembalasan Terhadap 

Whistleblower 

 

Saat sebuah laporan disampaikan, CRI akan melakukan penilaian risiko atas 

tindak pembalasan terhadap Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan 

lainnya yang terkait. Dalam proses penilaian risiko, hal-hal berikut akan 

dipertimbangkan oleh CRI: 

a) Sejauh apa kerahasiaan dapat tetap terjaga? (misalnya, Siapa lagi yang 

mengetahui? Kepada siapa lagi telah diceritakan? Apakah jenis dari 

informasi yang disampaikan dapat mengungkapkan identitas 

Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang terkait? 

Apakah Whistleblower dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang 

terkait adalah pihak yang memiliki akses ke informasi tersebut? Apakah 

laporan ini terkait tindak pidana dimana bukti-bukti harus ditampilkan, 

termasuk identitas Whistleblower?) 

b) Apakah Whistleblower merasa cemas atas tindak pembalasan? Apakah 

tindak pembalasan telah terjadi atau apakah Whistleblower menyadari 

adanya ancaman langsung? 

c) Apakah Whistleblower terlibat dalam tindak pelanggaran tersebut atau hal 

tersebut ditujukan kepadanya? 

d) Apakah laporan tersebut melibatkan beberapa jenis tindak pelanggaran? 

e) Bagaimana Whistleblower memperoleh informasi tersebut? 

f) Apakah hubungan Whistleblower dengan subjek dari pelaporan? 

g) Apakah hubungan Whistleblower dengan Perusahaan? 

Sesuai dengan risiko yang teridentifikasi, Perusahaan akan menetapkan dan 

menerapkan langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah 

tindak pembalasan terhadap Whistleblower dan pihak berkepentingan lainnya 

yang terkait. Tindakan yang akan diterapkan dapat mencakup:  

• Perlindungan terhadap identitas Whistleblower; 

• Memastikan informasi berkenaan dengan laporan hanya akan diberikan 

apabila benar-benar-perlu-diketahui; 

• Pemberian dukungan selama proses penindaklanjutan laporan 

berlangsung, termasuk komunikasi rutin, dengan pertimbangan dan 

perlakuan khusus terhadap orang-orang yang dianggap rentan (misalnya, 

anak-anak, orang yang sangat muda, dan orang tua); 

• Penyesuaian lokasi kerja dan alur atau garis pelaporan; 

 



 

  

• Pemberian peringatan kepada Subjek dari pelaporan atau pihak yang 

berkepentingan lainnya yang terkait bahwa tindak pembalasan atau 

pelanggaran terhadap aspek kerahasiaan akan dianggap sebagai suatu 

pelanggaran disipliner. 

 

Tingkat perlindungan dan tindakan terkait yang perlu untuk diterapkan akan 

disesuaikan dengan jenis dan waktu dari pelaporan pelanggaran, serta potensi 

konsekuensi dari pelanggaran yang dilaporkan (misalnya terhadap Subjek 

laporan dan pihak berkepentingan lainnya yang terkait). 

 

Risiko akan dipantau dan ditinjau pada berbagai tahapan proses, seperti saat 

keputusan untuk melakukan penyelidikan ditetapkan, selama proses 

penyelidikan sampai laporan dan hasil penyelidikan diperoleh, serta apabila 

diperlukan, setelah kasus tersebut ditutup. 

 

 

7. Perlindungan Fisik Terhadap Tindak Pembalasan 

 

Whistleblower yang menyampaikan laporan melalui layanan ‘Speak Up’ 

Perusahaan akan diberikan jaminan perlindungan yang efektif dari tindak 

Pembalasan setelah laporan disampaikan. 

 

Salah satu bentuk perlindungan terpenting bagi Whistleblower adalah 

bahwasanya CRI akan memastikan perlindungan terhadap identitas 

Whistleblower dengan memberikan pilihan bagi Whistleblower untuk dapat 

menyampaikan laporannya secara rahasia atau anonim. 

 

Perlindungan terhadap Whistleblower di Perusahaan dapat diterapkan dalam 

berbagai macam bentuk. Hal ini termasuk: 

• Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pembalasan; 

• Hak untuk menolak terlibat dalam tindak pelanggaran dan, dalam 

beberapa kasus; 

• Perlindungan fisik bagi Whistleblower dan anggota keluarganya yang 

terkena dampak. 

 

Dalam kasus di mana Whistleblower yakin bahwa perlindungan fisik diperlukan, 

Whistleblower dapat meminta perlindungan kepada CRI. Petugas perlindungan 

Whistleblower dari CRI akan ditugaskan untuk bekerja sama dengan 

Whistleblower dan Human Resource (“HR”) dan/atau Security untuk memastikan 

perlindungan dari tindak pembalasan diberikan secara efektif. 

 

 

 



 

  

CRI selanjutnya akan melaksanakan penyelidikan untuk membuktikan apakah 

tindak pembalasan benar-benar telah terjadi. Jika tindak Pembalasan terbukti 

terjadi, maka protokol perlindungan Whistleblower akan mulai dijalankan oleh HR 

dan/atau Security. 

 

 

 

Jambi,  

     Update terakhir: 25 Maret 2024 
 

  



 

  

LAMPIRAN 1 
 
Dugaan pelanggaran hukum atau BCOC Perusahaan, termasuk perilaku umum, 
operasional, atau keuangan, bisa dalam bentuk di bawah ini, namun tidak terbatas 
pada: 
 

• Tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi yang berasimilasi, korupsi 

terkait tindak pidana, pemalsuan atau pelanggaran yang dilakukan dalam 

pekerjaan atau berkaitan dengan kewajiban pekerjaan. 

• Keuangan dan akuntansi. 

• Praktik atau perlakuan yang bersifat preferensial atau diskriminatif dalam 

penugasan. 

• Pelanggaran ketentuan terkait ketidaksesuaian jabatan dan benturan 

kepentingan. 

• Penyalahgunaan material atau SDM Perusahaan. 

• Pencurian aset Perusahaan. 

• Pelanggaran atas ketentuan hukum mengenai pengadaan publik dan 

pembiayaan non-reimbursable. 

• Ketidakmampuan atau kelalaian di tempat kerja. 

• Penilaian staf yang tidak objektif dalam proses rekrutmen, seleksi, promosi, 

pemberhentian, dan penurunan pangkat. 

• Praktik anti persaingan. 

• Pelanggaran prosedur atau penetapan prosedur internal yang tidak sesuai 

dengan hukum. 

• Penerbitan dokumen administratif atau jenis dokumen lainnya untuk 

kepentingan kelompok atau klien yang mungkin bertentangan dengan 

kepentingan Perusahaan atau bertentangan dengan moralitas publik. 

• Pelanggaran yang membahayakan karyawan, hubungan Perusahaan dengan 

pihak ketiga, atau reputasi Perusahaan. 

• Pelecehan verbal, seksual, atau fisik. 

• Setiap pelanggaran serius lainnya terhadap hukum atau BCOC Perusahaan. 

  



 

  

LAMPIRAN 2 – FLOWCHART PENANGANAN KELUHAN 
 

 
  



 

  

LAMPIRAN 3 – BATAS WAKTU 
 

Keluhan harus dikelola sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pada 
setiap kegiatan harus memenuhi persyaratan, seperti berikut: 
 

No. Jenis Kegiatan Batas Waktu 

1. Menerima Keluhan 
 
Ketika Petugas menerima Keluhan, melalui saluran 
apa pun, misalnya Integrated Call Center, laporan 
langsung, rujukan dari Internal Audit, atau yang 
lainnya, Petugas harus segera mencatat laporan ke 
dalam sistem database.  
 

1 hari kerja 

2. Proses Triase 
 
Petugas akan menindaklanjuti laporan dengan 
menghubungi informasi kontak yang tersedia dari 
Pelapor. Beberapa aktivitas yang dijalankan dalam 
proses Triase, diantaranya adalah pengumpulan 
informasi awal, termasuk dokumen pendukung yang 
dapat disediakan oleh Pelapor. 
 
Apabila informasi berkenaan Keluhan telah lengkap, 
jelas, dan memiliki basis untuk penindaklanjutan, 
Petugas harus menyiapkan laporan penugasan kasus 
kepada Grievance Sub-Committee untuk Management 
Action.  
 
Dalam situasi di mana informasi Keluhan tidak diterima 
secara lengkap, dan Pelapor tidak dapat dihubungi 
atau tidak memberikan tanggapan lebih lanjut untuk 
memberikan informasi lengkap, Petugas memiliki batas 
waktu hingga 25 (dua puluh lima) hari kerja untuk 
melakukan tindak lanjut. Apabila dalam periode ini, 
tidak ada umpan balik dari Pelapor, maka laporan 
Keluhan akan ditindaklanjuti dengan informasi terbatas 
yang tersedia. 
 

1 hingga 25 hari 
kerja 

3. Management Action 
 
Perbaikan atau remediasi, pertemuan, negosiasi 
secara langsung dilakukan oleh Fungsi / Unit terkait 
untuk menyelesaikan Keluhan - rencana tindakan. 
 
Tambahan waktu penyelesaian dapat diberikan 
berdasarkan pengajuan proposal oleh kepala Fungsi / 
Unit yang dirujuk atau yang yang ditugaskan, dengan 
sepengetahuan dari Grievance Sub-Committee. 
 

Sesuai dengan 
waktu 

yang disepakati 

 


